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KATA PENGANTAR

Berdasarkan SPK Nomor 973/555b/Dispenda dan Nomor 151/UNS8.2/PL/2014
Perihal Penelitian dan Pengolahan data Potensi Pajak daerah Kota Banjarmasin, sesuai
dengan penugasan dan kepercayaan kerjasama yang diberikan kepada Lembaga Penelitian
Universitas Lambung Mangkurat, kami sampaikan berikut Laporan hasil kegiatan
dimaksud.

Laporan dengan judul “Penelitian dan Pengolahan Data Potensi Pajak Daerah Kota
Banjarmasin” adalah hasil dari penelitian yang dilakukan Tim Lembaga Penelitian
Universitas Lambung Mangkurat yang isinya memberikan informasi tentang pendekatan
dalam menetapkan proyeksi data potensi pajak daerah untuk setiap tahun anggaran, dan
pendekatan penetapan target pajak dalam RAPBD kepada pengambil keputusan
pengelolaan pajak daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin, DPRD, dan Pengawas
Eksternal, untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah.

~ Diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan dalam pola pengembangan organisasi
pengelola pajak daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin, karena informasi dalam
penelitian dikemukakan sebagai sistem pendukuixg dalam model pengambilan keputusan,
serta pola dalam pendekatan analisis SWOT yang diharapkan dapat diimplementasikan
setiap tahun anggaran sampai tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas kepercayaan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan
banyak terima kasih.

Banjarmasin, 30 Desember 2014
Lembaga Penelitian
Universitas Lambung Mangkurat
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BAGIANI
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan UU No. 34 Tahun 2000 sebagai revisi.UU Nomor 18 Tahun 1997,
menjadi dasar formil bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola pajak daerah sebagai
bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD secara efektif dan optimal, -
Suatu kinerja pengelolaan pajak daerah dinilai dari sisi pengendalian perencanaan dan.
pengendalian administrasi keuvangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian perencanaan menunjukkan sisi perencanaan
atau target pajak dan sisi realisasi penerimaan pajak daerah, termasuk rasic pencapaian
realisasi terhadap rencana penerimaan pajak dagrah secara periodek. Pengendalian
admiﬁistfatif terkait relevansi data dalam perencanaan atau targét pajak yang ditetapkan
sestiai data potensi pajak yang ditetapkan, yang sccara .mandatori perlu pelaporannya
secara akrual dalam Laporan Operasional untuk akun pendapatan Pajak Daerah-LO. Hal
imi akan diberlakukan dalam pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah dalam .
APBD mulai tahun 2015. Dalam pengelolaan pajak daerah terkait pelaporan realisasi
pajak dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah masih menggunakan dasar cash
basis.

Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator dan pusat pendapatan Pemerintah
Kota Banjarmasin, bersama entitas SKPD terkait penghasil ﬁajak daerah memerlukan
pendekatan pengembangan — pengelolaan pajak daerah yang memenuhi  kriteria

pengendalian atas perencanaan keuangan daerah, yaitu pertumbuhan penerimaan nilai
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pajak daersh yang relevan dengan realitas sosial ekonomi regional dan nasional, serta
pegendalian administratif atas rencana dan realisasi pengelolaan pajak daerah yaitu dalam
kepatuhan pelaporan pajak daerah melalui Laporan Keuangan | Pemerjntah Kota
Banjarmasin.

Implementasi manajemen pajak daerah memerlukan pendekatan dalam mencapai
pertumbuhan rencana dan realisasinya, yang memenuhi kriteria fungsi anggaran yang
responsible dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Dalam perencanaan sebaiknya teknik
dan media anggaran dapat difungsikan sebagai alat motivasi. Dalam hal ini anggaran dapat
digunakan scbagat alat komunikasi antar entitas SKPD dan komunikasi dengan pihak
eksternal. Diperlukan upaya dalam menjadikan acuan nilai nominal yang tercantum dalam
target‘pajak menuju capaian dalam kaitan dengan upaya realisasinya. Upaya mencapai
target pajak memerlukan salah satunya melalui kepatuhan wajib pajak. Penting dalam
hal ini anggaran pajak daerah yang ditetapkan memenuhi sifat menantang tetapi masih
mungkin wntuk dicapai (challenging but attainable atan demanding but achievable). Dalam
konteks ini target pajak ditetapkan tidak terlalu tinggi karena berpehiang tidak dapat.
dicapai, atau tidak terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapainya. Pajak daerah menjadi
pembentuk Penerimaan Ashi Daerah (PAD) yang signifikan, dari sisi perencanaan pajak
daerah tahun 2013 mencapai 70 % dari Anggaran PAD, dan dan sisi realisasinya mencapai
67%.

Upaya menetapkan target pajak mengacu pada data potensi pajak yang ditetapkan
untuk setiap jenis pajak daerah. Penetapan data potensi pajak merupakan proses ilmiah
namun pragmatis dengan mempertimbangkan data historis realisasi dan  asumsi

pertumbuhannya. Target pajak ditetapkan dengan mempertimbangkan relevansi target
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pajak dengan asumsi lingkungan pertumbuhan perekonomian yang diantisipasi ke depan.
Data rencana dan data realisasi dapat dijadikan landasan ilmiah dan pragmatis dengan
mempertimbangkan kondisi yang mewakili lingkungan sosial ekonomi terkait potensi dan

target pajak yang ditetapkan.
Data perencanaan pajak daerah Kota Banjarmasin dari tahun 2009-72013

dikemukakan bertkut:

Tabel 1.1
Trend Perencanaan Pajak Daerah (Target)
Pemerintah Kota Banjarmasin 2009-2013 ( Rp. 1000)

g T Pajak Dacrak (Rp) Pertumbuhan (%) ’
raiae
2009- | 2010- | 2011- | 2012- |

2009 2016 2011 iz 213 | o010 | 20u1 | 2002 | zo13 |
Pajak Hote! 5.950.000 | 7.191.116 | 8.800.000 |10.639.000 |17.250.000 RO D2 20 b2
Pajak Restoran 7515000 (10472633 [12.265.000 115.082.500 21.100.000 B9 17 22 39 |
Pajak Hiburan 3182000 | 4041000 | 6250.000 | 7.259.500 | 8.845.812 D7 54 16 21 !
Pajak Reklame 1.857.000 | 2.617.100 | 3.609.810 . | 4.110.810 | 4.670.810 HO 37 13 13
Pajak Parkir LO00.000 | 1.000.000 | 2.025:000 | 1.725.000 | 2.225.000 | 102 |14 D8
Papis Seremg Burang Waley - - 1500000 1 1.500.000 675.000 | - - - =55
Pajok Bumi dan Bangunan | - - I 15.000.000 | - - - -
Bea Perolehan HAT dan B — - 2D.OGD0DD  20.600.000 RO.000.000 | — - - -
Pajak Pencrangan Jalan  [17.560.000 [19316.000 [19315.000 [0.3547.600 £1.000.000 10,00 |- 6 2
Umuin i |
OMLAN PT06L000 4637850 113765810 ‘fz,@.mmc \'. 10.766.622 | 20 65 16 | 37

Sumber: Dispenda, Diotah Kembali (2014)

Sesuat Tabel 1.1, menunjukkan pengelolaan pajak daerah Kota Banjarmasin  relatif
bertumbuh positif dari sisi perencanaan. Dari sisi perencanaan menunjukkan pajak Hotel
untuk tahun 2009 sampai talun 2013 telah ditargetkan dengan optimistik, kenaikan rata-rata
perencanaan pertahun 31,57%. Untuk Pajak restoran perencanaan pajak memiliki rata-rata

pertumbuban dalam targét 29,25%, juga pajak hiburan dengan rata-rata pertumbuhan target
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29,50%. Pajak reklame memiliki rata-rata pertumbuhan target 25,75%, pajak parkir dengan

rata-rata kenaikan target 29,060 % namun melalui flukiuasi dalam nilaj perencanaannya.

Pajak sarang burung walet sejak tahun 2011 ditetapkan targetnya yang pesimistik dengan

rata-rata penurunan 55 % dalam penetapan target pajak di tahun 20313. Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) baru dikelola segjak tahun 2013, sehingga tidak memiliki data trend

pertumbuhan perencanaan, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan dikelola sejak tahun

2011 sampai tahun 2013 direncanakan dalam target tetap. Untuk Pajak Penerangan Jalan

Umum (PPJU) target ditetapkan dengan rencana rata-rata pertumbuhan 4,50%. Sesuai Data

pertumbuhan  dari tahun  2009-2013 menunjukkan tingkat relative rata rata perfumbuhan

rencana atau target pajak keseluruhan jenis pajak adalah sebesar 33,02 %.

Data pertumbuhan realisasi penerimaan pajak dacrah Kota Banjarmasin dikemukakan

melalui tabel berikut:
Tabel 1.2
Trend Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kota Banjarmasin 2049-2013 (x Rp. 1000)
Realisasi Paiak B B (Rp) Pertumbuhan (%)
Rlrsiam
2009- | 2010- | 2011- | 2012-
2609 2010 2011 2012 203 4 apr0 | 2001 | 2012 | 2083

Pajuk Hotel 6.615.679 [7.449.029 112.219.013 13.102.755 114.829.853 i3 54 7 13
Pajak Restoran 9.711.532  [11.599.002 [16.044.457 20.337.540 P4.389.872 |i7 38 27 20
Pajak Hiburan 3.174.33] 3.637.490 6.204.063 | 8545313 [ 9922506 |15 73 36 16
Pajak Reklame 2.311.192 3.063.961 | 3.524.387 | 4.693.398 | 5.500.068 [33 15 33 17
Pajak Parkir 851.302 1069685 |1.325.024 | 2008520 | 2521359 |26 24 52 25
Paj&Sm?mngmgWa&m‘} - - 388427 442044 384326 - - t4 -13
Pzjak Bumi dan Bangunan | - - - - 16.995,305 -- - - -

- Bes Perolshan HAT dan B - - 12.282.646 [18.088.346  [10.704.308 | 47 41
Pajak Penerangan Jalan  [15.419.105  |16.143.451 [0.985.338 22.196.973 D6.261.288 |5 [0 6 18
Umum

Turiah 3A0R3.144  KM2962620 (73061359 Fe.:azs_m 111.408.975 13 70 2 25
{ 3 1 i

Sumber: Dipenda , Diolah kembali (2014)



Sesuai tabel 1.2 menunjukkan pertumbuhan rata-rata dari realisasi penerimaan pajak daerah
Pémeri‘ntah Kota Banjarmasin dari tahu 2009-2013, vaitu :

Pajak Hotel mengalami pertumbuhan realisasi penerimaan rata-rata 24,25%, pajak restoran
25,50%, pajak hiburan 35,00 %, pajak reklame 24,50%, pajak parkir 31,75%, pajak sarang
burung walet memiliki pertumbuhan negatif dalam realisasi penerimaan dalam tahun 2013
(13,06 %). Pajak Bumi dan Bangunan direalisasi dalam tahun 2013. Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan memiliki pertumbuhan realisasi penerimaan yang fluktuatif,
terkahir dalam tahun 2013 mengalami penurunan (41,00%). Untuk pajak penerangan jalan
umum mengalami pertumbuhan penerimaan rata-rata 14,75%.  Sesuai data pertumbuhan
dari tamm  2009-2013 menunjukkan tingkat relatif rata rata pertumbuhan realisasi
peneriinaan pajak sebesar 32,50 %.

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 yaitu dari sisi realisasi terhadap rencana dalam
tahun 2013 memmjukkan rasio .capaian penerimaan terhadap rencana atan target pajak
adalah: Pajak Hotel (86 %); Pajak Restoran (116 % ); Pajak Hiburan (112%); Pajak
Reklame (118%); Pajak Parkir (113% ); Pajak Sarang Burung Walet (57%); Pajak Bumi dan
Banguran (113%);Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (54%), dan Pajak
Penerangan jalan Umum (125% ). Untuk pajak Hotel tidak tercapainya realisasi dari rencana
alay target dalam tahun 2013 sebemarnya lebih pada penetapan tencana yang terlalu
optunistik dibanding tahun-tahun sebelummya yang realisasinya selalu dicapai di atas
rencana atau target. Untuk pajak sarang burung walet menujukkan kinerja negatif dari rasio
realisasi terhadap rencana yang berlangsung sejak tahun 2011, di mana jenis pajak ini
dikelola Pemerintah Kota melalui Dinas Pertanian dan Perikanan. Untuk Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan menujukkan kinerja negatif dari rasio realisasi terhadap rencana
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atau target vang ditetapkan yang berlangsung sejak tahun 2011. Untuk keseluruhan jenis
pajak, tingkat realisasi capaian terhadap rencana dan tahun 2009-2013 adalah untuk tahun
2009 sebesar 102,75 %, tahun 2010 sebesar 96,25%, tahun 2011 sebesar 99,05%, tahun
7012 sebesar 110,59%, Tahun 2013 sebesar 100,67 %.

Berdasarkan data historis dan kajian awal vang bersifat desk stucly sesuai data dalam
tabel 1.1. dan tabel 1.2, terdapat dinamika atau fluktuasi nilai dalam upaya. pencapaian
realisasi terhadap rencana penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi pengelolaan 9
(Sembilan) jenis pajak daerah. Dinamika dialami dalam bentuk penurunan pada rasio.
capaian realisasi pencrimaan pajak terhadap rencana yang ditetapkan (target pajak daerah),
yaitu: pajak hotel tahun 2013), pajak hiburan tahun 2010), pajak reklame tahun 2011), pajak
parkir-tahun 2011), pajak Sarang Burung Walet tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013,
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013),
pajak Penerangan jalan umum tahun 2010, Dinamika kedua dalam bentuk pola perencanaan
yang flukmatif tidak progress, yaitu adanya perencanaan dari tahun ke tahun yang
mengalami penurunan nilai target pajak, seperti perencanaan ..atau target pajak parkir tahun
2012, pajak sarang burung wallet dalam tahun 2013. Dinamika ketiga adalah adanya nilai
rélatif pertumbuhan perencanaan yang lebih tinggi daripada nilai relative realisasinya (Pajak
hotel, pajak restoran, pajak reklame,pajak parkir, pajak sarang burung walet). Keempat,
adanya nilai relative pertumbuhan realisasi yang lebih besar daripada perfumbuhan relative
perencanaan (pajak hiburan, PBB, Pajak Penerangan Jalan Umum). Dinamika perencanaan
dan realisasi pajak daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, memerlukan upaya pengembangan
dalam penetapan perencanaan yang baik dan peningkatan dalam mencapai tingkat

realisasinva.



Berikut yang dapat dikemukakan adalah data paling akhir dari svatu perencanaan

atau target pajak dalam tahun 2014 dan realisasinya, yaitu data sampai 9 (sembilan) bulan

pertama dalam tahun 2014, dan triwulan IV diproyeksikan:

Tabel 1.3

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Target
Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2014

Realisasi 0.33X target Jumlah
Tenis Pajak Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 . Triwulan 4 Realisasi Targel Rasic
HOTEL 3,476,535.640 | 4,055,808,511 | 10,982.493,636 | 5,709,000,000 | 16,691.493,636 | 17,300,000,000 | 96.48
RHIBURAN 2717237798 | 2957455063 | 8,484,552,630 3300000000 | 11,784,552,620 | 10,000.000,000 | 117.43
RESTORAN | 6,856,459,415 | 8,669,523.448 | 22,884,101,220 | 7,755,033,000 | 30,639,134,220 | 23.500,100,000 | 130.38
PARKIR 681,247,842 783,722,451 2,325,232,439 814,572,000 3,139,804,439 2,468,400,000 127.20
REXLAME 735,276,750 710,373,305 2,480,286,039 1,541,367,300 | 4,021,653,339 4,670,810,000 86.10
%ri.L.BEr% 59,433,004 82,301,500 204,217,300 222,750,000 426,967,300 675,600,000 63.25
PBB 179,520,573 3,956,244,378 | 15411,875462 | 5,527,500,000 | 20,539,375,462 16,750,000,000 | 125,01
BPHTB 805,683,625 6,509,698,663 16,175,406,495 | 6,600,000,000 | 22,775.406,495 | 20,000,000,000 113.90
PPIU 7,276,124,153  § 7,238.342,185 | 22.409,409,730 | 7.550,000,000 | 20,960 499 750 | 23.000,000,000 13043
JUMLAH 22,787,500,796 | 34,963,465,504 | 103,361,664,96] | 39.060.222,300 | 140,421,887.26] | 118,364,310,000 | 118.64

Sumber: Dipenda , Diolah kembali (2014)

Dalam tahun 2014 data rencana pajak dacrah ditetapkan

scbesar Rp.

118.364.310.000,00. Jumlah penerimaan pajak daerah diproyeksikan mencapai Rp.

140.421.887.261 (sebagai data dasar untuk proyeksi data potensi tahun 2015),

Capaian realisasi pajak daerah tahun 2014 mencapai 118,64 %.

Diperlukan upaya pengembangan pengelolaan pajak daerah ke depan,

schingga menuju pada stabilitas dan pertumbuhan perencanaan vang relevan, dan

untuk efekiifilas pencapaian realisasinya. Diperlukan penetapan data potensi pajak

daerah yang didukung kclenpgkapan data rencana dan realisasi beberapa tahun




terakhir (2014) atau data tersedia secara time series, serta yang didasarkan penilaian
pada. kondisi lingkungan social ckonom; wajib pajak d.aerah atau dukungan
analisisi data cross sectional (SWQOT Analisis) . Peran Tim Anggaran Pemerintah
Daerah dan Komisi 2 DPRD menjadi signifikan baik secara proses (process clarity)
maupun kejelasan dalam tujuan yang ingin dicapai (goa? clarity). Pemaknaan atau
interpretasi SWOT terhadap data dan informasi terkait potensi pajak daerah menjadi
kata kunci dalam efektifitas perencanaan pajak daerah, termasuk upaya pemenuhan
realisasinya..

Dukungan data potensi pajak dacrah yang relevan menjadi landasan
Pemerntah Kota Banjarmasin melalui SKPD pengelola pajak daerah dan Dinas
| Pendapatan Daersh sebagai coordinator dan pusat pendapatan pajak daerah dalam
upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah. Diperlukan pendekatan strategik
dan filosofis melalui aspek- aspek dalam pengembangan organisasi perencana,
koordinator, pelaksanaan, seria pengendalian denpan dukungan pengawasan
internal dan eksternal dalam meningkatkan sisi strategik, basis administratif atau
yuridis, sosio, dan teknik.

Diperlukan capaian tingkat efektifitas dalam membuat strategi koleksi
dan pemetaan potensi pajak daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur
potensi pajak vyang juga seringkali kurang atau tidak realistis yang hanya
didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak tanpa melihat aspek
lain, atau menetapkan target yang disesuaiakan secara subjektif karena adanyq
pennrunan realisasi. Langkah pengelolaan pajak sebaiknya.dikembalika.n pada _.

upaya membangun efektifitas fungsi anggaran pajek daerad yang memenuhi: ..




efektifitas fungsi anggaran. Dalam hal ini potensi pajak daerah menjadi dasar
penimbangan sebagai aspek yang mempengaruhi keputusan suatu perencanaan
dalam penetapan target pajak daerah sebelum target dimaksud ditetapkan secara
periodik.

Untuk melihat dan mengukur potensi sumber penerimaan pajak daerah
dibutehkan informasi dalam pengetahuan tentang perkembangan beberapa faktor
yang dapat dikendalikan (kebijakan dan kelembagaan) dan faktor yang tidak
dapat dikendalikan (variabel-variabe]l sosio-ckonomi). Semua faktor ini
mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan pajak daerah. Landasan
situasi dan kondisi tersebut kemudian dapat dan akan menentukan; pertama, besar
| kecilnva kebijé.kan keputusan pemerintah dalam menetapkan Pajak Daerah . Hal
ini  merupakan indikasi tinggi rendahnya tumtutan kuantitas dan kualitas
pclayanan public, yang memerlukan sumber penerimaan dari pajak daerah. Kedua,
strukhir ekonomi dan sosiqj yang menentukan kerhampuan, kesadaran dunia
usaha, masyarakat dalam membayar segala pungutan pajak yang ditetapkan oleh
pemerintah daerahnya sesnai pendekatan pertama.

Upaya membangun data potensi dan proyeksi data potensi dilakukan
dengan ketersediaan data historis (time series) dengan analisis trend, atau hanya
dengan menggunakan data terakhr sebagai nilai untuk penetapan potensi ke depan
{Metode perhitungan makro satu titik). Pendekatan ini merupakan model
deskriptif sebagai pendekatan dengan model deskriptif sébagai pendekartan
dengan berbagai scenario proyeksi data oensi sebagai dasér penetapan target

pajak yang didukung hasil analisis SWOT. Pendekatan ke dua, sebagai
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pendekatan yang digunakan dengan metode Reression Statistics, yang dibentuk
dengan menggunakan data time series atau data trend realisasi. namun metode ini
tidak dapat digunakan untuk data yang tersaji tanpa time seiés (tidak didukung
trend data). Pendekatan ini menggunakan 3 model, aytiu : (1) The Constant
Change I.Modef, (2) Compound Growth  Model, dan (3) Tz'me Trend
Extrapolation. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kombinasi dari
pendekatan pertama dan kedua, sehingga dapat memberikan objektifitas bagi
manajemen Dispenda, dan SKPD pengelola pajak daerah, serta Tim Anggaran
Pemerintah Kota Banjarmasin dengan koordinasi DPRD Kota dalam menetapkan
dasar potensi dan target pajak daerah dari tahun ke tahun.
1.2. Tﬁjuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan tujuan
penelitian 1ni adaiah untuk mengkaji perencanaan dan penerimnaan Pajak Daerah
(close list jenis pajak), memvalidgsi data potenst dan menghitung potensi dan
target penerimaan Pajak Daerah untuk tahun 2015 sampai tahun 2019
Pemerintah Kota Banjarmasin. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
Pemerintah Kota Banjarmasin dalam usaha meningkatkan sumber- sumber
penerimaan Pajak Daerah daerah melalui upaya pendekatan strategik dalam
penerimaan pajak daerah, dan mengetahui potret makro potensi penerimaan Pajak

Daerah yang relevan untuk kebijakan pembangunan keuangan daerah.
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i.3. Luaran /Ouput Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian maka Iuaramr’_outpu.t dari kegiatan penelitian ini
adalah:
i. Deskripsi inerja penerimaan /realisasi dan target Pajak Daerah daerah Kota
Banjarmasin tahun 2009-2014; |
2. Proyeksi Data Potensi Pajak Daerah daerah tahun 2015 — 2019.
3. Penetapan Target Pajak Daerah daerah tahun 2015-2019

4. Rekomendasi pengelolaan data uniuk proyeksi data potensi dan target pajak

daerah
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- BAGIAN II
METODE PENELITIAN

2.1. Desain Penelitian

Penelitian  ini merupakan penelitian terapan (Applied Research) bersifat
deskriptif. Penelitian untuk menghasilkan informasi yang digunakan dalam pengambilan
keputusan penetapan target pajak atas dasar proyeksi potensi data pajak daerah Kota
Banjarmasin.
2.2.Metode Penelitian

2.2.1. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan dilakukan dengan survey, wawancara, dan observasi. Pelaksanaan
survei dalam pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih
detail dan langsung menyentuh permasalahan yarig diteliti. Informasi diperoleh dalam
bentuk data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dengan  cara
melakukan in depth interview langsung di lapangan dengan wajib pajak. Sementara itu,
data sckunder diperoleh melalni bank data (unit /SKPD terkait) Pcm.erintah Kota
Bamjarmasin, serta dukungan data sekunder yang diperlukan dalam studi ini antara lain:
Kota Banjarmasin Dalam Angka (BPS), data makro ekonomi daerah (terkait inflasi dan
pertumbuhan ekonomi). Peraturan Daerah yé.ng terkait dengan objek pengamatan, target
dan realisasi penerimaan pajak daersh, program kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota

Banjarmasin, dan SKPD terkait pengelola Pajak Daerah Xota Banjarmasin,
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2.2.2. Data Penclitian

Data penelitian terdiri dari : (1) Data primer adalah aspek pengembangan
organisasi dalam pengelolaan pajak daerah (aspek strategik, admnistratif, teknis, dan
Sosio) yang digali /diperoleh melalui wawancara dan dengan data gathering sebagai

pedoman wawancara.

Tabel 2.1.
Aspek-Aspek dan Indikater
Pengembangan Organisasi SKPD Pengelola Pajak Daerah
No | Aspek/Variabel Indikator yang dipertimbangkan
1 Teknik Ketersediaan Fasilitas sarana dan Prasarana pajak daerah

Teknologi Layanan, teknik perhitimgan Pajak Daerah

Kebufuhan pengembangan fisik Layanan pajak daerah

Metode Manajemen Keuda (SIM-Pajak Daerah})
_ Metode Self Assessment, Official Assessment, Witholding Svstem
2 Komunikasi Komunikasi internal (antar SKP engelola pajak daerah dengan
(Sosial) Dispenda) : Hubungan partisipasi penyusunan Target

Anggaran Pajak Dagrah dalam PAD dan RAPBD

Komunikasi eksternal: Pemerintah dan wajib Pajak (Pasar) Layanan
Eksternaliras Pajok Daerah dalom APBD dan perekonomian daerah

3 Administrasi / L.andasan Peraturan yang tersedia
Yuridis Internal Control: administrartifs
Kepatuhan atas regulasi

Pemenuhan efisiensi: nominal Pajak daerah

Pertambuhan internal nominal Pajak Daerah

Persentasi Pajak Daerat/SKPD Terhadap PAD Total

Internal control : akuntansi:

Validitas data potensi Pajak Daerah

Perlindungan sarana dan Prasarana pajak daerah

4 Strategi/Filosofis | Harmoni pemerintah, private, society dalam hubungan pembangunan
daerah .
Kesesualan Renstra SKPD dan Renstra Kota Banjarmasin dalam
hubungan pengelolaan pajak daerah terkait alokasi-distribusi dan
kontribusi dari peran instrumen APBD

Penetapan RKA SKPD terkait Senjangan anggaran:

: Dukungan Budget pajak SKPD untuk Target PAD, Realisasi, Rasio
‘ Pencapaian
(Sumber: Diolah tahun 2014)
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(2) Data sekunder adalah data daﬁar nama /institusi wajib pajak yang diolah kembali
yang diperolch dari sumber Laporan keuangan Pemerintah Kota, Laporan Keuangan
BPKAD, Laporan Keuangan Dispenda, Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan
Peternakan, Laporan Kevangan Dinas Bina Marga, Laporan Keuangan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Peraturan terkait manajemen Pajak

daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

2.2.3. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Wajib pajak dan objek pajak pada 9 (sembilan) Pajak
daerah yang dikelola melalui Dispenda Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai pusat
pengelolaan pajak daerah.

2.2.4. Model Deskriptif
Data yang dikumpulkan diolah dan disajikan dengan dukungan statistik deskriptif

Janelode frend dan analisis keuangan pajak daerah sebagal unsuwr PAD d.ala.m APBD,
serta interpretasi melalui analisis informasional, Data yang diperoleh, baik data
oprimer maupun data  sekunder selanjutnya akan diolah  dan  dilakukan
penghitungan dengan menggunakan aplikasi program berbasis CBISs. Selanjutnya,
dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan dan metode yang relevan
dan scjalan dengan tujuan dan sasaran penelitian. Metode yang digunakan dalam
kajian ini, yaitu: konsep Model analisis Trend, yang menunjukkan suatu gerakan
Jumlah yang kecendenmg.annya naik atau turun dalam jangka waktu yang diperoleh dari
rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus (smooth).

Trend digunakan untuk data yang dimiliki relative panjang dan stabil. Model ini
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dibentuk melalui kekuatan yang berpengaruh terhadap trend yaitu perubahan populasi,
harga, teknologi, dan produktifitas.

2.2.5. Teknik Analisis
Teknik analisis dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi pendekatan, yaitu : (1) Model

Deskriptif Tingkat Proyeksi Data Potensi dengan 4 (empat) skenario pertumbuhan, (2)
Pendekatan Regression Statistics  sebagai pendekatan ilmiah dengan
mengkombinasian 3 (tiga) model prediksi, yaitu (1) The Constant Change Model, (2)
Compound Growth Model, dan (3) Time Trend Extrapolation. Kedua kIasiﬁkasi_
pendekatan tersebut sebagai Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems)
vang memberikan alternatif dari nilai-nilai proyeksi data potensi yang akan dipilih
untuk nilai tertentu pada tahun di mana akan ditetapkan target pajak daerah sesuai
pertimbangan manajemen. Terhadap kedua kiasifikasi pendekatan (Sistem Pendukung
Keputusan} aken dilengkapi dengan sistem keputusan berstruktur (Structured Decision
Systems) yang berasal dari hasil penilaian andlisis SWOT pajak daerah. Kebijakan
manajemen mengkombinasikan data potensi dengan hasil penilatan SWOT (dilakukan
setiap periode tahunan) adalah dasar dalam menetapican target pajak sesuai skenario
yang dipilih.

Estimasi makro atas proyeksi potensi pajak dilakukan secara aggregative
dengan dasar data sekunder. Pendekatan inj memberikan indikasi seberapa besar jumlah
potens pajak yang ada. Penetapan metode ini meskipun memberikan informasi tentang
potensi pajak daerah, namun masih belum bisa memberikan arah untuk kebijakan yang
akan diambil secara spesifik dalam rangka meningkatkan potensi dan untuk realisasinya.
Diperlukan kajian pada basis mikro guna lebih memahami peluang dan hambatan yang
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perada dalam lingkungan pajak daerah. Pendekatan ini sebagai informasi terkait SWOT
diharapkan dapat mendukung pihak pengambil keputusan dalam pengelolaan pajak
daerah, dalam membuat kebijakan spesifik untuk merealisasikan potensi menjadi
realisasi pajak. |

Metode penghitungan yang  digunakan umtuk menghitung potensi
pendapatan Pajak Daerah adalah dengan proyeksi makro, yaitu menggunakan trend.
Kondisi ini mengakibatkan perhitungan potensi dilakukan dengan menggunakan
proyeksi statistik. Penerimaan untuk tahun ‘anggaran mendatang diestimasi sebagai.
fungsi aritmatik dari waktu (potensi penerimaan = a + bt). Di samping itu, karena
tidak tersedianya data yang memadai yang diperlukan untuk melakukan teknik
estimasi yang lebih rumit. Analisis deret berkala dapat dilakukan dengan berbagai
metode estimasi. Metode estimasi yang paling sederhana adalah menggunakan
kuadrat terkecil (/east square merthod). Metode ini menggunakan data secara tahunan.
kemudian memproyeksikan kecenderungannya di masa yang akan datang. Metode
kuadrat terkecil bertwjuan untuk meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangan
{deviasi) nilat terhadap garis frend. Apabila bal tersebut dipenuhi, maka garis trend
akan terletak di tengah-tengah data asli. Secara matematis, persamaan garis frend dapat
ditulis sebagai berikut:

¥ =g+t
¥ 7y

sedangkan b = —_—

n T .
Persamaan tn1 dapat digunakan bila nilal # dan b dapal dihitung. Y* adalah gars-

a=

tfrend yang ditaksir (dalam hal ini adalah penerimaan pendapatan lain-lain PAD
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yang sah) yang ditaksir dan T adalah waktu {tahun).

. Permt@gm potensi untuk setiap jenis. pajak adalah bervariasi, karena
ketersediaan data yang tersedia. Untuk data yang memenuhi ime series data, maka
dengan data sekundef dapat didekati dengan menggunakan metode trend. Sementara
untuk data yang terbatas data historisnya, akan digunakan metode makro satu titik.
Metode ini mendasarkan pandangan bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir
merupakan potensi pajak untuk memperoyeksi potensi tahun berikuinya. Metode
perhitungan makro satu titik ini, selain memperhatikan capaian realisasi pada
tahun sebelumnya juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Misalnya,
perhitungan potensi Pajak Daerah tahun 2014/20135 diperoleh deﬁgan mengalikan
‘data realisasi tahun terakhir (2013/2014) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi per
tahun. Berdasarkan data realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun terakhir
(2014), maka dilakukan proyeksi nila realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota
Banjarmasin untuk tahun 2015. Data realisasi tahun 2014 ditetapkan
berdasar pada capaian realisasi (towulan I sd triwuian Iil), dan proyeksi realisasi
pada friwulan IV. Sesuai data yang diolah, rumus yang _digugakan dalam
perhitungan realisasi dan/proyekst realisasi Pajak Daerah tahun 2014 adalah:

Nilai Perkiraan Realisasi 2014 = Realisasi Triwulan III x (rata-rafa
pertumbuhan) 1,33

Dalam menentukan proyeksi potensi Pajak Daerah 2015, dilakukan dengan 4
(empat) skenario yaitu skepario rata-rata, optimis, moderat dan pesimis
vang didasarkan pada tingkat  hambatan dari masing-masing  jenis
penerimaan yang digunakan.
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Data potensi pajak daerah diperlukan untuk menjadi dasar dalam penetapan
target penerimaan pajak daerah yang dibentuk melalui penetapan target setiap jenis

pajak yang dikelola Pemerintah Kota Banjarmasin. Rumus proyeksi potensi pajak

daerah:
Potensi Pajok Daerch (TA 1) = Perkiraan Realisasi (TA Q) x Rato-rata
Pertumbuhan
FEkonomi

Potensi pajak daerah yang ditetapkan akan memberikan manfaat pada Pemerintah
Kota dalam membangun kerjasama dengan pihak ketiga, dalam pengelolaan pajak
secara efektif dan efisien. Akan memudahkan pihak Pemerintah Kota dalam
. menetapkan isi kontrak kerjasama dengan pihak ketiga terkait besaran penerimaan
dalam kerjasama yang dilakukan. Berdasarkan data potensi yang dimiliki setelah
diperbandingkan dengan perkiraan penerin;aan periode mendatang akan didapat
besranya potensi terpendam yang dimiliki. Penetapan target dilakukan dengan
berbagai pertimbangan SWOT, asumsi kebijakan, serta rencana tindakan yang akan
dilakukan dalam menggali potensi pajak daerah, serta selanjutnya uniuk
menetapkan rencana penerimaan atau target pajak. Pendekatan lingkup modet
analisis rend yang diterapkan dengan altepatif cara: (i) Metode semi rata-rata
| (semi average method); (ii) Metode kuadrat terkecil (least square method); (i)
Metode tren kuadratis (quadratic trend method), dan (iv) Metode tren eksponensial

(exponential trend method). Penggunaan alternative metode diterapkan sesuai

karakteristik jenis pajak dan data yang tersedia.
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Alternatif model teoritis melalui perhitungan potensi untuk jenis Pajak
Daerah dengan data sekunder dapat didekati dengan menggunakan metode
end, namun jika hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya
keterbatasan  data, seperti permasalahan data karena ketersediaan data
realisasi pajak vang terbatas dalam laporan keuangan sehingga menyulitkan
dalam iterative dalam penelusuran data, dapat didekati dengan metode makro satu
titik (seperti untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Metode ini menganggap
bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir adalah merupakan dasar
dalam menetapkan proyeksi potensi Pajak Daerah untuk  tahun
selanjutnya. Metode perhitungan makro satu titik ini, selain memperhatikan
capaian realisasi pada tahun sebelumnya juga memperbatikan pertumbuhan

ckonomi, serta hasil analisis SWOT terkait pajak.
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| BAGIAN III
DESKRIPSI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

3, Pengelolaan Pajak Daerah

3.1. Pengertian dan Jenis Pajak

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada dacrah tampa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
penerimaannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah

dan pembangunan daerah.

(i) Dasar Hukum Pemungutsn Pajak

1.

Wewenang daerah untuk memungut pajak diatur dalam UU No. 5/1974 tentang
pokok-pokok pemerintahan di daerah yang merupakan UU pokok Pemerintah

Daerah.

. Ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan UU, UU yang

kini berlaku menjadi dasar hukum Pemungutan pajak daerah adalah UU No. 11

(sebelas) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

. UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
. Peraturan Daerah Terkait Pajak Daerah Kota Banjarmasin

. Peraturan Walikota terkait Pajak Daerah Xota Banjammasin.
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(i) Tujuan Dari Undang-Undang Pajak Daerah

1, Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi
biaya tinggi.

2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan untuk memperkunat fondasi
penerimaan  daerah  khususnya daerah tingkat Kabupaten/Kota, dengan
mengefektifkan jenis pajak;

(i) Ruang Lingkup Pajak Daerah

1. Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum digunakan
oleh negara (pusat). Misal: Pajak atas pendapatan tidak boleh di pungut oleh daerah
karena sudah dipungut negara atau Pemerintah Pusat,

2; Sebaliknya Negara juga tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh
daerah.

3. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tihgkatnya
tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

(iv)Cara Perhitungan Pajak Daerah
Cara perhitungan pajak daerah adalah: Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Daerah
(v)Peraturan Daerah Tentang Pajak

1. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah

2. Peraturan Daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut.

3. Peraturan daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur Xetentuan mengenai:

o Nama objek dan subjek pajak; Dasar, pengenaan, tarif, dan cara penghitungan
pajak;

¢ Wilayah pemungutan; Masa pajak; Penetapan; Tata cara pembayaran dan
penagihan;
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':..P\

Kadaluarsa; Sanksi administrasi; Tanggal mula berlakunya

peraturan daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenar:
2. Pemeberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu
atas pokok pajak dan atau sanksinya; (b)Tata cara penghapusan piutang pajak
yang kadaluwarsa; (c)Asas timbal balik

Peraturan daerah tentang objek,subjek, dan dasar pengenaan pajak harus terlebih
dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan

Daerzh ditetapkan oleh kepala daerah.

{vi)Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah dikemukakan ke dalam 3 (tiga) teknik

pemungutan, yaitu:

(1) Sistem Official Assessment

Sistem pemungutan pajak di mana didasarkan kewenangan fiskus dalam
menentukan besaranya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Merupakan
pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan

menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang

dipersamakan.

(2} Sistem Self Assessment

Sistern pemungutan pajak di mana didasarkan cara wajib pajak menghitung,
membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang

digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
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(3) Sistem Witholding
Sistem pemungutan pajak yang didasarkan perhitungan pibak ketiga dalam |
menetapkan besamya pajak yang terutang.
Metode pemungutan pajak dengan official assessment ditetapkan normatif, statis,
pamun dapat mnghambat psikologis wajib pajak. Sementara metode self
assessment memiliki kelemahan pada pengendalian kepatahan wajib paja}c, :
Mekanisme pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan diperlukan untuk
meyakinkan realisasi pajak yang optimal.
(vii) Tata Cara Pembayaran Dan Penagiban
Tanggal jatnh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling
| lama 30 hari sctelah saat terutangnya pajak. Atas permohonan Wajib pajak, kepala
daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar.E% sebulan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(viii) Keberatan dan Banding
- Keberatan
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atan
Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
b.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDXDB)
c.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
d.8urat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLE)

e.Sural Keietapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN}
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f Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasrakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang berlaku.
Dalam mengajukan keberatan Wajib Pajak harus memenuhi persyarafan sebagai berikut:

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalm Bahasa Indonesia dengan disertai alasan
yang jelas.

2.Dalam hal Wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan,
wajib pajak harus dapat membuktikan ketetapan pajak tersebut. |

- Banding

Jika Wajib Pajak menolak keputusan surat keberatan maka wajib pajak dapat

mengajukan banding ke pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak

-diterimanya surat keputusan keberatan.

{ix) Dalawarsa Pajak Daerah

Batas daluwarsa dari pajak daerah adalah 5 Tabun, kecuali Wajib Pajak Daerah
melakukan tindak pidana pajak daerah. Jangka waktu 5 Tahun ditangguhkan jika:
1. Diterbitkan sural teguran dan surat paksa |
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun
tidak langsung
Apabila dalam jangka 5 (lima) Tahun berdasarkan pemeriksaan diternukan adanya
pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar maka akan ditagih dengan menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar(SKPDKDB).

{x) Jenis Pajak Daerah Kota Banjarmasin

Sampai Tahun 2014 Pemerintah Kota Banjarmasin mengelola 9 (sembilan)
jenis pajak daerah sesual ketentuan peraturan- perundang-undangan yang
dtberlakukan:
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. Objek Pajak Daerah Kabupaten/Kota Dan Tarif Pajak Daersh

[ No | Pajak Daerah Tingkat II Tarif tertinggi
1 [ Pajak Hotel _ 10%
2 | Pajak restoran 10%
3 | Pajak Hiburan 35%
4 | Pajak Reklame 25%
5 | Pajak Parkir 30 %
¢ | Pajak Sarang Burung Walet 10%
7 | Pajak Bumi dan Bangunan 0,3%
8 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5%
Li) Pajak Penerangan Jalan 16%

Sesuai close list masih ada jenis pajak daerah yaitu : 10, Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan, 11. Pajak Air Tanah. Untuk 2 (dua ) jenis pajak terakhir

sampai Tahun 2014 tidak dikelola Pemerintah Kota Banjarmasin.

Selain pajak tersebut di atas, Peraturan Daerah dapat menetapkan jenis pajak

Kabupaten/Kota lainnya dengan kriteria sebagai berikut:

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi

b. Objek pajak teletak di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani

masyarakat di wilayah /daerah yang bersangkutan.

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan

umnuam.

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan /atau objek pajak

Pemerintah pusat.
e. Potensinya memadat untuk dikelola
f. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif (high cost cconomy)
g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,

h. Menjaga kelestarian lingkungan terkait objek pajak kelolaan,
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3.2, Peran Entitas Pengelolaan Pajak Dacrah

* Sesuai Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Orpanisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, pengelolaan
pajak daerah dalam pengendalian perencanan pajak dilakukan entitas/SKPD
penghasil pajak daerah, yaitu: (1) Dinas Pendapatan Daerah sebagai penghasil
dan koordinator pengelolaan pajak daerah, (2) Dinas Bina Marga sebagai
pelaksana untuk pengelolaan pajak Reklame, dan pajak Penerangan jalan
Umum, (3) Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai pelaksana untuk
pengelolaan untuk pajak Sarang Bung Walet, dan (4) Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana untuk pengelolaan pajak parkir.

Dalam pengendalian perencanaan perencanaan dan  pengendalian
administrasi atas pajak dacrah dilakukan koordinasi melald fumgsi
entitas/SKPD: (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (2) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, didukung fimgsi pengawasan internal
melalui Inspektorat Kota.  Peran Entitas/SKPD terkait pengelolaan pajak
deerah dikemukakan dengan pemenuhan (1) kejelasan tujuan dan (2) kejelasan
proses dalam pengelolaan pajak daerah Kota Banjarmasin. Kejelasan tujunan
pengelolaan pajak daerah melalui SKPD pengelola didasarkan pada kejelasan
strategi dalam filosofi pengembangan, landasan administratif’ regulasifyuridis
terkat tujuan pengelolaan. Kejelasan proses lerkait pelaksanaan memju
realisasi penerimaan pajak daerah yang mehbatkan aspck sosial hubungan
pemerintah dengan wajib pajak, dan penggunaan metode serta teknik dalam
komunikasi pengelolaan pajak.
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Kontribusi penerimaan pajak .daeréh Bagi pemeriniah memerlukan
pembenahan dari sisi perencanaan yang relevan dan sisi realisasi efektifitas
penerimaan. Hal ini ‘memerlukan tingkat pelaksanaan berbagai kebjakan
" seperti.: perencanaan atau target pajak ditetapkan atas dasar data potensi dan
target yang ditetapkan didasarkan pertimbangan analisa SWOT terkait
keberadaan wajib pajak, serta kondisi dan perkembangan social ekonomi,
upaya intesifikasi, modernisasi perpajakan, pengembangan sistem teknologi
informasi perpajakan. Hal ini diperlukan untuk menopang upaya
meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai struktur yang signifikan
dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta nilainya dalam APBD.
Adanya kebijakan ekstensifikasi dan optimalisasi diperlukan untuk mencapai
tingkat penerimaan pajak dacrah dari potensi pajak daerah yang relevan
ditetapkan. Hal ini bermakna dapat dihindarnya atau adanya upaya dalam
menekan angka kebocoran pajak daerah yang tinggl. Pengembangan metode
dalam pengelolaan pajak daerah menjadi alat yang efektif dalam
pemenuhannya.

Secara normatif, dan teoritis kemampuan keuangan daerah dapat
ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi pajak sesuaj
ketentuan regulasi. Upaya ekstensifikasi terkait upaya periuasan jenis
pungutan pajak (close list/UU Nomor 28 tahun 2009). Untuk upaya ini
dilakukan harus dengan kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai
aspek kepentingan ekonomi regional dan nasional. Sesuai spirit Undang-

undang Noraor 18 Tabun 1997 yang disempurnakan dengan Undang-Undang
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Nomor 34 Tahun 2000, esensinya adalah memberi kisi-kisi pungutan pajak
daerah yang baik. Kisi-kisi ini berupaya ménghindarkan diri dari pengclolaan.
pajak daerah yang memunculkan ekonomi biaya tinggi dan hambat_an
pergerakan barang dan jasa antar daerah yang membangun,

Pendekatan intensifikasi merupakan upaya meningkatkan kemandirian
penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Daerah.
Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara
sahih potensi penerimaan daerah didvkung data potensi pajak daerah dan
kemudian mampu memungutnya dengan didasarkan pada asas manfaat dan
keadilan. Lebih lanjut, uniuk mencapai hal tersebut maka berbagai sumber
daya (software dan hardware) yang digunakan periu segera diimplementasikan
secara rasional dan berdimensi CBISs (Computer Based Information Systems),
didukung database.pajak daerah Kota Banjarmasin. CBISs meliputi aplikasi
program pada organisasi pengélola pajak untuk penerapan Sistem Informasi
Akuntansi, Sistem Pelaporan Informasi, Sis;tcm Pendukung Keputusan
(Decision Support Systems) dengan Structured Decision Systems, dan Office
Automation.

Dalam rangka merealisasikan peningkatan penerimaan Pajak Daerah,
perfu diupayakan suate pemetsan faktor-faktor penentu bagi keberhasilan
internal dan eksternal masing-masing unit Pajak Daerah tersebut. Melalui
pemetaan tersebut, maka dapat dirumuskan langkah-langkah terbaik yang
relevan yang dapat dilakukan bagl masing-masing unit Pendapatan pada

Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengelolaan pajak daerah.
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(i) Dinas Pendapatan Daerah: Koordinator Pajak Daerah
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
rumah tangga daerah dan fugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah.

Deskripsi dari fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut_:

1. Melaksanakan pembinaan pengembangan pendapatan daerahnya yang
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

2. Melaksanakan segala usaha koordinasi kegiatan kegiatan pemungutan,
pengumpulkan, dan pemasukan pendépatan daerah ke kas daerah secara
maksimal, baik sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

" 3. Sebagai pembinaan teknis aperasional, bimbingan dan petunjuk kepada dinas/
unit kerja lain yang melaksanakan pengelplaan pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah harus meningkatkan sumber-sumber -_peneriméan daerah

guna membiayai dan mencukupi kebutuhan penyelenggaraan tgas daerah, oleh

karena itu sumber daya pada Dinas Pendapatan Daerah harus terwujudnya
ntensifikasi dan eksistensi pendapatan pajak daerah Kota Banjarmasin. .Dinas

Pendapatan Daerah sebagai koordinator pengelolaan pajak daerah dan pelaksanaan

strategi pengelolaan pajak daerah untuk 9 {Sembilan) jenis pajak daerah pada

Pemerintah Kota Banjarmasin.

* Secara fungsional Dispenda Kota Banjarmasin mengelola pajak daerah yang
sesuai data tahun 2013 meliputi:

(1) Pajak Hotel (Hotel Bintang Empat, Hotel Bintang Tiga, Hotel Bintang Satu,

Hotel Melati Tiga, Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah
Kos).
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(2) Pajak Restoran (Restoran, Café, Kantin, Rumah Makan, Katering, Warng, Bar,
Jasa Boga). | |

(3) Pajak Hiburan (Tontonan Film/Bioskop, Pagelaran Kesenian/ musik/ Tari/
Busana, Diskotik, Karaoke, Sirkus/Akrobat/Sulap, Klub Malam/Pub, Permainan
Bilia, Permainan Ketangkasan, Panti Pijat/Refleksi, Mandi uap/Spa, Pusat
Kebugaran, Petandingan Olah Raga.).

~ (4) Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) (Pajak Penerangan Jalan PLN).
(5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
(6) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
(ii) Dinas Pertanian dan Perikanan
Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai fugas pokok melaksanakan

urusan rumah tangga daerah dan tugas, pembantuan dalam bidang pertanian,
pérkebunan, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan, Dinas
ini mengelola melalui perumusan dan penetapan ‘kebijakan operasional,
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak
sarang urung walet, Sesuai misi dinas, pengelolaan pajak sarang burung walet
dinyatakan sebagai pendekatan dalam meningkatkan pembinaan UKM yang
berbasis bidang pertanian, perikanan dau peternakan, meningkatkan promosi
produk bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Pengelolaan pajak sarang
burung walet sampai Tahun 2013 kondisinya kurang berkembang, terutama dari
sisi peperimaan pajak daerah. Dimulai pengelolaannya sejak tahun 2011,
penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 388.427.950,00 atau sebesar
25,90 % dari target pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,60. Dalam

Tabun 2012 dengan target yang sama dicapai realisasi sebesar Rp.
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442.044.900,00 (29,47%). Dalam Tahun 2013 dengan target yang diturunkan
menjadi  Rp. | 675.000.000,00 dapat dicapai realisasi pajak .sebesar Rp‘.
384.326.400,00 (56,94%). Hambatan dalam pengelolaan pajak sarang burung
walet lebih pada faktor pelaporan nilai penjualan sarang burung walet yang
tidak kescluruhannya sesuai realita. Dinas in memberikan argumentasi
penurunan peneﬁmaan pajak sarang bunmg walet dikaitkan dengan sikap dari
pengusaha burung walet dalam melaporkan secara assessmient relevansi data
nilai penjualan sarang burung walet yang direalisir.

(iii) Dinas Bina Marga

Dinas Bina Marga mengelola melalui perumusan dan penetapan kebijakan
operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalan dan evaluasi terhadap
pengelolaan pajak Reklame, dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum
(PPJU). Sesuai Tupoksi Dinas, pengelolaan pajak PJU dan Pajak Reklame
dikelola melalni Bidang PJU dan Reklame vang terdiri dari: (1) Seksi
Perencanaan dan Pengawasan PJU dan Reklarﬁé, (2) Seksa PJU, dan (3) Seksi
Reklame.

Pajak rekiame dikelola dengan pendekatan pemungutan sistem official
asseement. Dalam pengelolaan pajak Reklame , Dinas Bina Marga sebagai tim
lapangan vang memantau pelaksanaan reklame. Untk urusan prosedur
pengelolaan diserahkan ke BP2TPM Kota Banjarmasin., Fungsi dan BP2TPM
sebagai Badan Perizinan bertugas menerima dan menerbitkan izin atau bagian
adﬁlinjstrasi bagi konsumen pemakai jasa reklame. Penctapan besaran tarif pajak
reklame ditetapkan melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dalam

pelaksanaan tugas ada penempatan personel Dispenda pada BP2TPM.
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Tarif pajak reklaﬁne dihttung dengan dasar pengenaan pajak tertentu
scbagai nilai sewa pajak reklame. Nilai sewa reklame dibe.da}can atas dasar
kawasan strategis jalan untuk Daerah Milik Jalan (Damija), Akses public ,
Halaman Sendiri/Sewa tanah, Menempel pada bangunan/Atas bangunan dengan
berbagai bem:uk reklame. Bentuk reklame antara lain: videotron/megatron, bando,
Billboard, baleho, Branding, papan nama tiang, papan nama, Neon Box, Neon
Sign, reklame Bergerak/Reklame Apung. Tarif dihitung spesifik atas dasar jumiah |
hari x luas reklame x tarif pajak yang ditetapkan. |

Pengelolaan pajak reklame sejak Tahun 2009 sampai Tahun 2013
bergerak positif, kecuali capaian untuk pajak reklame pada capaian tahun 2011,
Dalam Tahun 2009 target ditetapkan Rp. 1.857.000.000,00 dan dapat dicapai
sebesar Rp. 3.174.331.471,00 (178%), Dalam Tahun 2010 target Rp.
2.617.100.000,00 dapat dicapai realisasinya Rp. 3.063.961.385.00 (117,07%).
Dalam Tahun 2011 target ditetapkan Rp. 3.609.810.000,00 dapat dicapai
realisasinya Rp. 3.524.387.600,00 (97,63%). Dalﬁm Tahun 2012 target ditetapkan
Rp. 4.110.810.000,00 dapat dicapai realisasinya Rp. 4.693.398.570,00 (114,17%).
Dalam Tahun 2013 target ditetapkan Rp. 4.670.810.000,00 dapat dicapai
realisasinya Rp. 5.500.068.216,00 (117,75%). Pengelolaan pajak reklame sampai
Tahun 2013 dengan data piutang pajak reklame menunjukkan angka yang tidak
terlalu signifikan, yaitu sebesar Rp. 202.295.000,00 atau 4 % dari realisasi’
penerimaan Tahun 2013 sebesar Ryp.5.500.068.216,00. Namun, sejumlah
perusahaan advertising dan perusahasn pemekai jasa reklame ada yang pailit,
alamat tidak diketahui pada posisi akhir, namun tetap ciiberikan surat

pemberitahuan tentang piutang pajak reklame.
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Upaya pengembangan dilakukan dengan penataan, penertiban dan
pemeliharaan fasilitas alat reklame, seperti panggﬁng spanduk, Baleho, Poros
umbul-umbul. Investasi untk fasilitas reklame dilakukan secara periodek dalam
Tahun anggaran dinas Bina Marga. Dalam penerapan teknologi informasi, Dinas
Bina Marga melakukan penataan, penertiban dan pemeliharaan fasilitas pajak
reklame dengan Aplikasi Data Reklame (IT). Secara strategis pengelolaan pajak
rek.léme didekati dengan tujuan dan sasaran, yaitu meningkatnya dukungan
kooordinasi, penataan ruang milik jalan, pengaturan, pembinaan serta pengawasan
manajemen, penyelenggaraan secara efisien dan efekitif. Spesifik ditetapkan untuk
penyediaan data jalan, jembatan dan titik reklame berbasis GIS. Pendekatan untuk
fasilitasi petunjuk teknis preservasi jalan, jembatan, dan reklame. Upaya penataan
bangunan reklame yang berada di badan jalan. Hal ini terkait upaya meningkatkan
PAD dari objek pajak reklame. Upaya aktual ditujukan wuntuk realisasi
pemasangan re}da;ne yang tertaté. rapi dan aman bagi lingkungan dan/ atan
masyarakat. Strategi penyediaan data penerangén jalan memerlukan kebijakan
keterkelolaan pajak rekiame dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas
penerangan jalan umum, di mana program yang ditempuh memperbaharui (up to
date) data penerangan jalan umum. Kemudian perhinya kebijakan pemasangan
dan pemeliharaan penerangan jalan ummm yang memfasilitasi pajak rekiame.

Dinas Bina Marga mengelola pajak PJU. Pengelolaan Pajak PJU-

didukung pemenuhan pendukung fasilitas melalui pembangunan jalan, jaﬁngan

dan instalasi yang dilakukan dalam upaya pengembangan titik iOkﬁbl Pa}aks';_-_f-:"_. '

Penerangan Jalan Umum (PPJU). Peningkatan jalan _ngkunoan p»mbangunan

jalan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan difakukan dalam kaitan dengan __faﬁlhtasf'

33




klaim PPJU. Kegiatan terkait upaya penerangan jalan, taman kota dan hutan kota
berkaitan dengan dukungan untuk fasilitas materisasi jaringan, relokasi dan
rekondisi PJU, pengadaan dan pemasangan PJU, serta pcngédaan PJU meterisasi
jaringan jalan lingkungan. Pemerintah Kota melalui Dinas Bina Marga melakukan
pemasangan dan peningkatan mutu Penerangan Jalan Umum (PJU), dalam upaya
pengembangan manajemen PPJU. Secara strategis pengelolaan PPIU didekai
dengan tujuan dan sasaran, yaitu meningkatnya dukungan kooordinasi, penataan
ruang milik jalan, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen
penyelenggaraan secara efisien dan efektif. Upaya dilakukan secara spesifik
dengan penetapan penyediaan data petunjuk teknis preservasi jalan, jembatan,
PJU. Upaya meningkatkan efisiensi penerangan Jalan umum dengan meterisasi
PJU dengan terealisasinya pemasangan kwh meter pada seluruh lokasi PJU di
Kota Banjarmasin. Upaya aktua ditujukan untuk realisasi pemasangan kwh meter
pada scluruh tittk lokasi PPJU merupakan rencana strategis yang
diimplementasikan dinas Bina Marga. Strategi pénycdiaan data penerangan jalan
memerlukan kebijakan dalam meningkatkan kinerja dan kapsitas penerangan
Jalan umum, untuk fasilitasi layanan pajak reklame, di mana program yang
ditempuh memperbaharui (up to date) data pajak reklame. Kebijakan pemasangan
meterisasi PHU didukung program penyediaan dan pemasangan meterisasi PJU,
Pengelolaan pajak PPJU dilaksanakan sejak Tahun 2009 sampai Tahun
2013 Dbergerak kurang optimal dalam tahun 2009, 2010, namun dalam tahun
2011, 2012, dan 2013 bergerak positif, di mana nilai realisasi berada di atas nila
rencana. Dalam Tahun 2009 target ditetapkan Rp. 17.560.000.000 dan dapat

dicapai sebesar Rp. 15.419.105.534 (88%). Dalam Tahun 2010 target ditetapkan

34



Rp. 19.316.000.000 dan dapat dicapai sebesar Rp. 16.143.451.095 ( 84 %).
 Dalam tabun 2011 target ditetapkan Rp. 19.316.000.000 dan dpat dicapai sebesar
Rp. 20.983.338.480 ( 109 %). Dalam tahun 2012 térgct ditetapkan Rp.
20.547.600.000 dan dapat dicapai sebesar Rp. 22.196.973.532 (108%). Dalam

tahun 2013 target ditetapkan Rp. 21.000.000.000 dan dapat dicapai sebesar Rp.

26.261.284.181 ( 125%).

(iv)Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika mengelola pajak parkir
melalui perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan,
pengendalan dan evaluasi. Pengelolaan pajak parkir dilakukan dengan penctapan
SK Walikota Nomor 129 Tabun 2012 dan Nomor 180 Tahun 2012 yang mengatur
tentang Penetapan Lokasi Pajak Parkir Dalam Wilayah Kota Banjarmasin, serta
Keputusan Walikota Nomor 129 A Tahun 2011 dan Nomor 181 Tahun 2012
tentang Penetapan Lokasi Parkir Ditepi Jalan Umum Dalam Wilayah Xota
Banjarmasin, penetapan besaran setoran pada IPemerintah Kota Banjarmasin.
Penetapan Lokasi Parkir menyebar pada 5 (lima ) Kecamatan Di Kota
Banjarmasin. Dalam Tahun 2013, Secara administrative, adanya tunggakan -
pajak parkir yang nilai nominalnya rendah menunjukkan adanya efektifitas
penagihan pajak parkir kepada pihak yang bekerjasama dalam pengelolaan lahan
parkir. Sesuai Tupoksi Dinas, pengelolaan pajak parkir dilaksanakan melalui Unit
Pelaksana Teknié Perparkiran.

Pengelolaan pajak parkir dari Tahun 2009 sampai Tahun 2013 bergerak
positif, kecuali capaian dalam Tahun 2011, Capalan 'I‘éhun 2009 dan target Rp

1.000.000.000,00 dapat dicapai Rp. 1.017.994.800 (101,80%), Tahun 2010: target
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Rp. 1.000.000.000,00 dapat dicapai Rp. 1.069.685.064,00 (106,97%), Tahun
2011: target Rp. 2.025.000.000,00 dapat di.capai Rp. 1.325.024.570.00 (65,43%),
Tahun 2012: target Rp. 1.725.000.000,00 dapat dicapai Rp. 2.018.520.329,00
(117,02%), Tahun 2013: target Rp. 2.225.000.000,00 dapat dicapai Rp.
2.521.359.924,00 (113,32%). Hambatan efektifitas pengelolaan amtara pihak
Dinas dengan para kolektor terkait penguasaan lahan parkir. Dalam Tahun 2013
dikeluarkan SK watikota Nomor 242 Tahun 2013 tertanggal 20 Mei 2013 tentang
Pencabutan / pemberhentian Pengelola Perparkiran di Wilayah Kota Banjarmasin,
Dari 113 pengelola !ahan parkir, telah dihentikan kerjasamanya karena dicabut
ijin kepjasamanya, tidak aktif dalam mengelola sehingga tidak lancar dalam

penyetoran dana parkir hasil pengelolaaanya.

3.3, Potensi dan Target Pajak Daerah

Kebutohan analisis perhitungan potensi pajak daerah diperlukan dalam
menetapkan target pajak bagl daerah yang bersangkutan, Berdasarkan data
potensi yang ada, setelah diprediksikan dengan penerimaan untuk masa
mendatang, akan didapatkan besarnya potensi yang dimiliki (potensi
terpendam). Berdasarkan data potensi akan dapat diperkirakan untuk penetapan
rencana tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
menggali potensi pajak daerah yang terpendam tersebut sebagai upaya untuk
menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang dari pajak
daerah.

Manfaat dari analisis potensi pajak daergh adalah jika Pemerintah
Daerah akan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pemungutan pajak daerah.

Potensi pajak daerah memberikan informast tentang berapa besamya potensi
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~ yang ada pada pajak daerah yang akan diserahkan pengelolaannya kepada pihak
ketiga. Potensi pajak daerah menjadi dasar dalam penetapan berapa besarnya
harga kontrak pengelolaan pajak daerah kepada pihak ketiga, Potensi pajak
daerah menghindarkan kelemahan kerjasama bagi pihak Pemerintah daerah jika
hanya berdasarkan besaran kontrak yang sudah dilakukan periode sebelumnya
dengan suatu kesepakatan pernulaiannya.

Estimasi potensi Pajak Daerah, dilakukan secara aggregatif dengan
menggunakan data sekunder (data historis) seperti yang banyak dilakukan
dalam berbagai riset, dan popular digunakan dalam Jlmu  ekonomi,
manajemen, karena sederhana dan efektif, Fungsi dari estimasi aggregat ini
untuk memberikan indikasi seberapa besar jumlah potensi pajak-yang ada.
Namun, studi dengan metode sederhana.ini tidak dapat memberi arah kebijakan
spesifik yang harus dilakukan guna meningkatkan potensi paj.ak daerah.
Karenanya, dalam perhitungan potensi Pajak Daerah, juga diikuti dengan kajian
pada basis mikro guna mengetahui peluang dan hambatan yang tejadi di
lapangan terkait setiap jenis pajak daerab. Berdasarkan pendekatan kombinasi
ini maka diharapkan pemerintah Kota Banjarmasin dapat membuat kebijakan
spesiftk untuk merealisasikan potensi pajak daerah menjadi realisasi secara
berkelanjutan,

Dalam menentukan potensi Pajak Daerah ini, dilakukan dengan 4
(empat) skenario yaitu az skenarioc pertumbuhan: (1} Rata-rata (2)
Maksimum atau optimis, (2) Medivm/Moderat, (3) dan (4)
Minimum atauw pesimis, yang didasarkan pada tingkat hambatan dari
masing-masing jenis penerimaan pajak daemhT
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Dalam penentuan target Pajak Daerah pada umumnya tidak sama
dengan potensinya (kecehdenmgajmya lebih kecil dari potensi). Oleh karena
itu, untuk mendapatkan target Pajak Daerah  tahun tertentu,” selain
memperhatikan potensi Pajak Daerah tahun yang bersangkutan juga harus
memperhatikan faktor-faktor peluang dan hambatan sehingga nilai yang
ditargetkan nantinya tidak overestimate atan underestimate. Penentuan target
pada masing-masing jenis Pajak Daerah tidak sama, yaitu dengan
memperhatikan peluang dan hambatan di masing-masing sektor tersebut.
Dengan demikian, untuk mendapatkan target Pajak Daerah, dapat
dilakukan dengan cara mengalikan nilai potensi Pajak Daerah dengan suatu
persentase yang merupakan bobot peluang dan hambatan yang dihadapi oleh
masing-masing jenis Pajak Daerah (pertimbangan asumsi atau hasil analisa
SWOT).

Model perhitungan dari Potensi Pajak Daerah dihinmyg dengan formulasi :

Realisasi (perkiraan realisasi) x rara-r-ara pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan  data potensi pajak daerah selanjutnya digunakan  untuk
menentukan rencana ataw target pajak daerah. Rumus target Pajak Daerah

secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

Target Pajak Daerah (tahun x) = Potensi Pajak Daeran {tahun x) x
Persentase Bebot Pertumbuhan Ekonomi

Potensi pajak dacrah ditetapkan atas dasar dalam skala minimal sampai
makmsimal yang dibatasi oleh keyakinan adanya rata-tala pertumbuhan
ekonomi pesimis sampai optimistic. pertambuhan nilai realisasi vang diyakini
dapat dicapai akan membentuk suatu angka perencapaan atau target pajak

38



daerah. Sclanjutnya dilakukan penetapan rencana atau target pajak, dengan
menggunakaﬁ hnetode penghitungan  yang rﬁcngglmakan data potensi
pendapatan Pajak Daerah yang didekati dengan proyeksi metode makro satu
titik (untuk data historis yang tahun historisnya terbatas), atau dengan
menggunakan metode trend (untuk data historis yang tahun historisnya cukup
tersedia). Kondisi ini mengakibatkan perhitungan potensi dilakukan dengan
menggunakan  proyeksi statistik. Penerimaan untuk tahun anggaran
mendatang diestimasi sebagai fungsi aritmatik dari waktu (potensi penerimaan

=(a+ bi).

Analisis deret berkala dapat dilakukan dengan berbagai metode estimasi. Metode

estimasi yang paling sederhana adalah menggunakan kuadrat terkecil (Jeast

square method). Metode ini menggunakan data secara tahunan kemudian

memproyeksikan kecenderungannva di masa yéng akan datang. Metode kuadrat

terkeci] bertqjuan uotuk meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangan (deviasi)

nilai terhadap garis trend. Apabila hal tersebut dipenuhi, maka garis trend akan

terletak di tengah-tengah data asli. Secara matematis, persamaan garis frend dapat

ditulis sebagai berikut:

*
Y =a+bT

¥ Ty
sedangkan b= S
n T

Persamaan ini dapat digunakan bila nilai @ dan b dapat dihitung. Y* adalah garis

trend yang ditaksir dan T adalah waktu (datam hal ini tahun).
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3.4. Administrasi Pajak Daerah

Pemberlﬁkuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Akrual Modifikasian), menjadi landasan bagi Pemerintah daerah
dalam pengendalian administrasi keuangan, termasuk akuntansi anggaran dan
akuntansi keuangan pajak daerah dalam pertanggungjawan keuangan daerah.
Dalam perencanaan pajak daerah metode yang diguﬁakan adalah basis kas
dalam perencanaan atau ;I}enetapan anggaran yang realisasinya dilaporkan
melalui Laporan Realisasi Anggaran. Sedangan akuntansi keuangan pajak
dacrah menggunakan basis akrual, dan dilaporkan melalui Laporan Operasional
yang d dalamnya disajikan nilai pendapatan pajak daerah-LO. Administrasi
terkait rencana yang ditetapkan dan fealjsasinya akan dilaporkan sebagai
penerimaan kas daerah dan untuk tunggakan pajak dengan SKP dan hasil
pemeriksaan dan atas dasar official assessment pajak daerah akan dilaporkan
sebagai piutang pajak daerah

Dalam hal SKPD pemungut pajak terpisah dari Bendahara U mum
Daérah (BUD), maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada instansi
terscbut. Sebaliknya apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat
pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, pajak daerah dianggarkan
dan dicatat oleh PPKD. Hustrasi pencatatan dalam hal instansi pemungut
pajak terpisah dari PPKD disajikan sebagai berikut :

a) Pemungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Daerah maupun penyetoran langsung oleh masyarakat. Terhadap

kedua cara pemungutan tersebut pengakuan pendapatan pajak dilakukan
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pada saat penyetoran oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Daerah.

- Langkah-langkah Administratif |

SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain disampaikan kepada Wajib
Pajak (WP), SKP Daerah tersebut akan didistribusikan kepada PPK-
SKPD. SKP Daerah tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam
mengakui pendapatan pajak dacrah setelah dilakukan pembayaran.
Terhadap transaksi tersebut PPK-SKPD mengakui pendapatan  pajak
dengan mencatat “Kas di Bendahara penerimaan™  di debit dan

“Pendapatan Pajak Daerah-LO (sesnai rincian objek terkait)” dengan

jurnal :

Kas di Bendahara Penerimaan XXX
Pendapatan Pajak Daerah ...-LO XXX

Schagat transaksi realisasi anggaran, PPE-SKPD mencatat “Estimasi
Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Pajak Dacrah -LRA (sesuai

rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubaban SAL T e
Pendapatan Pajak Daerah ...-LRA XXX

Atas pajak vamg diteritoz ferselat akan dilakukan penyetoran ke Kas
Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan
STS tersebut, PPK-SKPD mencatat “RX PPKD” di debit dan “Kas di

Bendahara Penerimaan” di kredit dengan jurnal:

RX PPKD XXX

Kas di Bendabara Penerimaan XXX

Pada akhir tahun terhadap SKP vang belam dilunasi, PPK SKPD
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mencatat “Piutang Pajak Daerah (sesuai rincian objek terkait)” di debit
dan “Pendapatan Pajak Daerah- LO (sesuai rincian objek terkait)” di
kredit dengan jurnal;

Piutang Pajak Daerah XXX
Pendapatan Pajak Dacrahi. ... - L.O XXX

3.5. Aspek-Aspek Kelolaan Penerimaan Pajak Dacrah

Aspek penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan pajak daerah
dikemukakan ke dalam 2 (dua) sumber masalah, yaitu: (1) Aspek Kelembagaan
(internal), dan (2) Aspek POLEKSOSBUD (Eksternal). Aspek kelembagaan
secéra internal berkaitan dengan peran instansi pemungut pajak daerah,
sedangkan aspek eksternal dari scgi makro ekonomi terdiri dari aspek regulasi,
pertumbuhan ekonomi, jumlah pendudui::, dan inflasi. Kedua s_iﬁnber aspek yang
menenfukan tersebut terutama aspek kelembagaa dikelola secara seimbang
dalam kaitanmya dengan aspek eksternal untuk meyakinkan efektifitas
pengelolaan pajak daerah.

Lembaga pemungut pajak daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin
melalui SKPD pemungut memberlakukan sisiem. dan prosedur pemungutan
pajak yang relevan, sesuai dengan ketentuan regulasi serta kondisi masyarakat
dan jenis pungutan pajak. Sistem dan prosedur pengelolaan pajak meliputi
aktifitas dalam: (1) pendataan, (2) penetapan, (3) penagihan, dan pembayaran,
{4} keberatan dan pengurangan, dan (5) pengawasan pajak.

Pendataan merupakan aspek penting sebagai pendataan potensi pajak'_
daerah. Potensi pajak daerah dilakukan tidak hanya dengan memperkirakan

penerimaan Tahun-Tahun sebelurnnya tetapi secara periodek harus dilakukan
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“sensus” polensi, yaitu assessment atas potensi yang sesungguhnya, informasi
potensi yang relevan akan menjadi landasan bagi pengguna sistem dan
prosedur pemungutan yang lebih efektif, lebth cepat dan tepat.

Lingkup penagihan juga menjadi aspek yang harus diperhatikan. Pajak
yang dipungut adalah tanpa pengecualian. Hal ini dijelaskan sesuai asas-asas
pemungutan pajak, yang dikemukakan:

(a) Asas Fguality sebagai representasi keseimbangan dengan kemampuan
dan keadilan bagi wajib pajak;
(b) Asas Certainty sebagai kepastian hukum, di mana terdapat kejelasan dan
tidak kenal kompromi dalam pemungutan dan pembayaran pajak.
Adanya acuan UU, dan peraturan pelaksanaannya menjadi pajak sebagai
kejadian atzu peristiwa yang memiliki sanksi hukum.
{c) Asa Cam*em’enc_‘e of Payment yang menegaskan bahwa pemungutan
pajak harus tepat waktu;
{d) Asas FEconomic of Collection sebagai asds yang mcletakaﬁ dasar
ekonomis dan efisiensi terkait pemungutan pajak.
3.6. Deskripsi Pajak Daerah
(1) Pajak Hotel
{® Pengertian
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel
adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/
istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau lainnys dengan dipungut bayaran,
termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan .dimi]ikj oleh pihuk yang

sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pengusaha adalah perorangan atau
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badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran dan atas nama sendirinya
atan untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2000 sebagai perubahan dari UU Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak atas Hotel dipersamakan dengan
restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, sesuai UU Nomor 34
Tahun 2000 Jenis pajak tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis pajak, yaiﬁx
pajak hotel dan pajak restoran. Dasar hukum dalam pengelolaan Pajak Hotel
Pemerintah Kota Banjarmasin diatur dalam Peraturan Daerah kota Banjarmasin
Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pajak hotel.

(i)  Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak menurut pasal 1 (8) Ketentuan Umum Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 adalah: Orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
Wajib pajak hotcl sesuai pasal 1 (12) adatah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yahg mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Sesuai regulasi Perda yang dimaksud den gan:

(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran
kepada hotel. Subjek pajak adalah konsumen yang menikmati Jayanan hotel
dan membayar pelayanan yang diberikan hotel.

{(2) Wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam
bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atan pekerjaannya
melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
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(i)  Objek Pajak Hotel

Objek Pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hote {ﬁengaﬂ

pembayaran. Objek pajak hotel adalah pelayananyang disediakan ojen manaj_émeﬂ

hotel dengan pembayaran, termasuk /meliputi fasilitas layanan

(a)

(b)

()

(@)

(iv)

Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Fasifitas penginapan
termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atan lebih yang
menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Lingkup objek fasilitas
penginapan atau fésilitas tinggal jangka pendek, meliputi: Gubuk Pariwisata
(Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (hostel), Losmen, Dan
Rumah Penginapan.
Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat
tinggal jangka pendek yang menjadi kelengkapan layanan untuk kemudahan
dan kenyamanan pengguna jasa. Pelayanan penunjang antara lain: ’I‘é]epon,
Facsimile, Teleks, Fotocopy, Pelayanan Cuci, -Setn'};a, Takst dan transportasi
lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. |
Fasilitas olah raga dan hiburan khusus untuk tamu hotel, bukan sebagai fungsi
umum. Fasilitas olah raga dan hiburan meliputi: pusat kebugaran {fitness
center), Kolam renang, Lapangan Tenis, Lapangan Golf, Karaoke, Pub,
Diskotik, yang disediakan dan dikelola oleh manajemen hotel.
Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Bukan Sebagai Objek Pajak Hotel

Dalam kriteria pajak hotel tidak semua layanan yang diberikan hotc] dikenakan

paiak. Beberapa hal yang tidak dikenakan atau tidak sebagai obiek pajak hotel antara

lain;
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(a)

(b)
(©

@

(e)

(v)

Penyewaab rumah atau kamar, apartemen, dan fasilitas tempat tinggal lainnya
yang tidak mgnyatﬁ dehgan bangunan holel;
Pelayanan tinggal diasrama dan pondok pesantren;
Fasilitas olah raga dan hiburan yang disedizkan hotel yang digunakan bukan
oleh tamu hotel dengan pembayaran (pihak pemakai umum);
Pertokoan, perkantoran,perbankan, dan salon di dalam lingkungan hotel yang -
digunakan oleh bukan tamu hotel (pihak umum);
Pelayanan perjalanan wisata yang diselneggarakan oleh hotel dan dapat
dimanfaatkan oleh urmum.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel dan Sistem Pemungutan
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan

kepada hotel. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Besarnya

‘pajak yang hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif kali

dasar pengenaan pajak.

Sistem pemungutan Pajak Hotel terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, Self
Assesment system, dimana sistern ini memberikan wewenang kepada wajib
pajak untuk menghitlmg, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besar
pajak terutangnya sendiri. Selain itu ada juga Qfficial Assesment System, dimana

dalam sistem ini pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

Pemerintah Kota Banjarmasin sampai tahun 2014 menerapkan pendektan

dengan systern pemungutan self assessment,
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(viy Masa Pajak Dan Saa;t Terutang Pajak Hotel
| Masa Pajak. adalah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kajender atan
jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan KDH paling lama 3 (tiga)
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak terutang, Masa Pajak Hotel adalah dalam
jangka 30 (tiga puluh) hart dan pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada
saat pelayanan Hotel. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 1 s/d 15
harus dibayar paling lambat tanggal 22 bulan berjalan, SKPD tanggal 16 s/d
akhir bulan harus dibayar paling lambat tanggs] 7 bulan berikutnya. Apabila
SKPD tidak atau kurang bayar dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen.) sebulan,
Masa pajak seTahun dipungut sebanyak 24 kali.
(vii} Penetapan Pajak Hotel
Penetapan pajak hotel melajni:

1. SPTPD yang telah ditetapkan, maka Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menertibkan SKPD.

2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD lebih lanjut oleh Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk dapat menertibkan SKPDKB apabila
berdasarkan hasil pemeriksaan/ keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang bavar.

3 Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDBT

apabila ditemukan data baru dan / atau data yang scmula belum
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terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang

terutang.

4, Selambat-lambatnya dalam jangka waktu S (lima) Tahun sesudah

saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat

menerbitkan SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan

tidak ada kredit pajak.

{viii) Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Hotel

Tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Walikota

Kepala Dacrah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Pajak Daerah

Kurang. Bayar Tambahan (SKPDBT), Surat Xetetapan Pajak Daerah

Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN),

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

b. Apabila SKPD, tidak atau kurang dibayar setelah lewai waktu jatuh

tempo sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi adminiyrasi berupa bunga

sebesar 2 % (dua persen) scbulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat

Tagihan Pajak Daerah (STPD).

¢. Khusus terhadap waijib pajak yang dikategorikan tidak menetapkan 3

yaitu: pedagang kaki lima dan yang sejenisnya, dipungut ditempat setiap

hari dengan menggunakan karcis sebagai hukti pembayaran pajak.
Dalam hal penggolongan wajib pajak Hotel terdiri darj atas:

a. Wajib Pajak Hotel, terdiri atas: hotel bintang 1,2,3,4,5 dan hotel melati.
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Besarnya Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarf sebagaimana dimaksud diat:;xs 10 % {(sepuluh persen)
dengan dasar pengenaan pajak sama secara keseluruhén.

Contoh:

Tn A menginap di Hotel Maju dengan pengeluaran untuk pembelian:

- Makanan & minuman Rp 500.000
- Untuk jasa sewa kamar Rp 200.000
- Untuk jasa telepon Rp 150.000
Jumlah Rp 850.000
- Service Charge 10 % Rp 85.000
Jumlah pembayaran Rp 935.000
- Pajak Hotel Rp 93.500
Jumlah yang harus di
Bayar Tn A Rp.1.028.500

(ix) Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel
Tata cara pembayaran pajak hotel meliputi antara lain:

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan
SSPD

2. pajak vang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (sam) bulan sejak SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan, Keberatan dan Putusan

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

3. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah.
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak vuntuk mengangsur atau mepunda pembayaran pembayaran pajak'

dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap buian.
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4. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur lebih Janjut
oleh Walikota |
(x) Kadaluwarsa
Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampuai
jangka waktu 5 (lima) Tahun tethitung sejak tanggal terhutangnya pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindek pidana di bidang perpajakan
Daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud diatas,
tertangguh apabila diterbitkan Surat Peringatan dan Surat Paksa atau ada
pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung, maupun tidak
langsung.
(xi) Keberatan dan Banding
Wajib Pajak dapat mengajukan Kebertan dan Banding dengan cara:
1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wélikota atau
Pejabat yang ditunjuk atas suatu: SKPD, SKPDKB. SKPDKBT, SKPDLB,

dan SKPDN.

2. Keberatan diatas diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

alasan-alasan yang jelas.
3. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak s'ecé_féi"f?'.i”

jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketatapaﬁ : ;. .

pajak tersebul.

4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tigé) R

bulan sejak tanggal surat yang diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat’

menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya,
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. Keberatan yang tidak mememuhi persyaratan maka tidak dianggap sebagai
- surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajek dan

pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

Pengadilan Pajak terhadap keputisan mengenai keberatan yang ditetapkan

oleh Walikota

. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

keputusan diterima, serta dilampiri salinan dari keputusan tersebut.

. Pengajnan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak

dan pelaksanaan penagihan pajak.

(xii) Pemeriksaan

1.

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewapiban berpajakan daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah

Dalam Pemeriksaan Pembukuan dan/atan kegiatan Audit, Walikota dapat
menunjuk Konsultan Pajak/ Auditor.

Wajip Pajak yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak

terutang.

. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat afay ruangan yang

dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
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¢. Memberikan keterangan yang diperlukan.

4. Dalam hal Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan sebagaimana surat

5.

tugas dari Walikota, akan menjalankan norma-norma atau etika yang belaku.

Tata cara pemeriksaan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

(xiii)Ketentuan Sanksk

Sanksi Administrasi:

1.

Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu
paling atau kurang (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD (syarat Official
Assessment, Pemeriksaan.Pajak), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) tiap bulan,

Pengenaan denda administrasi ini ditagih dengan menerbitkan STPD.

Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, dan ditambah sanksi
admﬁﬂstméi berupa bunga sebesar 2% (dua peréen) setiap bulan dari pajak yang
tidak, kurang atau terlambat dibayar dengan jangka waktu selambat-lambatmya
24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terhutangnya pajak.

Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data lama yang
belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus
persen) dari jurnlah kekurangan pajak tersebut.

Tidak dikenakan sanksi adminitrsasi, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri

adanya kekuranpan pajak terutang sebelwn dilakukan tindak pemeriksaan.
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Sanksi Pidana:

. 1. Waiib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan
paling lama 1(satu) Tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah
pajak yang terutang.

. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisinya
dengan tidak lengkap atau tidak benar melampirkan keterangan yang tidak
benar schingga merugikan keuaﬁgan daerah dapat dipidana paling lama 2 (dua)
Tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

. Sanksi pidana ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(2) Pajak Restoran

(i) Pengertian

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Untuk dapat
memungut jenis pajak harus menugjukkan adanya potensi pajak dan didukung
dengan penetapan Peraturan Daerah tentag pajak restoran ini. Peraturan daergh
menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan. dan-

pemungutan pajak restoran di daerah Kabupaten atau Kota.

Beberapa kriteria pajak restoran memiliki kesamaan teknis dengan paj ak: e

hotel. Karena pada dasarnya pajak ini memiliki banyak kesamaan dalam sifat .

layanan kepada konsumen. Pajak Restoan Pemerintah Kota Banjarmasin diatur. = -

dalam Peraturan daerah Nomeor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.




(iiyObjek Pajak-Restoran
Objek pajak restoran adalah pelayanan makanan dan minuman yang
disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam kriteria pajak im
adalah : rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Pelayanan di restoran atan
rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman termasuk
penyediaan jasa penjualan makanan dan/minuman yang diantar/dibawa pulang.
(iii)Bukan Objek Pajak Restoran
Bukan objek pajak restoran terkait adanya pajak restoran yang tidak semua
pelayanannya dikenakan pajak. Beberapa pengecualian yang menjadi pengecualian
tidak termasuk objek pajak antara lain:
(a) Pelayanan usaha jasa boga atau catering, dan
(b) Pelayanan yang disediakanoleh restoran atau rumah makan yang peredarannya
tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
(iv)Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada restoran. Subjek pajak adalah konsumen yeng menikmati
dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pihak pengusaha restoran.
Konsumen merupakakn subjek pajak yang membayar (menanggung) beban -
pajak.
Wajib pajak adalah pengusaha restoran sebagai orang pribadi atan badap
dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan. atau pekerjaannya

melakukan usaha di bidang restoran atau rumah makan. Pengusaha restoran
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adalah pihak yang betindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk

memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

(v)Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Restoran dan Sistem Pemungutan

Dasar pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang
dilakukan kepada restoran atan rumah makan. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10
% (sepwluh persen), Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif kali dasar pengenaan pajak,

Sistern pemungutan Pajak Restoran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, Self
Assesment system, dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib
pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besar
pajak terutangnya sendiri. Selain itu ada juga Official Assesment Sysrem, dimana
dalam sistem ini pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan bésar pajak yang terutang oleh wajib
pajak. Sampai tzhun 2014 Pemenmtah Kota Banjarmasin memberlakokan

metode atau system pemungutan self assessment.

(vi}Pajak Dan Saat Terutang Pajak Restoran

Masa Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2011 daam pasa! 1 Ketentuan Umurmn, (23) adalah jangka wakiu 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan KDH paling Jama
3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Untuk Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) yang dikeluarkan tanggal 1 s/d 15 harus dibayar paling lambat tanggal
22 periode bulan berjalan, SKPI} tanggal 16 s/d akhir bulan harus dibayar

paling lambat tunggsl 7 bulan berikutnya. Apabila SKPD tidak atau kurang
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bayar dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
adminiﬁ‘asi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen.) sebulan. Masa pajak dalam

satu tahun dipungut sebanyak 24 kali.

(viiyPenetapan Pajak Restoran

1. Berdasarkan SPTPD yang telah ditetapkan, maka Walikota atau Pejabat yang

ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menertibkan SKPD (sesuai metode
pemungutan dan bisa dengan disertasi pemeriksaan pajak).

. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk dapat menertibkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil
pemertksaan/ keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

. Dalam jangka waktu 5 (lima)} Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDBT apabila ditemukan data
baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menvebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang.

. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan
SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(viii)Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Restoran

Tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Fajak Daerah (SPTPD), Walikota Kepala

Dacrah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Pajak DDaerah Kuranp Bayar Tambahan
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(SKPDBT), Surat Ketetﬁpan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat
Ketetapan Pajak Dacrah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

b. Apabila SKPD, tidak atau kurang dibayar setelah lewat wakty jatuh tempo sejak
SKPD diterima, dikenakan sanksi adminiyrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daersh
(STPD).

c. Khusus terhadap wajib pajak yang dikategorikan tidak menetapkan 3 yaitu:
pedagang kaki lima dan yang sejenisnya, dipungut ditempat setiap hari dengan
menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran pajak.

d.Dalam hal penggolongan wajib pajak Restoran terdiri dari atas besarnya Pajak

| Restoran yang terutang yang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak
sama secara keseluruhan,

Comntoh:

Tn A menjadi konsumen pada rumah makan X dengan pengeluaran untuk

pembayaran:
- Makanan & minuwman Rp 500.000
- Pajak Restoran Rp 50.000
Jumlah yang harus dibayar Rp 550.000

(ix)Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran
Tata cara pembayaran atas pajak restoran, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligns atau Junas deng‘(mi'_-.._ﬁ ;

menggunakan SSPD
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2.

(x)Kadalowarsa

p

Pajak yang terﬁtang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak
SKPD (Official Assessment, Hasil Pemeriksaan), SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan, Keberatan dan Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah.

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak
setelah me;nenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan
persetujuan kepada Wajib Pajak uniuk mengangsur atau menunda
pembayaran pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur

Iebih lanjut oleh Walikota

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampuai

jangka wakte 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal terhutangnya pajak,

kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Dacrah. Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud diatas,

tertangguh apabila diterbitkan Surat Peringatan dan Surat Paksa atau ada

pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak balk langsung, maupun tidak

langsung.
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(x;)]{eberamu dan Banding

Adapun Wajib Pajak dapat mengajukah Kebertan dan Banding dengan cara:

. Wajib Pajzk dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk atas suatu: SKPD, SKPDKB. SKPDKBT, SKPDLB,
dan SKPDN.

2. Keberatan diatas diajukan secara terfulis dalam bahasa Indonesia dengan
aiasan—alasan yang jelas,

3. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara
jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketatapan
pajak tersebut.

4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat yang diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadazn di
luar kekuasaznnya.

5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratah maka tidak dianggap sebagai
surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

6. Pengajuan keberatan tidak mepunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan
oleh Walikota

8. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

keputusan diterima, serta dilampiri salinan dari keputusan tersebut.
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9. Pengajuan permohonaﬁ banding tidak menunda kewajiban membayar pajak
dan pelaksanaan pena gihan' pajak.
(xii)]’emeriksaan

1. Walikota atau Pejabat yang diﬁmjuk berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah

2. Dalam Pemeriksaan Pembukuan dan/atau kegiatan Audit, Walikota
dapat menunjuk Konsultan Pajak/ Auditor.

3. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

i. Memperlihatkan dan/atau meminjam buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek pajak terutang.

ii. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap pérlu dan memberi bantuan guna |
kelancaran pemeriksaan.

iti. Memberikan keterangan yang diﬁerlukan.

4, Dalam hal Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan
sebagaimana surat tugas dari Walikota, akan menjalankan norma-

norma atau etika vang belaku.

5. Tata cara pemeriksaan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota
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(xiiiyKetentuan Sanksi
Sanksi Administrasi

1. Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu
paling atau kurang (tiga puluh) hari sejek diterimanya SKPD, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan.

2. Pengenaan dgnda administrasi ini ditagih dengan menerbitkan STPD.

3. Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak
terutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak,
dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar dengan
jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung
sejak terhutangnya pajak. |

4. Setiap Wajib Pajak yang karena ‘ditemukannya data baru atav data lame
vang belum terungkap sehingga menycbaﬁkan penambahan jumlah pajak
yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100
% (seratus persen) dari jurnlah kekurangan pajak tersebut.

5. Tidak dikenakan sanksi adminitrsasi, apabila Wajib Pajak melaporkan
sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak
pemeriksaan,

Sanksi Pidana

I. Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atan melampirkan keterangan

yang tidak benar schingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana
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dengan kurungan pah;ng lama I(satu) Tahun dan/atau denda paling banyak 2
{dua) kali jumiah pajak yang terutang, |

2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisinya dengan tidak lengkap atau tidak benar melampirkan keterangan .
yang tidak benar sehingpa merugikan keuangan dacrah dapat dipidana
paling lma 2 {dua) Tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak terutang. '

3. Sanksi pidana ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku,

(3) Pajak Hiburan

(i) Pengertian
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggarsan hiburan. Pajak hiburan

diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan
pajak hiburan tidak mutlak dilakukan kecuali terdapat dukungan potensi dan
regulasi Peraturan Daerah. Peraturan daerah dikeluarkan untuk menjadi
landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan
pemungutan pajak hiburan di Kota Banjarmasin, yaitu Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan..

(iHObjek Pajak Hiburan
Objek pajak hiburan adalah penyelenggarasn hiburan dengan dlpungut o

bayaran. Kriteria kegiatan hiburan antara lain : tontonan film, kesenian, pagelaran’ -

musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyard, permainan
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ketangkasan, panti pijat, ma;ndi uap, dan pertandingan olah raga. Secara kalsifikasi

dirincikan objek pajak hiburan antara lain:

(a) Pertunjukan film;

(b) Pertunjukan kesenian,;

(¢) Pertunjukan Pagelaran

(d) Penyelenggaraan diskotik, live musie, karaoke klab malam, ruang musik(music
room), balai gitar,pub, ruang selesa music (music long), kiub eksekutif, dan
sejenisnya;

(e) Permainan bilyar dan sejenisnya;

(f) Permainan ketangkasan termasuk mesin kepiting dan sejenisnya:

(g) Panti pijat, mandi vap;

(h) Pertandingan olah raga;

(i) Penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, seluncur (ice skate), kolam
pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digefakan
denganpelaratan elektronik, kereta pesiar, dan sejenisnya;

() Perr_unjukkan dan  keramaian umum lainnya yang mendapat ijin

penyelenggaraan,

(ii)Bukar Objek Pajak Hiburan

Tidak semua penyelenggaraan hiburan dapat dikenakan pajak. Terdapat
pengecualian  yang tidak menjadi objek pajak hiburan antara laian:
penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran (lazimnya terkait
penyelenggaraan kegiatan upacara adat, juga adanya pesta perkawinan,

termasuk kegiatan keagamaan.
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(iv)Subjek Pajak dan wajib Pajak Hiburan

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada penyelenggara kegiatan hiburan, karena menikmati,
menonton hiburan. Subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan
membayar pelayanan yang diberikan oleh pihak penyelenggara hiburan.
Konsumen merupakakn subjek pajak yang membayar (menanggung) beban
pajak. |

Wajib pajak adalah pengusaha restoran sebagai orang pribadi atau badan
dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atan pekerjaannya
melakukan usaha di bidang hiburan. Pengusahapenyelnggara hiburan adalah
pthak yang betindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk

memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

(v)Dasar Pengenaan, T2rif Pajak Hiburan dan Sistem Pemuhgutan

Dasar pengenaan Pajak hiburan adélah Jumlah pembayaran yang
dilakukan kepada penyelnggara hiburan. Tarif Pajak hiburan ditetapkan
bervariasi yaitu untuk tarif pajak sebesar 10 %, 30 % dan 40 %. Besarnya pajak
yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif kali dasar pengenaan
pajak.

Sistem pemungutan Pajak Hiburan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, Self
Assesment system, dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib
pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besar
pajak terutangnya sendiri. Selain itu ada juga Official Assesment System, dimana

dalam sistem ini pemungui pajak yang memberikan wewenang kepada
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pemerintah (fiskus) untuk menentukan besar pajak vang terutang oleh wajib
pajak. Sampai tahun 2014 Pemerintah Kota Banjarmasin menerapkan sistem
pemungutan dengan self assessment.
(vi)Pajak Dan Saat Terutang Pajak Hiburan

Masa Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2011 adalzh jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan KDH palingvlama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghtung, menyetor dan melaporkan
pajak yang terutang. Masa Pajak Hiburan adalah dalam jangka 30 (tiga pulub)
hari dan pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan Hotel.
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 1 s/d 15 harus dibayar paling
lambat tanggal 22 berjalan, SKPD tanggal 16 s/d akhir bulan harus dibayar
paling lambat tanggsl 7 bulan berikvtnya. Apabila SKPD tidak atau kurang
bayar dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
adminitrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen.) sebulan,

{vi)Penetapan Pajak Hiburan

1. Berdasarkan SPTPD yang telah ditetapkan, maka Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD (jika
menggunakan Official Assessment, Pemeriksaan Pajak).

2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD lebih lanjut oleh Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk dapat menertibkan SKPDKB apabila berdasarkan

hasil pemeriksaan/ keterangan lain, pajak vang terutang tidak atan kurang

bayar.
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3. Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDBT apabiia._-:--:'_: o

ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
4. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat

terutangnya pajak_, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan
SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(viiiyTata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Hiburan

Tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Walikota
Kepala Dacrah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerak (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN),
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2. Apebila SKPD, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu jatuh
tempo sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi adminiyrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD).

(ix)Tata Cara Pembayaran Pajak Hiburan

Tata cara pembayaran pajak Hiburan menurut Peraturan Daerah No 10

Tahun 2011 .tentang pajak Hiburan, diantaranya sebagai berikut:
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1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atay lunas. dengan
mengéunékan SSPD

2. pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya ! (satu) bulan sejak SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan, Keberatan dan Putusan
Banding yang menyebabkan yumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

3. Walikota atau Pejabat vang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pembayaran pajak dengan dikenekan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan.

4. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur lebih
lanjut oleh Walikota

(x)Kadaluwarsa
Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah mefampuai jangka

walktu 5 (lima) Tahun terhitung scjak tanggal terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib
Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. Kadaluwarsa penagihan
pajak sebagaimana dimaksud diatas, tertangguh apabila diterbitkan Surat Peringatan
dan Surat Paksa atau ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung,
maupun tidak langsung.
(xi)Keberatan dan Banding
Adapun Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dan Banding dengan cara:
a. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat

yang ditunjuk atas suatu: SKPD, SKPDKB. SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
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_ Keberatan diatas diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-
alasan fang_’;cias. |

Dalam hal Wajib Pajak rﬁengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara
jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuitikan ketidakbenaran Ketatapan pajak
tersebut.

. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
chak tanggal surat yang diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan maka tidak dianggap sebagai surat
keberatan, sehingga tidak dpertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak memunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan
penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

. Wajib Pajak dapat mepgajukan permohonan banding hanyva kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan y.ang ditetapkaz; oleh Walikota

. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima, serta dilampiri salinan dan keputusan tersebut.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan

pelaksanaan penagihan pajak.

(xif}Pemeriksaan

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguii kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dacrah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
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2. Dalém Pemeriksaan Pembukuan dan/atau kegiatan Audit, Walikota dapat

:hcnunjuk Konsultan Pajak/ Auditor.

3. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhnbungan dengan objek pajak
terutang.

R b Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan membert bantuan guna kelancaran p;:nlli'e'::r_lksaan,

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. -

4. Dalam hal Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaaaf sebagaunana surat

tugas dari Walikota, akan menjalankan norma-norma atau"_c'tilk y: belaku

5.
(xiii)Ketentuan Sanksi

Sanksi Administras:

paling atau kurang (tiga puluh) hari sejak diteriman:
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua pers '
2. Pengenaan denda administrasi ini ditagih dengan mener
3. Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengi
terutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan
berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima PGIS?n
dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebe

setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlam
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jangka wakiu selambai-lambatnya 24 (dus puluh empat) bulan terhinyng
sejak terhutangnya pajak.

4, Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data lgma
yang belum terungkap schingga menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan scbesar 100
% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

5. Tidak dikenakan sanksi adminitrsasi, apabila Wajib Pajak melaporkan
sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak
pemeriksaan. |

Sanksi Pidana

1.Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar schingpa merugikan keuangan daerah davat dipidana dengan kurungah
paling lama 1(satu) Tahun dan/atau denda paling banyak 2 {dua) kali jumlah
pajak yang terutang. |

2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisinya
dengan tidak lengkap atau tidak benar melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana paling lama 2 (dua) Tahun '
dan atau denda paling banyak 4 {empat) kali jumlah pajak terutang.

3. Sanksi pidana ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku,
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(4) Pajak Reldame
(& Pengé;‘iim
Pajak rekiame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, Pengeraan palak
reklame ini berlaku harus pada seluruh dacrah Kabupaten atau Kots di Indonesia.

Pajak ini dipungut berdasarkan adanya potensi pajak reklame dan penerbitan

Peraturan Dacrah yang menjadi landasan operasional dalam teknis pelaksanaan

pengenaan dan pemungutan pajak rekiame di daerah Kabupaten atan Kota.

(iDObjek Pajak Rekiame
Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan olsh penyelenggara reklame atau

perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah

(DISPENDA) Kabupaten/Kota. Secara klasifikasi pajak reklame dirincikan scbagai

objek pajak antara lain:

i. Reklame Papan/Bilboard: reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng
atau bahan }.ain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada
bangunan, fembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar
maupun yang disinari.

ii. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED), yaitu reklame
yang menggunakan layar monitor besar berupa program rekiame atan iklan
bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah,
terprogram, dan difungsikan del{gan elektrik atau tenaga listrik.

ii. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan

kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain vang sejenis.
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(iijyBukag Objek Pajak Rekﬂame.

Tidak semua penyelenggarasn hiburan dapat dikenakan pajak. Tefdapat
pengecualian yang tidak menjadi objek pajak hiburan antara laian: renyelenggaraar
hiburag yang tidak dipungut bayaran (lazimnya terkait penyelenggaraan kegiatan
upacara adat, juga adanya pesta perkawinan, termasuk kegiatan keagamaan).

(iv)Subjek Pajak dan wajib Pajak Reklame |
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemasangan
| mformasi dalam reklame. Subjek pajak adalah konsumen yang melakukan
pemasangan reklame sebagai objek pajak. Konsumen merupakakn subjek pajak
yang membayar (menanggung) beban pajak. Wajib pajak adalah pengusaha sebagaj
orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan
atau pekerjaannya melakukan usaha kegiatan memasang reklame.
(v)Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame
| Dasar pengenaan Pajak reklame adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh
penyelanggara reklame. Tarif Pajak ditetapkan bcrdasarkan m]aa sewa reklame yang
bervariasi antara setiap jenis/objek pajak reklame. Dasar tarif juga berbeda karena
perbedaan daerah milik jalan (Damija), akses public, halaman sendini,/sewa tanah,
menempel pada bangunan atay pada atas bangunan, reklame bergerak/reklame
apung, dan reklame insedentil. Besarnya pajak yang terhutang dihitmg dengan cara
mengalikan Jumlah hari x luas reklame x tarif pajak terkait,
Sistem pemungutan Pajak Hiburan dengan Official Assesment Sistem, dimana
dalam sistem ini pernungut pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah

{tiskus) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

72



| (5) Pajak Parkir
(1) Pengertian

Pajak parkir adalah pajak yang dkenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di
juar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan
pokok usahia maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang
melaksanakan pemumgutan bayaran. |

Pajak parkjr. diatur melalui Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Pajak Parkir. Untuk landasan operasional pengelolaan pajak parkir terjadi
perubahan. Adalah Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 129 tahun 2011,
Kepuﬁlsan Walikota Nomor 180 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Parkir Dalam
Wilayah Kota Banjarmasin, Keputusan Walikota Nomor 129 Tahun 2011 dan
Keputusan Walikota Nomor 181 taliun 2012 tentang Penetapan Lokasi Parkir Ditepi
Jalan Umum Dalam wilayah Kota Banjannasm serta Besarnya  Setoran pada
Pemerintah Kota Banjarmasin. Terhadap regulasi tefsebut sejak tahun 2013 melalu
Keputusan Walikota Nomor 242 Tahun 2013 Tentang Pencabutan /Pemberhentian
Pengelola Perparkiran Di Wilayah Kota Banjarmasin, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan yang diberlakukan untuk pengelolaan pajak parkir adalah Kepuiusan
Walikota Nomor 565 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tempat Parkir.
{i)Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,
baik vang disediakan berkaitan dengan usaha pokok mapun yang discdiakan sebagai
suatm usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi

kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Objek pajak parkir antara Jain: i. Gedung
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parkil'; ii. Pelataran parkir; iii. Garasi kendaraan yang memungut bayaran; dan iv.
Tempat penitipan kendaraan bermotor.
(iv) Bukan Objek Pajak Parkir

(a) Penyelenggaraan tempat parkir olch Pemerintah Pusat den Pemerintah Daerah.
Penyelengparaan tempat parkir oleh BUMD tidak dikecualikan sebagai objek
pajak parkir;

(b} Penyelenggaraan parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing,
dan Perwakilan lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal
balik (Diatur dalam Keputusan Menteri Kenangan)

(¢) Penyelenggaraan tempat parkir yang diatur dengan Peraturan Daerah, antara
lain untuk tempat ibadat, sekolah-sekolah, serta tempat lainnya yang diatur lebih
lanjut melalui Peraturan Bupati/Walikota.

(v)Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran atas tempar parkir. Pajak parkir diba}rar oleh pengusaha/pengelola
yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut
menjadi wajib pajak yang harus membayar pajak parkir terutang. Dalam
menerapkan kewajiban perpajakan jika ada wakil pihak tertentu diperbolehkan, -
dengan aturan adanya tanggungjawab pribadi dan atau secara renieng atas
pembayaran pajak terutang. Wajib pajak juga dapat menumjuk seorang kuasa

dengan surat kuasa khusus dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
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(&) Pajak Sarang Burung Walet

(i} Pengertian

Pajak sarang burung Walet merupakan pajak.atas kegiatan pengambilan
dan atau pengusahaan sarang burung Walet. Acuan untuk jenis pajak ini terkait
burung Walet sebagai satwa marga collocallia, yang meliputi: coliocallia
fuchliap haga, collocallia maxina, collocallia esculanta dan collocaliia linchi.
Pajak ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, serta dengan dasar pelaksanaan
pemungutan sesuai Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2011

tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang Burung Walet.

h (ii}Objek Pajak Sarang Burung Walet

Pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung Walet (sarang burung
walet dalam satu Tahun dapat dipanen sampai 3 kali). Kegiatan mengambil
sarang burung Walet terdapat pada dinding-dinding goa (pengambilan sarang
burung walet). Budi daya burung walet melalui pembangunan gedung bangunan
untuk tempat burung walet bertelur dan membangun sarang dan sarang tersebut

akan diambil oleh orang yang melakukan budidaya pengusahaan sarang burung

Walet.

(ii)Bukan Objek Pajak Sarang Burung Walet

Tidak termasuk pajak sarang burung walet:

i. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP)

i1. Kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
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(iv)Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung W#He&

Dasar pengenaan ?ajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang bl.!nmg.
walet. Nilai jﬁak sarang b@g walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga
pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di dzerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

(v)Tarif Pajak Sarang Burung Walet
Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan tarif pajak sarang burung
walet dengan tarif tertingpi sebesar 10 %.
(vi)Perhitangan Pajak Terhutang Sarang Burung Walet
Pajak terutang = Tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Tarif pajak x Nilai jual (harga x Volume) sarang burung walet

(vii)Petensi Sarang Burung Walet

Sebenarnya melalui pendekatan pengelolaan strategik. objek pajek ini
memiliki prospek baik, di mana pasaran eksport menjadi peluang terbesar, meskipun
memiliki tingkat harga berfluktuasi. Jenis sarang buruﬁg walet untuk konsumsi eksport -
adalah sarang burung walet gua dan rumahan. Jenis sarang burung waler gua adalah
sarang putih, sarang merah, sarang hitam, dan sarang seriti. Jenis sarang burung walet
rumahan meliputi sarang putih, sarang merah, sarang kuning, dan sarang seriti. Standar
dan kriteria sarang burung walet antara lain bebas dari bahan kimia, tidak ada kotoran
dalam sarang burung walet termasuk bulu dan sudah dibedakan berdasarkan jenis dan

kelas mutu. Harga burung walet didasarkan kriteria:
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(1) Kualitas A : bermutu tinggi bénnﬂmya sempurna berbentuk mangkok. Ukuran
garis tengah berkisar antara 10 cm dan garis lintang seimbang. Bagian
pinggirnya tidak ada vang pecah atau ada goresan, memiliki kandungan air
relatif kecil, bersih dan kotoran, memiliki berat relatif di atas 8 gram (kondisi
Kering);

(2) Kualitas B: kualitas lebih rendah dari kualitas A, dengan Sebutﬁn mutu balkon
atau mutu perak. Bentuk sarang seperti kipas dengan garis tengah sebesar 10
¢m, berat relatif antara 6 gram sampai 8 gram (kondisi kering);

(3) Kualitas C: mutu sedang, keadaan sarang burung walet kurang bersih, masih
terdapat bulu-bulu yang menempel di sarang burung walet tersebut, memiliki
berat retatif sampai dengan 6 gram.

Dalam praktek penjualan sarang burung walet dilakukan secara sistem locong.

Sistem locong ini sebagai penjualan sarang burung walet secara keselurnhan tanpa

dibedakan jenis dan kualitasnya. Hal ini ditempuh karena jumlah sarang burung

walet yang dihasilkan dan akan dijual akan terlalu sedikit jika harus dipilah
berdasarkan mutu/jenis kualitas tertentu dan menyulitkan dalam penimbangan.

Dapat menguntungkan penjualan karena harga jual yang dikenzkan harga tengah

(rata-rata) dari harga ketiga jenis kualitas sarang burung walet yang berlaku.
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*) Pajek Sarang Burung Walet memiliki tantangan target dar realisasi pajak dalam
pf:n.geioiaam;ia., yaitu: relevansi estimasi nilal penjuaian sarang burung walet,
jumlah daté populasi rumah sarang burung walet, Intensitas perijinan usaha.
Leading scotor: Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pertanian dan Perikanan Xota
Banjarmasin.

(7) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

® Pengertian
Pajak Bumi dan Bangunaﬂ.adalah pajak yang terkait dengan pengertian Bumi

dan Bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi
yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta

Jaut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

(ii)Objek Pajak PBB

Yang menjadi objek pajak Bumi dan Bangunan adalah

(1} Bumi adalah permukaan bumi atau tanah dan isi yang ada di bawahnya, termasuk tanah
pekarangaﬁ,- sawah, empang dan perairan pedalaman (Pasal 1 Undang—Undang Nomor
12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ).

(2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada
bumi, tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat uszha maupun tempat yang
dinsahakan (Pasal ! Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994). Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
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- a. jalan lingkungan yang terletek dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik
dan emplasemennya, yang merupakan sty kesamanl dengan komplek bangunan
tersebut;

b. Jalan tol;

¢. Kolam renang;

d. Pagar mewak;

e. Tempat olah raga;

f. Galangan kapal, dermaga;

g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;

h, Fasilitas lain yang memberikan manfaat

(Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1985 JO Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 ).

{iii) Dikecualikan dari pengenaan PBB (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 )

1

Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum
di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan nasional, yang dimaksudkan untuk
tidak memperoleh keuntungan. Contoh objek yang dikecualikan atau tidak dikenai PBB

itu seperti : pesantren atau sejenisnya, sekolahan/madrasah, tanah wakaf, rumah sakit

pemerintah dan lain-lain .

- Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala,

atau sejenis dengan itu seperti museum.

- Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat

berdasarkan asas perlakunan timbai balik.

. Tanaly yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah
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pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan taneh negara yang belum dibebani sesyat:

hak.

oleh Menter: Keuangan,

(iv) Objek Pajak Yang Digunakan Oleh Negara

Yang dimaksud dengan obyek pajak ini  adalah obysk pajak yang
dimiliki!dikuasa.ifdjglmakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerzh
dalam menyelenggarakan pemeriniahan. Obyek pajak Yang digunakan oleh
megara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 3 angka (2) UU No. 12

Tahun 1984 jo UU No. 12 Tahun 1994

{(v)Perhitungan PBB

Fakior-faktor apa sajakak. yang berhubungen dengan penghitungan PBB

ferhutang meliputi:
1. Tanf Pajak
2. Nilai Jual Obyek Pajak

L)

b

LA

NJOP
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

NJOPTKP

Pendekatan Uraicn masing-masing faktor

1.

2.

Tanf pajak adalah sebesar 0,5 %.

NJOP berdasarkan tabel yang dikeluarkan oleh Digen Pajak
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]

.

4.

NJKP atau Nilai Jual Kena Pajak yang besarnya ditetapkan sebesar 20 % dan 40
% {khusus untuk perumahan dengan NJOP Ry | miliar) dari NJOP.

Rumus untuk mengitung PBB adalah sebagal berikut : PRB = 0,5 % x NJKP,

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBB

I

“
PN

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOF)

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaks; jual beli yang terjadi
secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi secara wajar, NJCOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain Yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP Pengganti.

Nilai jual sebagai DPP PBB dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok A

dan kelompok B (§23/KMK.04/1998).

NIOP ditetapkan setiap tiga Tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk

daerah tertentu ditetapkan setiap Tahun sesual perkembangan daerahnya,

Penjelasan dan Ketentuan Nilai Jual Kena Pajok {Undang-Undang Nomor ]2

Tahunl994 Jo Peraturan Pemerintak Nomor 25 Tahun 20062)

1,

2. Besamya NJKP ditetapkan sebesar :

NJKP adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak, _yaitg:suatu

persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

a. Obyek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40 % (enlg:pét: puluh

persen ) dari Nilai jual Objek Pajak;

b. Objek pajak lainnya :
- Sebesar 40 % ( empat puluh persen ) dari Nilai Jual Objek Pajak 3Pabi1&'¥\?il?;_-

Objek Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) atau lebih;
- Sebesar 20 % (dua puluh persen ) dari Nilai Jual Objek Pajek apabila lemJuai
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Pajak Objeknya kurang dari Rp 1.060.000.600,00 (sate milyar rupiah},

P%,;je!asan dan mekanisme Nilai  Juaf Objek Pajak Tidak Kena Pujak

(201/KME.04/2000)

.- NJOPTKP adalah batas minimal NJOP yang menurut ketentuan UUJ tidak dikenakan
- pajak.

NJOPTKP ditetapkan setinggi-tingginya Rp’e 12.000.000,~ (dua belas juta rupiah) untuk
setiap wajib pajak.

Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh Kepala Kanwil
Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pendapat Pemda setempat.

P Apabila seorang wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka yang diberikan
NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang mempunyai nilai. jual paling besar.
Sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi dengan
NJOPTKDP.

(vi}Mekanisme Perhitungan dan Penilaian Objek PBEB
A. Pendekatan Penilaian
1. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach
o Pendekatan Data Pasar adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan-
cara membandingkan antara objek pajak yang sejenis dengan objek lain
yang telah diketahui harga pasaroya.
o Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah,
namun dapat juga dignnakan untuk menentukan NJOP bangunan

2. Pendekatan Biaya (Cost Approach)
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o Pendekaian Biaya adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan cara
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru
yang séjenis dikurangi dengan penyusutannya.

Umumnya, pendekatan biaya digunakan untuk menentukan NJOP

o
bangunan.
3. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

o Pendekatan Pendapatan adalah suatu metods penghitungan NJOP dengan
cara mengkapitalisasikan pendapatan satu Tahun dari objek pajak vang
bersangkutan.

o DBiasanya, pendekatan pendapatan. diterapkan untuk objek pajak yang
dibangun untuk menghasilkan pendapatan, seperti hotel, gedung
perkantoran yang disewakan, dsb.

o Pendekatan ini juga digunakan sebagai alat penguji terhadap nilai yang
dihasilkan pendekatan lainnya.

(vi)Cara Penilaian
1. Penilaian Massal (Mass Appraissal)

o NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang
terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).
o NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan
(DBKB).
o Perbitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan komputer
{Computer Assisted Valuation/CAV)
2. Penilaian Individual (fndividual Approissal)

o Objek pajak bumi yang nilainya di atas Rp 3.200.000 meter persegi.
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Objek pajak bangunan yang nilaihya di atas Rp 1.366.000 meter perségi,
Objek pajak yang nilai jualnya Rp 500.000.000 atan lebih,

Objek pajak tertentn, séperti rumah mewah, p(}mpa' bensin, jalan tol,
lapangan golf, objek rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan,

(vili)Kebijakan Penerbitan STP

Penerbitan STP dilakukan secara selektif, dan tidak didahului dengan pererbitan
S.urait Teguran,

Setelah Wajib Pajak menerima STP, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan atau
Surat Ketetapan Pajak, yang merupakan dasar penerbitan STP tersebut, tidak lagi
dianggap sebagai dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Jatuh tempo STP berdasarkan Undang-Undang PBB adalah 1 (satu) bulan sejak

tanggal diterimanya STP oleh Wajib Pajak.

(ix)Pengurangan PBRB

Hal hal yang yang diperbolehkan sebagai pengufangan PBB

Pasal 19 UU PBB ; KMK 362/KMK.04/1999; KEP - 10/PJ.6/1999

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada
hubungannya dengan Subyek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya,
yaitu:

a. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang

hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atan dimanfaatkan oleh

Wajib Pajak Orang Pribadi;
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Obiek Pajak yaag dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak
Orang Pribaci yang bezpmghaﬁiag rendah yang nilat jualnya meningkat akibat
adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan:

Objek Pajak yang dimiliki/dikuasai dan atau dirmanfaatkan oleh Wajib Pajak
Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal deri pensiunan,
sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;

Objek Pajak yang dimiliki/dikuasai dan atac dimanfaatkan oleh Wajib Pajak
Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nva sniit
dipenuhi;

Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak
veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk
Jjanda/dudanya;

Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak
Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang

Tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perpajakan.

(2) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam (seperti

gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus) dan sebab-sebab lain yang

luar biasa seperti kebakaran, kekeringan (puso).

{3) Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela

kemerdekaan, termasuk janda/dudanya.

(x) Besaran pengnrangan yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak

Penjelasar Pasal 19 ayat (1) UU PBR; KMK-362/KMK.04/1999, KEP - 10/PJ.6/1999

{1) Setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh Ilima persen) dari besarnva paj.ak terutang, dan

ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan Wajib

85



Pajak untuk WP Orang Pribadi atau Badan karena kondisi tertentu i(Jabje}f( pajak vang
ads hubungannya dengan subjck pajak dan atay karena sebab-sebab tertent lainnya.
(2) Sampal dengan 100 % (seratus persen) dari besarnﬁfﬁ. pajak terutang untuk WP
Orang Pribadi atau Badan dalam ha! objek pajak terkena bencana alam atau sebab-

sehab lain yanyg luar hiagg.

(3) Untuk WP anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela
kemerdekaan ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak
terutang.

(xi)Tata cara pengajuan permohonan pengurangan PBB

KMEK 362/KMK.04/1999; KEP - 10/PJ.6/1999

a. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor

Pelayanan PBB
b. Menyebutkan prosentase penguran'gan yang diminta.

c. Dilakukan dengan ketentuan :

(2) Untuk ketetapan PBB s/d Rp100.000 dapat dizjukan secara perseorangan
atau kolektif melalni Pemda setempat (Kepala Desa/Lurah dan diketahui
Camat) dengan formulir yang telah ditentukan.

(b) Untuk ketetapan PBB di atas Rp100.000 harus diajukan oleh WP yang

bersangkutan.

(¢} Permohonan pengurangan yang diajukan oleh WP atau melalui Pemda
setempat (Kepala Desa/Lurah) selanjutnya diberikan tanda terima bemp_a

Formulir Pelayanan Wajib Pajak dan menata nsahakannva.
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Permohonan diajukan sc-iambaz—iambamya 3 {tiga) bulan térhitung

a. Sejak tanggal diterimanya SPPT/SKP; atent

b. Sejak tegjadinya bencana alam atay sebab-sebab lain yan g luar biasa.
Permohcnar: pengurangan PBB dapat diajukan secara perseorangan atau
kolektif,dan Permohonan pengurangan PRB untuk wajib pajak badan.

Apabi%a batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonannya
tidek diproses, dan Kf;pala Kantor Pelayanan PBB yang bersangkutan harus

memberitahukan secara tertulis kepada WP/Kepala Desa/ Lurah, diserta:

penjelasan seperlunya.

Bentuk Keputusan atas permohonan pengurangan PBB

Surat Keputusan dapat berupa :

() Mengabulkan seluruh permohonan atau;
(b) Mengabulkan sebagian atau;
(c) Menambah jumlah pajak yang terutang

(d) Menolak.

(zii) Klasifikasi, Penggolongan, dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan

Kelompok: A
Kelas | Penggolongan Nilai Jual Bangunan (Rp/M2) Ketentuan Nilai Jual
Bumi (Rp/M2)
1. > 1.034.000 s/d 1.366.000 1.200.000
2. > 602.000 s/d 1.034.000 968.000
3. > 744,000 s/d 902.000 823.000
41> 1556.000 s/d | 744.000 700.000
5. > 534.600 s/d 656.000 505000
6. > 476.000 s/d i 534.000 505.000
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429.000 ]

|

N A X T T8 ] 476.000
- Lg( > 348.000 Jd | 382.000 363.000
B R B vd | 348.000 310,060
TS 256000 Sd [ 271000 354,000
T[> 134.000 Sd ] 256.000 275.000
7 TS 188000 S | 194000 191,000
T > 136,060 sd | 188.000 162.000
a5 128000 Sd " T136.000 132.000
M5 > 1040600 S T 138,000 TT6.000
6| >92.000 s’d | 104.000 53,000
T ST 000 S| 92.000 83000
3> 88.000 4 [74.000 71.000
9 |>352.000 s’d | 63.000 60000
20 | = 52.000 | ﬁ 50.000

!

(xiif) Klasifikasi, Penggolongan, dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan

Kelompok:B
Kelas Penggé]ongan Nilai Jual Bangunan (Rp/M2) Ketentuan Nilai Jual
| Bumi (Rp/M2)

I > 14.700.000 s/d 15.800.000 15.250.000

) > 13 600,000 sid 14.700.000 14.150.000

3 > 12.550.000 s/d 13.600.000 13.075.000

4 > 11.550.000 s/d 12.550.000 12.650.000

5 > 10.600.000 sid 11.550.000 11.075.000

5 =75.700.000 sd | 10.600.000 10.150.000
7 > 8.850.000 s/d | 9.700.000 9.275.000

5 > §.050.000 s/d 8.850.000 8.450.000

e
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r" [ > 7.300.060 [d 5050000 ll 7

8 | > 6.600.000 sid 7.300.000 6,950,000
L;’” [ > 5.850.000 s/d | 6.600.000 6.225.600
2 > 5.150.000 s/d | 5.850.000 | 5.500.000
3 > 4.500.000 sid ] 5.150.600 | 4.825.000
jz* > 3.900.000 s/d | 4.500.000 4.200.000
15 |>3.350.000 s/d | 3.900.000 3.625.000
16 | >2.856.000 sid | 3.350.000 3.100.000
17 | >2.400.000 s/d 2.850.000 2.625.000
18 |>2.000.000 s/d | 2.400.000 2.200.000
9[> 1.666.000 o/d [ 2.000.000 1.833.000
20 |>1.366.000 s/d | 1.666.000 1.516.000

(xiv) Kiasifikasi, Penggolongan, dan Usaha Bidang Perkebunarn Berdasarkan

Keputusan Dirjend Pajak, Nomor: KEP - 16/P).6/1998 Jo SE - 21/PJ.6/1999

A, Bumi

. Tanah produktif adalah tanah yang sudah ditanami dengan komoditas
perkebunan. Nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual obyek pajak tanah di

sekitarnya/disekelilingnya yang sejenis ditambah dengan 100 % (seratus persen)

Standar Investasi Tanaman.

2. Tanah belum produktif adalah tanah yang dapat menghasilkan tetapi belum

dimanfaatkan, yang meliputi :
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(a) Tanal yang Eidak/‘aeﬁuin ditanami, yaitl;s tanah yang dapat menghasilkan
komoditas perkebunan, tetapi tidak/belum dimanfaatkan, seperfi tanmah
cadangan, tanah bero dan tanah persiapan tanaman.

(v) Tanah yang belum menghasilkan, yaitu tanah yang sudah ditanami komoditas
perkebunan tetapi belum menghasitkan, seperti - tanah pembibitan/peremajaan
dan tanah yang sudah ditanami komoditas perkebunan.

1. Tanah tidak produk#if adalah tanah yang tidak dapat ditanami seperti tanah
rawa, tanah cadas, tanah garapan, _img dan tanah lainnva yang tidak dapat
dimanfaatkan oleh perkebunan.

2. Tanah empiasemen, yaitu tanah yang di atasnya terdapat bangunan-bangunan
dan pekarangan,

B. Bangunan

]. Bangunan, termasuk jalan lingkungan yang dipergunakan cleh persecrangan
dan atau badan,

2. Ruang pendingin, pabrik dan lain-lain.

(xv) Klasifikasi, Penggolongan, dan Usaha Bidang Kehutanan

A. Bumi (8E-23/P.J.6/19%9)

= Tanah Produktif adalah tanah yang sudzh menghasilkan komoditas perhutanan
yang berupa kayu tebangan, rotan, damar dan komoditas perhutanan lainnya.

» Tanah belum produktif adalah tanah yang dapat menghasilkan dan sewaktu-
waktu akan menghasitkan yang meliputi :

Tanah hutan Non Blok Tebangan.

Tanah hwtan Non Blok Tebangan yang dibudidayakan dengan tanaman seperti
sonokeling, jati, kayu manis dan lainnya.
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1 Tl 12 oA
Tanah hutan non Blok Tebangan yang ditanami dengan tanaman industri (Hutan

tanaman Industr/HTI).

Tanah tidak produktif adalah areal vang tidak ada teg&'g( annya. sepert gamh'
rawa, hutan payau, hutan yang digunakan pihak ketiga, waduk.danau, dan
lainnya.

Tanah emplasemen, yaitu tanah yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan
dan pekarangan.

Hasil bersih seTahun adalah pendapatan kotor dari hasil penjualan kavu bulat
satu Tahun dikurangi dengan biaya eksploitasinya.

Pendapatan kotor adalah total hasil produksi dalam Tahun pajak sebehumnya
dikalikan dengan harga pasar kayu bulat dari Tahun pajak berjalan sebagaimana

harga pasar per 1 Januari.

Bangunan

Bangunan, termasuk jalan lingkungan yang dipergunakan Qieh persecrangan
dan atau badan, nilai jualnya ditentukan berdasarkan kiasifikasi scbagaimana
tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Sito, Kolang dan lain sebagainya, nilai jualnya ditentukan sesuai keadaan obyek
pajak pada saat penilaian dilakukan

Klasifikasi, Penggolongan, dan Usaha Bidang Pertambangan: SE -

25/PJ.6/1999; SE - 24/PJ.6/199%

(xvi) Jenis-Jenis Tanah Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

A. Tanah Pertambangan Minayk dan Gas Bumi

Tanah produktif ; adalah bumi yang dimanfaatkan untuk usaha penambangan

Minyak dan Gas Bumi dalam tahap eksploitasi/penambangan. Nifaj jualnya
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ditetapkan sebesar nilai kapitalisasi obyek paiak yaitu 9,5 x hasil brute dalam

satu Tabun sebelum Tahun pajak yang bersangkutan.

Tapnah belum produktif, meliputi :
o Tanab/perairan untuk penyelidikan/eksplorasi, yaitu tanal/perairan yang sedang
atau akan dilakukan penelitian dalam usaha penambangan, yaitu terdiri dari
- daratan (on shore). - perairan (off shore),
Bumi yang dimanfaatkan unmk penambangan Minyak dan Gas Bumi dalam
tahap eksploitasi/penambangan tetapi belum dilaksanakan penambangannya
{tanah Non Producing Open), dan tanah/perairan yang telah selesai ditambang
dan untuk sementara ditinggalkan atau tutup {non Producing Plug/abandon)
» Perairan yang dimanfaatkan untuk tujuan yang sama.
Tanah tidak produktif, meliputi :
Tanah emplasemen, yaitu tanah vang diatas_nya terdapat bangunan-bangunan dan
pekarangan, nilai jualnya ditentukan berdasarkan klasiﬁkési yang ditetapkan oleh
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Jenis-jenis tanah pertambangan energi panas dan bumi
B. Pertambangan Energi Panas Bumi
» Tanah produktif, adalah bumi yang dimanfaatkan pada tahap
eksploitasi/penambangan, nilai jualnya ditetapkan sama dengan nilai kapitalisasi
obyek pajak yaitu 9,5 kali harga jual hasil tambang di mulut tambang (ROM)

dalam satu Tahun sebelum Tahun pajak yang bersangkutan.
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o Tanah belum produkiif, rheiiput.i :
Tanah yang dikuasar dan atau dimanfaatkan dalam tahap kegiatan penrambangan
terdirt dari: |
Tanah/perairan Penyelidikan umum, yaita areal di dalam Wilayah Kuasa
Pertambangan {WKXP) yang akan/sedang dilaksanakan penyelidikan secara
geologi urum atau geofisika di daratan, perairan atau dari udara.
Tanab/perairan Eksploitasi, yait: tanab/perairan di dalam Wilayah Kuasa
Pertambangan (WKP). vang diperkirakan mengandung bahan galian dan
karenanya perlu diteliti/diselidiki secara geologi pertambangan guna
menetapkan lebih teliti/seksama jumlah cadangan, kadar, dan sifat bahan
galian,
Tanah/perairan fasilitas eksploitasi, Xaitu tanah/perairan yang dipergunakan
untuk membangun saranad an prasarana-yang berhubungan langsung dengan
kegiatan penambangan.
Bumi yang dipergunakan untuk cadangan tarnl;aang, yaitu Bumi yang selesai
dieksploitasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang.
‘Tanah tidak preduktif, meliputi :

(i) Tanah Kosong (tidak termasuk tanah kosong yang dilakukan penyelidikan
umum, cksplorasi, penambangan, tanah pengamanan dan tanah
emplasemen).

(ii) Tanah pengamanan, yaite tanah vyang disediakan/berfungsi untuk
pengamanarn;

(iii) Tanah emplasemen, yaitu tanah yang diatasnya terdapat bangunanbangunan

dan pekarangan.
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C. Bangihan
{, Bangunan, termasuk jalan lingkungan yang dipergunakan oleh serssorangan dan
atau badan.
2. Silo, Kilang dan Jain sebagainya.
{xvil) Klasifiliasi, Penggolongan, Dan Usaka Bidang Periksnan Den Peternakan

SE - 22/PJ.6/1999

A, Bumi

» Tanab/Perairan yang dipergunakan -untuk usaha bidang Perikanan meliput

perikanan laut, perikanan darat, tambak, dan budidaya mutiara, terdiri dar -

Untuk usaha bidang Perikanan Laut seperti : bagan, jermal, dan tangkul.

I

= Untuk usaha bidang Perikanan Darat.

li

Untuk usaha bidang Tambak.,
= Untuk usaha bidang Budidaya Mutiara.

+ Tanah emplasemen, yaitu tanah yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan dan
pekarangan.

8. Bangunan
I. Bangunan, termasuk jalan lingkungan yang dipergunakan oleh perseorangan dan

atau badan, nilai jualnya ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum

Keputusan Menteri Keuangan.

2. Silo, Kilang dan lain sebagainya, nilai jualnya ditentukan sesuai keadaan obyek -

pajak pada saat penilaian dilakukan.
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| Subjek Pajak Bumi dan Banguosn (PBR) :
Subjek pajak adafah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

. Mempunyai suat hak atas bumi, dan/atay ;
Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau ;
Memiliki bangunan, dan/atau ;

Memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Banguaan (PBB) :

Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah “nilai
jual objek pajak (NJOP).” NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak
tertentu dapat djtetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah. Penetapan besarnya

NJOP dilakukan oleh kepala daerah.

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk NJOP sampai dengan

Rp.1.000.000.000,- (sate miliyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen)

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaanp dan perkotaan untuk NJOP diatas

Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen)
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Poln
coptoh: Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa :

perﬁimmgan pajak terhutang PBB:

Tanzh seluas 800 m? dengan harga jual Rp.300.000,- /m’
. Bangunan seluas 400 m* dengan nilai jual Rp.356.000,- /m?
. Taman seluas 200 m’ dengan nilai jual Rp.50.000,- /m?

Besarnya pajak pokok yang terhutang adalah sebagai berikut -

I

2.

NIOP Bumu
800 x Rp.300.000 = Rp.
NIOP Banguan :
a. Rumah dan garasi

400 x Rp.350.000 =Rp.
b, Taman

200 x Rp.50.000 = Rp.
¢c. Pagar

(126 x 1,5) x Rp. 175.000 =Rp.
Total NJOP Bangunan

JOPTKP = Rp.

Nilai jual banguman kena pajak
Nilail jual objek pajak =Rp.

Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam
peraturan daerah 0,2 %
PBB terhutang :

0,2 % x Rp. 411.500.000,- =Rp.

246.000.000

144.000.000
10.000.600

31.000.000
=TRp. 187.500.000

10.0060.000

=Rp. 171.500.000

411.560.060

823.000

Sistem pemungutan PBB yang digunakan Dispenda kota Banjarmasin

- Sistem Official Assessment

Sistem permumgutan pajak dimana didasarkan dokumen vang digunakan, yaitu Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). *Pemungutan dilakukan dengan cara
Dispenda menyerahkan SPPT dan SSPD ke kelurahan dan diserahkan kepada RT,
kemudian RT membagikan kepada Wajib Pajak, lalu wajib pajak vang
bersangkutan langsung membayar ke Dispenda, UPTD Kecamatan, ateu Bank

Kalsel (sumber kanior Kelurahan Sungai Mici Kecamatan Banjarmasin Utara).

26



*Masyarzkal akan banding apabila terjadi Yesalahan dag data perhitungan
Dispeada. *Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jawh tempo,

dikenakan sanks? sebagai berikut

- Denda administrasi 2 % perbulan dari jumlah pajak yang terhutang vang
tidak dibayar, dan

ditagih dengan STPD, dan dafam hal STPD tidak dilunasi, dilanjutkan
dengan surat paksa yang ditkuti dengan penyitaan dan pelelangan atas

kekayaan wajib pajak.

(8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHATB)

Objek Pajak ( Pasal 2 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 20069 )

(i) pengertian
Bea perolchan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak daerah yang dikenakan

atas perolehan hak atas tanah dan atau banguan yang selanjutnya disebut pajak.

(HObjek BPHATE
Yang menjadi objek pajak adalak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

a. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir a

meliputi:

1). Pemindahan hak karena :

a. jual beli;
b. tukar-menukar;
c. hibah:

d. hibah wasiat;

e.  warls;
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2). Pemberian hak baru karena :

b. Hak atas sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah :

(ii)Objek Pajak Yang Dikecnalikan
. Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tansh dan
adalah objek pajak yang diperoleh :

- perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal’

pembangunan guna kepentingan umuim ;
- badan atau perwakilan organisasi Internasional yang diterzpkan ol

- orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan LS .

1
2
3
4.
5
6

negara uniuk penyelenggaraan permetintahan dan atan unaik pelaks

f.  pemasvkan dalam perseroan atau badan hukum fainnya:

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

h.  penunjukkan pembeli dalam ielang; |

. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan imku}_ﬁ tetap;

1. penggabungan usaha;
k. peleburan usaha;
1. pemekaran usaha;

m, hadiab.

a. kelanjutan pelepasan hak;
b. diluar pelepasan hak.

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan,

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun;
hak pengelolaan.
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qdanya perubaian nama

_ karena wakaf

. karena wasisan !

. untuk digunakan kepentingan ibadah.

- Objek pajak yang diperoleh karena hibah wasiaf dan hak pengelolaan pengenaan

b, pajaknya diatur dengan Peraturan Pererintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 111

Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintzh Nomor 112 Tabun 2860

(iv)Subjek Pajak

a, Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas
tanah dan atau bangunan,

b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada butir a yang dikenakan kewajiban membayar
pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-und;mg ini.

(v)Tarif BPHATB

Tarif pajak Bea PHATB orang pribadi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen),

dikecualikan untuk waris, hibah wasiat dan pemberian hak baru ditetapkan sebesar

2,5 % (dua koma lima persen). Sedangkan tarif pajak Bea PHATB berbadan hukum unmuk

pemberian hak baru ditetapkan sebesar 5 % (lima persen). Tarif pajak Bea PHATB oran g

pribadi dan berbadan hukum untuk hak pengelolaan ditetapkan sebesar 2,5 % (dua koma

lima persen).

Pembayaran, Penetepan, Penagihan

- Setiap wajib pajak wajib membavar pajak yang terutang dengan menggunakan

SSPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
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Pajak yang teruiang dibayar ke kas daerah melalui Bank Pembanguna Daerah aizu
tarapat pembayaran lain vang ditunjuk oleh wali kota denga surat setoran BPHTB
Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terurangoyva palak wall kota menerbitkan
suraf ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan apabila berdasarken hasil
pemeriksaan atau keterangan lain yang ternyata jumiah pajak yang terutang kurang
bayar.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat keputusan BPHTE dan
bangunan kurang bayar ditambah dengan sanksi adminristrasi berupa denda sebesar
2 % sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung saat terhutangnya
pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan BPHTB dan bangunan kurang
bayar.
Dalam jangka waktn 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, SKPD yang
berwenang menerbitkan surat ketatapan BPHTB kurang bavar tambahan apabila
ditemukan data baru dan atan data yang semula belum terungkap vang
menyebabkan penambhan jumlah pajak yang terhutan setela diterbitkannya surat
ketetapan BPHTB kurang bayar.
Jumlah kekurangan pajak yamg terutang dalam surat keputusan BPHTB kurang
bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dan
Jjumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali wajib pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksazn.
- SKPD yang berwenang dapat menerbitkan surat tagihan BPHTB apabila :
» Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
¢ Dari hasil pemeriksaan surat setoran BPHTB terdapat kekurangan
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
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s Wajib pajak diksn&k&ﬁ sanksi administrasi berupa denda den atan bunga
Jumlah pajak yang terutang tidak ataﬁ kurang dibayar dalam surat tagihan BPHTE
ditambah sanksi administrast berupa denda sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu
paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.

Surat tagithan BPHTB mempunya kekuatan hukum sama dengan surat ketetapan

yasar Pengensan !

b.

c.

¥
b

' Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak.
Nilai perolehan obiek pajak yang dimaksud adaiak :

a. Jual beli adalah harga transaksi ;

Tukar menukar adalah nilai pasar ;
Hibah adalah nilai pasar ;

Hibah wasiat adalah nilai pasar ;
Waris adalah nilai pasar ;

Pemasukan dan perseroan atau badan hokum lainnya adalah nilai pasar :

. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar ;

. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunvai kekuatan hokum

tetap adalah nilai pasar ;

Pemberjan hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai
pasar ;

Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar ;
Penggabungan usaha adalah nilai pasar ;

Peleburan usaha adalah nilai pasar ;

Pemekaran usaha adalah nilai pasar ;
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» Wajib pajak dikenaken sanksi administrasi berupa denda dag atat bunga
Jumiah pajak y:—Lrﬁg terutang tidak - kurang dibayar dalam surat tagihan BPHTE
ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % sebulan untuk janglka waktu
paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.

Surat tagthan BPHTR mempunya kekuatan hukum sama dengan surat ketetapan

pajak.

pDasar Pengenaan :

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak.

2. Nilai perolehan objek pajak yang dimaksud adalah :

a,

b.

Jual beli adalah harga transaksi ;

Tukar menukar adalah nilai pasar ;

Hibah adalah nilai pasar ;

Hibah wastat adalah nilai pasar ;

Waris adalah nilai pasar ;

Pemasukaﬁ dan perseroan atau badan hokum lainnya adalah nilai pasar ;

Pemisahan bak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar ;

Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunvai kekuatan hokum
tetap adalah nilai pasar ;

Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai
pasar ;

Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar ;
Penggabungan usaha adalah nilai pasar ;

Peleburan usaha adalah nilai pasar ;

m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar ;
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Hadieh adalah nilai pasar ;

enunjukan pernbeli dalam lelang adalal herga transaksi dalam risalah lelang.

Apabila Nilai J.ual Obiek Paiak sebagaimana dimaksud diatas tidak diketahui atau
lebih rendah daripada Nilai Jua! Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak
vang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Apabila Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diatas
belwm ditetapkan, Menteri keuangan dapat menetapkan besarnya Nilai Jual Objek
Pajak Bumi dan Bangunan. |

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional setinggi-
tingginya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Pajak dikurangi
dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. |

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.

BPHTB = 5% x NPOPKP

{vi)Pembayaran

3. Surat Setoran BPHTB (SSB)

D). Merupakan alat untuk melakukan pembayaran/penyetoran BPHTB terutang dan

2).

alat untuk melaporkan data perolehan hak atas Tanah dan atau Bangunan.
Dibuat 4 (empat) rangkap : lembar ke-1 untuk WP, Lembar ke-2 unfuk

Bank/Kantor Pos Persepsi, lembar ke-3 untuk KPPBS melalui WP dan lembar ke-

4 untuk KPPBB melalui Bank/Kantor Pos Persepsi.

102



e L P T S 5 - g T b

T

. Penyampaian SSB ke KPPSB oleh Wajib Pajaic ditakukan dalam jangka wakm
paling lama 1 (sujuhy has! ssjak tanggal pembayaran atmun perolehan hak atas tanab
dan atau bangunan.,

Daiam hal WP dikenakan BPHTB 0%, KPPBB menerbitkan Surat Keterangan Bebas

(SXB) BPHTB.

Dalam hal BPHTE yang terutang nihil, Wajib Pajak tetap mengisi $SB dengan

keterangan nihit (358 rihil). SSB nihil cukup dikstahui oleh PPAT/Notaris/Kepala

Kantor lelang/Pejabat lelang/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. SSB

nikil lembar ke-2 dan ke-3 disampaikan ke KPPBB oleh Wajib Pajak.

BPHTB yang terutang harus dibayarkan sebelum :

'1). Akta pemindehan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh

PPAT/Notaris.

2). Risalah lelang untuk pembeli ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang Pejabat

Lelang.
3). Dilakukannya pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabﬁpaten Kota
dalam hal :

- Pembenan hak baru

- Pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim dan hibah wasiat.

{vii} Dasar Huknm

a. Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Tentang Bea Perclehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

b. Keputisan Menteri Keunangan Nomor 631/KMIK, 04/1997 tentang Penunjukkan Tempat

dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna.d :

C. Keputusan Dirckrur Jenderal Pajak Nomor KEP - 21/PJ.6/1997 tentang Petumjuk

RUES
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Pelaksanaar Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban sunan dag Bentuk seria
Fungsi Surat .Setoz'ap_ Bea Ferolehan Hak atas Tanah dan Bangunan {338} ;
siffPenctapen Dan Penagihan

Wajib Pajak membayar pajak yang terhutang dengen tidak mendasarkan kepada adanya
surat ketetapan pajak.

Pajak yang terhutang dibayar di Bank Persensi atau Kantor Pos dan Giro atau tempat
pembayaran lain yang ditunjuk olek Menteri,

Dalam jangka waktu 5 (Jima) Tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Direkeur Jenderzl
Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kuréng Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternvata

jumlah pajak yang terhutang kurang dibayar .

. Jumiah kekurangan pajak yang tethutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud di atas ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu
paling lama 4 (dva puluh empat) bulan, dihitung mulat saat terhuiaﬁgnya pajak sampai
dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kurang Bayar .

- Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Direktur Jenderal

Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atay data yang semula belurn
ierungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah

diterbitkanmya Surat Ketetapen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguran Kurang

Bayar.
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' 6 pmlah kekurangan paiak terhutang dslam Surat Keteiapan Bea Perolehar Hak atas

Tanah dag Bangunan Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud di atas ditambah
dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
jekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan seadiri sebelum dilakukan

fndakan pemeriksaan .

1, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Suvrat Tagikan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan apabila:

- pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar :

- dari hasil pemeriksaan Surai Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung

- Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

Jumlah pajak yang terhutang yang tidak atan kurang dibayar dalam Surat Tagihan Bea

Perolehan Hak atas Tanzh dan Bangunan sebagaimana dimaksud di atas ditambah sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling

lama 24 (dua puluh émpat) bulan sejak saat tethutangnya pajak.

. Pajak yang terbutang berdasarkan Surat Ketetapan Bea Perolehan FHak atas Tanah dan

Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan gangunan
Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
dan Surat Keputusan dan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan manpun Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh W ajib Pajak.

5. Jika tidak atau kurang dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
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 pasel 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanal

Bapguhail.

. Keputusan Menteri Kevnangan Nomor 632/ KME.04/1997 tentang Pemberian Pengurangan
perclehan Hah atas Tanah dan Bangunan.

Keputusan Dirjen Pajak Nornor KEP - 23/PJ.6/1997 tentang Tata Cara Pemberian Pengura
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Keputusan Dirjen Pajak Nomer KEP - 22/P16/1997 tentang Tata Cara Pengajuan

Penyelesaian Keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanrya kepada Dirjen Pajak atas : SKBKB,
SKBKBT, SKBLB dan SKBN.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah
pajak yang terhutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan -alasan yang
jelas,

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan serak tanggal

diterimanya surat ketetapan, kecuall apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi syarat tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan,

Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak
yang ditanjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melaluj pos tercatat

menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
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_Apabiia diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal
pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan

Pajak.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan

penagihan pajak.
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka wakt: paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tangpgal

Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan vang diajukan.

Sebelum Surat Keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyam paikan alasan tambahan

atau penjelasan tertulis.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan selurubnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumiah pajak yang terhutang .

Apabita jangké. waktu sebagaimana dimaksud dimuka telah lewat dan Direktur Jenderal
Pajak tidek memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebur dianggap
dikabulkan.

{x) Pengurangan

Dasar Hoknw :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/ KMIK.03/2004

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.03/2002

- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 08/P1./1999

. - Keputusan Ditjen Pajak Nomor KEP - 221/PJ./2002
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{ﬁ};{nndégi yaag dapat menysbabkan WF mempercleh Peugurangan BPHATH
AAL2S Permobhonan Wajib Pajak
Sesusi permehonan WP dapat diberikan pengurangan BPIATE uatuk kondisi -
1. Kondisi wajib pajak yang berhubungan dengan objek pajak :
2) Tanah dan/ atau bangunan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi melalui program
pemerintah dan wajib pajak tersebut tidak memiliki kemampuan secara ekonomis,
h)Wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah
menguasat tanah dan bangunan secara fisik lebih dari 20 Tahun, yang dibuktikan
dengan surat pernyataan wajib pajak dan keterangan dari Pejabat Pemnda setempat.
¢)Tanah dan/ atau bangunan Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana serta Rumah
Sangat Sederhana yang diperoleh langsung wajib pajak orang pribadi dari pengembang
dan dibayar secara angsuran,
d)Wajib Pajak Orang Pribadi vang menerima hibah dar ke]uérga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas dan ke bawah.
2.Kondijst wajib pajak karena sebab-sebab tertentu :
a)Tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari hasil ganti rugl pemerintah yang nilai
ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak.
bjTanah dan/atau bangunan yang diperoleh sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan
pemerintah untuk kepentingan umum berdasarkan persyaratan tertentu.
©)Wajib pajak Badan yang melakukan restrukturisasi utang dan usaha akibat krisis
moneter.
OTanah yang dipercleh Bank Mandiri dari Bank Bumi Daya, Bark Dagang Negara,
Bank Pembangunan Indenesia, dan Bank Ekspor Impor dalam rangka penggabungan

Usaha,
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o W3 ib pajak yang melakukan penggabungan atau peieburan usaha, dengan aisu tanpa
Lxuidasi dan izlah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan nifai buku dalam
rangks penggabungan atau peleburan usaha.

f) Tanah dan/atau bangunen tldak berfungsi lagi seperti semula dlsebabkan bencana alam
atau sebab lainnya vang terjadi dafam jangka wakt: 3 bulan sejak penanda tanganan
akta.

gjTanah dar/ atau bangunan rumah dinas permerintah yang dibeli oleh veteran, PNS, TNI,
PCLRI, Penstunan PNS, Purnawirawan TNI, Pumawirawan POLRI, atau
janda/dudanya.

nyWajib Pajak Badan Korps Pegawai RI (KORPRI) yang mempe;oleh hak atas tanah
dan/aten bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS.

i) Wajib pajak badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang
memperofeh hak atas tanah dan/bangunan vang berasal dari perusahaan induknva
selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuragsi dan Perusahaan

| Reasuransi.

3.Tanah dan atau bangunan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang tidak di gunakan

untuk mencari keuntungan.”

(xi)Besaran pengurang BPHTB

B.Besaran nilaia pengurangan BPHTB:

. L. 8ebesar 25% untuk wajib pajak yang termasuk dalam huruf A angka lc.

2. Sehesar 50% untuk wajib pajak yang termasuk dalam huruf A angka [b dan 14, 2a, 2b,

Ze, 2f dan 2i serta angka 3.

3. Sebesar 759 untuk wajib pajak yang termasuk dalam huruf A angka 1a, angka 2¢, 2f.
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A gabesér 10% untuk wajib pajaic },ﬁg tzrmasuk delars huruf A angks 2d dan 2.
(i gysrai-Syarat Permehonan Peaguraogsn
C. Syarat-syarat permoLionan pengurangan
1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan vang jelas,

disertal dengan lampiran-lampiran :

.Fotokopi lembar ke-1 S8B;

Fotokopt SPPT PBB untuk Tahunna terstangnya BPHTB;_

-Fotokopt Alda atau dokuﬁlen lain;

-Fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lain;

-Surat keterangan lurah;

-Fotokopi Akta penggabungan usaha;

-Dokunmen lain yang harus d'ipenuhj berdasarkan peraturan perundang-undangan

vang berlaku

2.Digjukan dalam jangka wakti paling lambat 3 bulan sgjak pembayaran.

(xiv)Tanda Bukti Penerimaan Surat Keberatan

D. Tanda bukti penerimaan Surat Xeberatan berupa :
I.I Tanda terima dari KP PBB.
2. Tanda pengiriman melalui pos tercatat dan sejenisnya.
Penyelesaian permohonan pengurangan di KPPBB:
E. Penyelesaian permohonan pengurangan di KPPBB :
I.Kewsjiban dan wewenang kepala KPPBB atas permohonan pengurangan :
-Melakukan pemeriksaan sederhana yang dituangkan dalam berita acara hasi)

pemeriksaan,
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Memberikan keputusan dalam jangka wakiu paling lama 3 bulan scjak
diterimanya permohonan sepanjarg BPHTB yang terhuiang sebagaimana

dimaksud dalam huruf A angka 1, angka 2 huruf a, b, { dan g dan angka 3 tidak

lebihk dart Rp 2.506.000.000,- (dvua milyar lima ratus juta rupiah),

-Meneruskan ke Kanwil DJP dalam jangka wakt: 14 (empat belas) hari sejak
’ tanggal diterimanya Surat Permchonan apabila BPHTB terhutang sebesar Rp
2.500.000.000,- (dua milyar lima rafus juta mpiah) s/d Rp 5.000.000.000.-
(lima milyar rupiah) karena merupakan wewenang kepala Kanwll DJP untuk
menerbitkan Surat Keputusan.
-Meneruskan ke Dirjen Pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak
tanggal diterimanya Swrat. Permohonan apabila BPHTB lebih besar dari Rp
5.000.000.000.~ (lima milyar rupiab) karena fnerupakan wewenang Dirjen Pajak

untuk menerbitkan Surat Keputusan.

e AL R S

2.Kepala Kanwil DJP harus memberikan keputusan pengurangan BPHTB dalam
jangka waktu 3 {tiga) bulan dan dalam jangka waktu § (enam) bulan untuk Dirjen
Pajak sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

3.Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan atau menolak.

4.Apabila dalam jangka yang telah ditentukan, Kepala KPPBRB, Kepala Kanwil
DJP dan Digen Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan
pengurangan dianggap dikabulkan.

(xv)Pembagian Hasil Penerimaan Pajak

A. Dasar Hukum
8. Pasal 23 Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Peraturaan Pemerintah Nomor 115 Tzhun 2000 Tentang Pembagian fasi] Penerimaan
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Bea Perolehan Hak atzs Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah: _ -

Kepiusan Menteri Keuangan Momor 634/KMK.04/1997 tentang Penggunaan Hasil

Pencrimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat.
d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1997 Tentang Pembagian Hasii
Penerimaan Bea Peroiehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah.

3 . Keputusan Menteri Kevangas Nomor 639/KM¥.04/1997 tentang Pelimpahan

Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan.
f. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Anggaran

AT ST ey e

MNomor 26/PJ.6/1997 dan 6399a/A.6/61/1997 .

B. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak

. Hasi! Penerimaan pajak merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan 80% (delapan puluh persen) untuk
Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah.

20% Bagian Penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

r  sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat il

- Imbangan Pembagian Hasi] Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

{xvi)Ketentuan Bagi Pejabat

A, Dasar Hukum
& Pasal 24 25 dan 26 Undang-Undang tentang BPHTB.

b. Perararan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan
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pesolehan Hak ates Tansh dan stau Bangunan,

Keputusae bersama Dirjen Fajak dan Diden Anggarun Nomor KEP-26/PJ.6/1597 dan
£399a/A.6/61/1597 tentang Tatzcara Pzmbayaran/Penystoran, Pemindzh Bukuen
Penerimaan, dan Pembagian Hasil Penerimasn Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan

Keputusan bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Anggaran Nomor KEP-27/P1.6/1997 dan
5390b/A.6/61/1997 tentang Pemmnjuk Pelaksanaan Penghitungan dan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

Keputusan bersama Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan Dirjen Pajak
Nomor KEP-27/PN/1997 dan KEP-28/PJ.6/1997 tentang Laporan Bulanan Pembuatan
Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang .

B. Ketentuan Bagi Pejabat

1. Sebelum menyerahkan Bukti Pembayaran Pajak :

- Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris tidak dapat menandatangani Akta Pemindahan

Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

- Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang tidak dapat menandatangani Risalah Lelang
Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, |
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya tidak dapat melakukan
pendaftaran hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah, |
2. Pelaporan Perolchan Hak atas Tanah dan atan Bagunan dilaporkan oleh PPAT / Notaris,
Kepala Kantor Lelang I Pejabat Lelang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /
Kotamadya Kepada KXPPBB yang meliputi letek tanah dan alau bangunan paling lambat’

tanggal 10 bulan berikutnya.
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patarm hal terjadi peroiehian hak afas tanak karena pemberian hak barn Kepala Kantor
pertanshan Kabupaten / Kota membedizhukan perolehan hak ates tanah daa aten
pangunan kepada KPPBB yang meliputi l=tak tanah dan ataw bangunan paling Jambat
janggal 10 buian berikutnya.

Laporan gtau pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat

1

nomor dan tanpgal akta, Risalah Lelang atau surat keputusan pemberian hak atas tanah,
stats halg, fetak tanah dan atau bangunan, lnas ianak, luas bangunan, nomor dan Tahun
SPPT PBB, NJOP, harga transaksi atau nilal pasar, nama dan alamat pihak ke-3 yang
mengalihkan dan yang memperoleh hak serta tanggal dan jumlah setoran.
C. Sanksi Bagi Pejabat
- PPAT / Notaris dan Kepala Kantor Lelang dikenakan sanksi sebesar Rp. 5.000.000.-
untuk setiap pelanggaran dan sebesar Rp. IOG.OOG.-' untuk setiap laporan,
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten I Kotamadva dikenakan sanksi menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ( Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ).

(xvii)Sistern pemungutan BPHTB yang digunakan Dispenda kota Banjarmasin

- Sistem Self Assessment

Sistem pemungutan pajak dimana didasarkan cara wajib pajak menghitung,
membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah terutang. Dokumen yang
digunakan adalah surat pemberitahuan pajak dacrah (SPTPD).

Bila ada keberatan/banding. Dari pihak dispendalah yang mengaku keberatan,
karera nilai dan objek pajak sering berbeda dari notaris. Kalau keberatan bersifat
permanen, dan waktu penyelesaiannya 12 bulan. Kalau pengurangan sifatnya harus
diajukan setiap tahun, waktu penyelesaiannya 3 bulan.

Pemeriksaan dari Dispenda dilakukan apabila data dianggap mencurigakan.
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*Motaris yang ketahuan melakukan tindak keourangan akan dikenakan dends

berupa uang sebesar R, 7.500.000,-

Potensi data transsksi BPHTBE menjadi peralihar hak, hibah, waris dan jual beli,

Pola perhifungan BPHTE yang terhutang

Contoh :

Waiib pajaik A mempunyai objek pajak berupa

. " . " .
Tanah seluas §90 m~ dengan harga jual Rp. 128.000,-/m®

Besamnya pokok pajak adalah sebagai berikut ;

NIOP PBB / m’

850 x Rp. 128.000

NJIOP PBB

Harga Transaksi/Nilai Pasar
Contoh Pola Perhitungan BPHTB

I.- Nilat perolehan objek pajak (NPOP)
pada bagian NJOP dan Harga Trams
140.000.000,-

= Rp. 113.920,000,-
= Rp. 113.920.000,-
= Rp. 140.000.000,-

memperhatikan nilai
aksi/Nilai Pasar

2. Nilai perolehan pajak tidak kena pajak (NPOPTKP)

60.000.000.-
3. Nila perolehan objek pajak kena paj
£0.000.000,-

4. BeaPerolehan Ha katas Tanah dan Bangunan yang terutang

Rp. 80.000.000 x 5 %
4.000.0000,-
Jadi, Junlah pembayaran Rp. 4.000.000,-

Terbilang Empat Juta Rupiah.

Contoh Data dari Notaris

ak (NPOPKP)

Rp.

Rp.

Cara menghitung BPHTB yang di berlakukan di Kantor Notaris H R, SH adalah sebagai

berikus ;

Nilai transaksi — Rp. 60.000.000,-x 5 %

Cara pembayaran BPHATB ada 2, yaitu
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Waiib paiax langsung membayar sendini ke Dispenda Kota Banjnrmasin

wajib pjok menyerahkan kepeda pihak Notaris, kemudian pihak Notaris yang

melakikan pembayaran pajak ke Dispenda Kota Banjarmasin.
persyaratan teknis yang di berlakuken di Kanter Notaris ... adalah sebagai berikut ;

Foto copy KTP : Pas Foto: Kwitansi PB3 yang terbaru : Sertitika

(9P ajak PEMETRRZATE Jalan Vs PRIV}
(i} Pengerﬁan
Pajak penerangan jalan (PPJ) merupakan pajak atas penggunaan tenaga
listrik, dengan ketentuart bahwa padawilayah tersebut tersedia fasilitas penerangan
© jalan, di mana terait kewajiban pembayarannya oleh pemerintah daerah. Untuk
dapat memungut pajak penerangan jalan, selain adanya potensi, juga adanya
dukungan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.
(iDDasar Hukum Pemungutan Pajak Pencrangan Jalan

Dasar hukam yang digunakan antara iain:

{13 UUJ Nomor34 Tahun 2000 sebagai Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997
Tentang Pajak Daerah dan Restribuéi Daerah;

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan;

(3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memungut Pajak Penerangan Jalan:

(4) Keputusan Bupati/walikota yang menganhir pajak Penerangan Jalan sebagai aturan
pelaksanaan  dari  Peraturan Daerah tentang pajak  Penerangan Jalan

Kabupaten/Kota.
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1

5)0bjek Pajak .Pezseraﬁgm Jaia'ﬁ.
Objek pajak penerangan jalan adalah pergpunaan tenaga listrik i wilayah daerah
yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar olsh pemerintah
Kabupaten/Kota. Penggunaan jasa PLN / peﬁgg:.maan tenaga listrik baik yang
disalurkan melalui PT. PLN (Persere} maupun bulan melalui PT. PLN (Persero).
(iv)Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Beberapa cbiek bukan pajak penerangan jaian:

(a) Penggunaan tenaga listnk oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

(b} Penggunaan tenaga listrik padatempat yang digunakan oleh Kedutaan,
Konsultan, Perwakilan Asing, dan Lembaga-Lembaga Internasional dengan
asas timbal balik (Keputusan Menteri Kel%angan)

{c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN depgan kapasitas
tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkast;

(d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur.dengan Peraturan Daerah, Seperti
penggunaan tenaga listrik padarumah ibadah, panti asuban dan sejenisnya.

{(v)Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Subjek pajak adalzh orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Subjek pajak adalah konsumen yang membayar karena menikmati Jasapenerangan

falan yang dilakukan oleh pengusaha penerangan jalan. Wajib pajak adafah orang

pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna listrik. Subjek pajak
adalah sama dengan wajib pajak, di mana orang atau badan yang menggtmakan.

tenaga listrik merupakan subjekpajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika
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fasifitas tenaga lisuik disediskan PLIN |, moka pernungul palak penerangan jalan

dilakukan oleh PT PLN {Persaro)

(vi)Dasar Pengenaan PPJU

- Adaizh milai jual tenaga listrik

Dalam hal tenaga Jistrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai Jual

3
o
ST

tenage listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan
pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening Lstrik

Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri. Nilai jual tenaga listrik dihitung
berdasarkan kapasitas tersedia. Tingkat penggumaan listrik, jangka waktu

pemakaian listrik, dan harga satnan listrik yang berlaku di wilayah kota

Banjarmasin,

- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, tarif PPJU ditetapkan
berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang dikalikan dengan prosentasi sebagai
benkut :

S (sosial) =35 %

R1 (Rumah Tangga)=35 %
R2 (Rumah Tangga) = 7 %
R3 (Ruamah Tangga) = 8 %
B (Bisnis) =8 %

I (Industri) =3 %

BT

. Penggolongan mengaju pada ketentuan yang berlaku pada PT.PLLN (Persero)

Tarif pajak penggunaan tenaga listrik vang berasal bukan dari PLN, tarif pajak
: PPIU ditetapkan 1,5 %

.

B3
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(vifjhiasa Pajak, Saat Pajak Terutnng dan Surat Pembevitabuan Pajak Deerali

Mviasa pajak adalah jangka weku yang lamanvya ! bulan

. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan listrik.

(‘,;ggﬁ‘aza cara pembayaran

Pembayaran pajzk difakukan df kas daerah atau tempat fain yang di tunjui olch

Walikota sesuat waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan
STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasi!
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jém atau
dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota

- Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus lunas.

(inYTata Cara Penagihan Pajak

- Surat teguran alau swrat peringatan atau surat izin lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak di keluarkan 7 hari sejak jatuh tempe
pembayaran
Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau
surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

- Apabila ada jumlah pajak yang masih barus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat
lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

- Pencrbitan surat paksa segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau

surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
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Apabila jumnlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu

2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitzhuan surat paksa segera menerbitkan sural

perintah melaksanakan penyitaas,

g
v
i
i
%
£

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga mehunasi ulang pajaknya,

S

setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanzan surat perintah mejaksanakan

penyiiaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada

S TR R R

kantor lelang Negara,

e ]

Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tangge!, jam, dan lempat
pelaksanaan lelang, jurusita memberitahukan dengan segera cara termulis Xepada
wajib pajak.

-~ Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan unmak pelaksanaan penagihan

pajak daerah ditetapkan oleh Walikota,
(x)Pajak Terntang

Tidak ada pola perhitungan untuk pajak terutang. Akan tetapi, dikenakan denda

dengan kelipatan scbesar Rp, 3.000,- perbulan. Misalnya : bulan pertama ]p.

AT

3000,~bulan kedua menjadi Rp. 6.000,- bulan ketiga menjadi Rp. 9.000,-

Selain denda administrasi berupa uang, pada bulan pertama dan kedua maka arus
listrik diputus. Apabila sampai dengan bulan ketiga masih terutang maka listrik
akan dicabnt.

(xi)Sanksi

Apabila melanggar ketentuan PLN berupa menggunakan listrik tanpa meteran dapat

dikenakan sanksi pidana.
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/ R1 |

> R2
R3 |

| Rekening Listrik

i
1
T
kS

Rp. PLN = 4900

| 550-500 = 50 kwh

‘\.‘

Contoh Pembayaran pajak FU dari PT. PLN {Persero) untuk Pembko

4900 X 10 % = 490

" Total Pajak

i
I
1
H

' Dispenda |
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 _ BAGIAN IV

ANALISIS SWOT PAJAK DAERAH
| J— _
Analisis SWOT dilakukan dengan menilai secara periodek kondisi lingkungan internal pajak
' Jaerah serta lingkungan ekstemalnya.  Analisisi atas kondisi lingkungan internal dan eksternal akan
5isaj’lkan. ke dalam informasi dari pendekatan analisis Kekuatan, .Kelemahan, Peluang dan Tantangan
| (SWOT), Informasi SWOT terkait pajak dacrah adalah sebagai dasar untuk menetapkan optimism dan
pesimisme nilal target pajak daerah yang ditetapkan. SWOT berisikan imformasi kualitatif dan
informast kuantitatif. Informasi SWOT analisys adalah sebagai Structured Decision Systems (SDSs)
N atan sistem pendukung keputusan berstruktfur, yang bermakna informasi yang disediakan dalam mode!
analisis ini menjadi sangat structural dan memdasar untuk melandasi kebarusan dalamn pilihan
' altemative keputusan perencanaan. Analisis SWOT mendasari atau sebagai Analisis bobot yang
' dikalikan dengan data potensi tahun anggaran akan menghasilkan nilai target pajak daerah TA yang
bersangkutan.
42. Dasar Amalisis SWOT

Analisis Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pengelolaan pajak daerah
menjadi bagian dari kebutmibhan akuntabilitas dan responsibilitas Pemerintah Daerah melahui
SKPD pengelolanya. Penerimaan pajak daerah merupakan aspek yang direncanakan, dan sesuai
perspektif dari suatu rencana selalu dapat diterima adanya realisasi di bawah atau di atas nilal
yang direncanakan. Suatu perencanaan ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek
yang dapat diterima berhubungan dengan efektifitas rencana yang ditetapkan, Aséek-aspek

tersebut dapat terdiri dari aspek internal (kelembagaan, teknis) yang melekat dalam analisis
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kekuatan dan kelemahan dari entitas pengeicla, dan dan aspek eksternal (Makro-ekonomi,
sosio, politik) sebagal bentuk tantangan dan peluang vang terkait entitas penge!oi&_.

Aspek internal (kelembagaan, teknis) adalah kekuatan dann kelemahan terkait
keberadaan fungsi peran serta kinerja institus semungut pajak daerzh. SKPD DISPENDA
sebagai coordinator pengelolaan pajak daerah memberlakukan suatu sistem dETm prosedur
pemungutan pajak yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik objek dan waiib pajak. Sistem
San prosedur meliputi: pendataan, penetapen, penagihan, dan pembayaran, keberatan dan
pengurangan, serta pengawasan. Pendataan merupakan aspek signifikan karena terkait data
potensi pajak daerah. Data potensi terkait tidak hanya dengan data penerimaan tahun
sebelumnya, tetapi juga terkait data “sensus™ potensi sebagai penilaian (assessment) potensi
pajak yang relevan. Data potensi yang relevan ini akan menjadi dasar bagi pengelola dalam
menggunakan sistem dan prosedur pemungutan yang lebih efektif. Lingkup penagihan yang
terkait dengan metode seif atau official assessment perlu ditetapkan secara substantive. Dasar
peraturan daerah menjadi acuén pemungutan pajak tanpa pengecualian, artinya pajak dipungut
sesuai regulasi dan perkecualian ditetapkan dalam regulasi di daerah sebagai modyfing power.

Sedangkan aspek eksternal terkait peluang dan tantangan dalam pengelolaan pajak
daefah yang dapat meliputi: pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat inflasi. Suatu
pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun didasarkan data pendapatan nasional /daerah.
Berdasarkan data tingkat pertumbuhan yang dicapal dapat dinilai tingkat keberhasilan
pengendalian ekonomi secara jangka pendek dan usaha pengembangannya dalam jangka
panjang. Pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan dengan meningkatnya barang dan jasa yang
diproduksi merupakan nilai tambah yang berkaitan dengan objek pajak daerah. Jumlah

penduduk dapat menjadi pendorong atau hambatan bagi perkembangan ekonomi. Pertambahan
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pcﬁduduk bermakna meningkatnya jumlah tenaga kerja. Produkiifitas tenaga  kega
menghasitkan barang dan jasa# yang meningkat, Pencusaha adalah penduduﬁ{, di mana
penambahan penduduk bermakna bertambahnya pengusaha. Hal inj terkait objek dan wajib
pajak dalam suatu Iingkungan. Hal sebaliknya terjadi jika pertambahan penduduk  tidak
sehanding dengan peningkatan factor-faktor produksi yang tersedia. Ketidakseimbangan ini
berdampak pada produktifitas marjinal penduduk rendah. Hal ini tidak terkait dengan potensi
pajek. Sementara aspek inflasi terkait kenaikan harga;haz'ga yang berlaku di suztu lingkungan.
Sumber inflasi : (1) tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-
perusabaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa jasa; (2) Pekerja diberbagai kegiatan
ckonomi menuntut kenaikan upah. Kenaikan upah berdampak pada kenaikan biaya produksi,
serta harga-harga barang yang meningkat. Pada posisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh
(full employment) masalah inflasi menjadi persoalan yang tak terpisahkan. Tingginya inflasi
mengurangi investasi produktif, menekan eksport dan menaikan import, yang memeprlambat
pertumbuhan ekonomi.

Secara umum terdapat aspek-apek yang “menjadi memberikan peluang bagi
peningkatan penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin adalah lokasi yang strategis dan
mudeh diakses oleh masyarakat, sosialisasi/promosi ke masyarakat, perbaikan/penambahan
sarana dan prasarana, kerjasama dengan berbagai pihak, dan peningkatan kondisi ekonomi.
Kemudian, untuk aspek-aspek yang menjadi penghambai penerimaan Pajak Daerah, antara
lain: anggaran untuk sosialisasi/promosi yang terbatas, sistem pengawasan Pajak Daerah
kurang optimal, ketersediaan SDM yang kompetensi, profesional relatif kurang, darin sisi
objek pajak terkait diversifikasi jasa/produk yang relatif sedikit mengacu pertumbuhan unit

Usaha, adanya rencana kenaikan tarif terbentur pada Perda yang berlaku, pemanfaatan sarana
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dan prasarara belum bisa dioptimalkan, daya beli masyarakat refatif masih rendah, proses
prgduksi terpengaruh  oich kom_iési cuaca/iklim dan padat karya, keiersediaan input produksi
yang terbatas dan kesadaran masysrakat dalam pemenuhan perizinan refatif masih rendah. Dari
—.sisi.keperilakuan masil terjadi masih belum tingginya tingkat kesadaran kesediaan.melakukan
self assessment yang transparan, res;xmsiblc, dan akuntabel.

Dalam pembanasan ini akan dideskripsikan peluang dan hambatan yang berpengaruh
terhacap kinerja pengelolaan Pajak Daerah Kotz Banjarmasin, Konteks Peluang dan hambatan
yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil temuan kajian lapangan berupa indepth interview
di unit kerja atan SKPD yang dijadikan sampel dalam penelitian ini serta subjek terkait jenis pajak
daerah, serta dengan wajib pajak.

Pengembangan organisasi pengelola pajak daerah memeriukan : (1) Pendekatan strategik/
Filosofis, (2) Pendekatan Sosial/Socio, (3) Pendekatan Teknis, serta (4) Pendekatan
Administratif/ Yuridis. ~ Strategik  terkait tujuan  pengelolaan pajak  daerah  vang
mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruzh, Scara sosial
komunikasi wajib pajak dengan pihak pengelola sebaiknya dilctakan pada dasar hubungan
pembinaan dan pemberdayaan dengan kesadaran dan Kepatuhan wajib pajak. Secara teknis
metode pengelolaan pajak dapat dikembangkan dengan kekuatan impelementasi pengendalian
serta pengawasan atas penerimaan pajak daerah. Dalam tataran regulasi serta adminsitrasi
pengelolaan pajak daerah menjadi dasar bagi pengelola dalam upaya mengembangkan metode,
cara komunikasi dan strategi yang dikembangkan. Berdasarkan  pendekatan evaluasi
pengembangan organisasi dilakukan interpretasi SWOT terhadap pengelolaan pajak daerah dan
terhadap setiap jenis pajak yang selanjutnya menjadi dasar dalam menetapkan target atau

Perencanaan pajak sesual potensi pajak yang menjadi dasar penetapan rencana penerimaan pajak.
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Anatisis SWOT yang dikem%:—a:;_gkan dalam menentukan tingkat persentase bobot pada ¢
(enpat) kriteria pertumbuhan.

pertama, Lingkungan Internal pajz_ak daerah, yang memiliki unsur kekuatan dan kelemahan
dengan fungsi seberapa besar factor-faktor kekuatan yang dimiliki dapat digunakan untek
mengatasi factor kelemahan dalam pengelolaan pajak.

Kedua, lingkungan eksternal pajak daerah, yang memiliki unsur sebagai factor pelnang dan
factor tantangan atau hambatan. Fungsi dari factor peluang adalah seberapa besar dapat
digunakan untuk menghadapi factor-faktor tantangan atan hamabtan.

Faktor —faktor dalam lingkungan internal dan eksternal adalah saling mempengaruhi.
Implementasi penentuan prioritas scenario persentase bobot dan juga scenario poténsi pajak
daerah ditentukan skor atas penilaian SWOT. |

Mode! proses penentuan Skenario :

Gambar 4.1: ANALISIS SWOT PAJAK DAERAH

INTERNAL EXSTERNAL
Faktor Kekuatan Faktor Peluang

Aspek Strategik/
Filosofis
Aspek Administratif/
Yuridis
Aspek Sosio
Aspek teknis

INTERNAL EXSERNAL

Faktor Kelemahan Faktor Tantangan

Untuk Setiap Jenis Pajak daerah diberikan Skor 5 sd 1 dari setiap aspek penilaian SWOT
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_Ana!isﬁs SWOT 2015

Kekuatan: Dukungan regulasi yang tcsedia. Pertumbuhan penerimaan pajak  dalam 5 (Jima)

1. Pajak Hotel
7 Jeni Faktor )
Pajak Peluang Hambatan/Tantangay |
pajak Hotel | - Kesadaran wajib pajek dapat dibestuk melahd - Harga atau tarif dianggap cukup
' intensitas komunikasi murah, apabiia akan dinaikkan
- Capacity building dan terhambat pada peraturan yang
promosi cukup baik ada
- Harga/tarif yang terjangkau -Perang tariff (Hotel berbintang
- Adanya pertumbuhan jumlah Hotel, dan| memilii harga kamar setara untuk
penginapan tariff hotel melati) _
: -Tingkat hunian hotel flulduatif
-Regulasi : Rumah Kost di atas 10 kamar | -Rata-rata lama menginap tamu
sebagai objek pajak hotel hotel sekitar 1 — 2 malam
- Online system pada beberapa hotel | -Komunikasi dan masih kurangnya
berbintang kesadaran wajib pajak
- Pajak Hoiel Hnk dengam objek pajak | -Pembatasan oleh Pemerintah untuk
restoran menggunakan fasilitas hotel bagi
Aparat Pemenntah dalam
kegiatan rapat dan pertemuan
lainnva
J
& Secara internal :

tahun terkahir rata-rata 19,47%. Pertumbuhan tertinggi mencapai 64%.

Kelemahan: Penerapan self assessment memerlukan pendekatan pengawasan intensif/periodek.

Pertumbuhan rasio dalam tahun 2014 menurun.

Strategik: Upaya memaksimalkan penerimaan tidak menjadi beban high cost economy dan inflasi

di daerah.

Sosial : Hubungan didukung kesadaran dan kepatuhan WP
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Teknis : Implementasi bubungan secara IT antara Dispenda dengan Entitas Hotel {Bintang 4,
Bintang 3, Bintacg 2, Bintang 1, Hotel kelas /katagon Melati ; yang mewaldti Wajib
Pajak, melalui aplikasi prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran kas (Gues: bill

dan Cash receipt, laundry list, telephone/fax list, food and beverages biil).
Administratit: Kelengkapan regufasi yang mendukung pengelciaan pajak.

Perksmbangan hotei di K.ota Banjarmasin dﬁanéaj dengan bertambahnya unit hotel baik ka:agori
herbintang, maupun kelas Hotel razlati. Indikast kekinian adalah tingkat persaingan bisnis hotel
yang makin meninggi. Ada pandangan :” Bisnis hotel masih berkeinbangn dené.an baik.
Potensinya di Kalimantan Selatan masih bagus”. Manajemen hotel melakukan pola manajemen
dengan kreatifitas menambah fasilitas layanan, menyajikan kelangkapan untuk sarana hiburan,

serta systern subsidi silang untuk menjaga operasional hotel berjalan sesuai harapan.

2. Pajak Restoran

Jem:s Pajak Fakiv

Daerzh Peloang Ham
Pajak Restoran Jumlah Restoran ada peningkatan - Sistem pengawasan
dan didukung promosi meialui pembayaran
media masa Pajak Restoran  kurang
- Kesadaran wajib pajak yang dapat optimal
ditumbubkan dengan komunikasi |- Masih Kurang tertib
dalam membayar Pajak

Pengoptimalan data sehingga - Pendekatan kurang strategis
menambah potensi | dengan metode self]
- Pola peenuhan konsumsi yan assessment

bersifat rekreasi - Prasarana yang terbatag
- Masuknya jasa catering sebags dalam pengendalian pajak
objek pajak restoran - Fasilitas  Wifi tidakg

seharusnya kena pajak

|
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Secars intarnal

Kekuatan: Reguiasi terkait penerapan s2if modifving power sebapal hak unmk menetapkan
regulasi untuk dasar pengelolaan pajak yang sesuai demgan kebutuhan Pemerintah
Daerah, Terdapat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak rata-rata 22,73%.
pertumbuhan tertinggl mencapai 38% dan terendah sekitar 12%.

Kelemehan: Dokumen check and balance belum dipenuhi untuk meyakinkan kepatuhan WP atas

metode self assessment pajak restoran.

3. Pajak Hiburan

e Pt Dooral Faldo
Jenis Pajak Pelnang Hamb
Pajak Hiburan - Poiensi setilp penyelengeasd - Peralatan dan fasilitas tempat

hiburan yang memlmguﬁ hiburan yang kurang excellent
pembayaran sebagal objek pajald menekan kunjungan konsumen
hiburan )
- Bertambahnya peluang sesuail - Nilai “etika” dari memajernen  kota
regulasi, yaitu tariff maksimum| yang menjaga keseimbangan dalam
pajak hiburan sampai dengan % | perjjinan operasional tempat hiburan
Tertinggi sesual regulasi
- on line pajak hiburan FTempat  hiburan  yang  aktif
beroperasi, pengunjung yang ad24
tidak mudah dimonitor
Pengendalian dan pengawasan)
jak disetor dalam pengelolaan
ajak hiburan terkait penetapan
get pajak yang belum optimal.
fasilitas on line terkendala
elancaran teknis.

Secera internal
Kekuatan: Regulasi melalui Perwali terkait dengan self modifying power dilekukan untuk

optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Pertumbuhan realisasi penerimaan dalam §
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{itma) tabun terkabiy sebesar 30.48%. Perfumbuhan realizasi daism perturnbuhan

mencapal 73 %.

Kelemahan: Belum dilengkapinya metode check and balance dengen intemnal control document.

4 Pajak Beklame
'_ . }"a'." Faktor 5'
""e;’; “;%‘ Pelvang Hambatan
pajak Reklame -~ Poriumbuban kegiatan  dagl - Tempat/fasiiitas tidak selalu
kebutuhan tempat vntuk membangun  digunakan kembali
fasilitas reklams yang relatif baru - Kerawanan social terhadap fasilitas
~Jumlah  wajib  pajak/penggunal - Adanya Lokasi yang kurang

potensial  bertambah (WP  ata§ [yeparik

reklame di depan rumah warga ybs) | . Eiika reklame ‘erkait
N - Pembangunan shelter-shelter komoditas (produk legal
g baru terkait dengan program fasilitasi tap tidak normal
& reklame /Rokok)

SE - Pola pemanfaatan tjin reklame - Intensitas pajak reklame
CEe - Perluasan objek pajak Reklame porerian  keselarasan
sesuai regulasi . dengan penataan dan
e - Regulasi objek pajak reldame padal yeindahan kota

fokasi tanah milik Negara “Terdapat titik titik lokasi
g4 | reklame yang
b tidak/belum berijin.

g -Berkurangnya titik lokasi
fasilitas rekiame karena
) 3 adanya perubahan
i perunttukan lokasi
i (seperti pada eks median
jalan di M A yani
B (sekarang (Fly Over)

3 N

Secara mternal
Keluatan: Regulasi terkait dengan self modifying power (dapat menetapkan regulasi di tingkat
daerah, sejauh tidak bertentangan dengan repulasi di atasnya). Perluanya regulasi

Pengawasan dan Perizinan Reklame di Kota Banjarmasin, yang tidak hanya

mengatur  perijinan dan tiik-tik pemasangan reklame, tetapi termasuk jugs
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pengawasan secafa texnis ientang banpunan dan daersh pendirian fasiiitas reklame,
Terdapat pertambuhan realisasi penerimaan pajak dalam 5 (lima) tahun terkahir,

rata-rata 19,65%. Capaian tertinggi 33% dan terendah capaian dalam tahun 2014,

Kelemahan: Koordinasi antara Dinas Bina Marga dengan Dispenda dan Badan Pelayanan
Perilinan Terpadu dan Penaznaman Modal (BP2TPM) yang memeriukan
penempatsn SDM  secara ingsung. Lemazhnya koordinasi dengan pemsaﬁaan
advertising/industry periklanan sebagal pihak dari Ascsiasi Media Luar Ruang

13 Indonesia dalam mengevaluasi bangunan-bangunan reklame di Kota Banjarmasin,

baik milik swasta maupun milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

..e'('m" Rkt T T T T e g o

Koordinasi dalam pemberian ijin pendirian bangunan untuk reklame, pemasangan,
dengan syarat yang memenuhi pengendalian efektif, adanya audit konstruksi
bangunan uatuk meyakinkan keamanen fasilitas reklame. Perpanjangan ijin papan
reklame memerlukan audit teknis untuk mengamankan Hngkungan dari dampak
negative seperti roboh dan kerusakan menjadi sampah visual.

Evaluasi terhadap papan reklame, pemasangan reklame berijin dilakukan secara
berstruktur dan berkelanjutan, karena potensi pajak ini cukup potensial. Evaluasi
pemasangan reklame pada lokasi tanah bukan milik Pemerintah Kota, yang tetap
menjadi objek pajak.

Wajib pajak ajukan penmnchonan dan Perpanjangan ijin reklame ke BP2TPM
memerlukan koordinasi lintas SKPD (Dinas Bina Marga dan Dispenda). Ketidak
patuhan perijinan ditindak (kuratif) secara teknis, tidak atau belum didukung

mekanisme koordinatif' yang bersifat preventif dan administratf.
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5, Pz fak Parkie

- Fasilitas yang tersedia cukup
emaded

. , Falitor 1
'.MW%W& Peluang Hambatan I
Warklr - Sebagian fasilitas Jengkap Fasilitas kurang lengkap dan

dan cukup represcntative tradisional

- Kerjasama pengelolaan -  Lokasi parkir terbatas

dengan pihak ketiga formal - Inefektitas kerjasama denganl
— - Lokasi parkir cukup sirategis |-  hambatan dalam transparans,

akuntabilitas pelaporan  hasi]
kerjasama Parkir dalam kerjasams
pengelolaan

- Jadwal kegiatan pengawasan

Perbaikan fastiitas
-Kebijakan tariff dalam dasan
KSO

- Tarif umum dan khusus

tidak dibedakan
(menyesuaikan
pengguna‘ada tawar-
menawar )

- Lokasi kurang strategis/parkir iia

- Penghentian  Kerjasama
pengelolaan Laban Parkir (SK
Walikota)tutup sementara
titik parkir,

Secara internal ;

11 %,
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Kekuatan: Regulasi terkait dengan self modifving power, untuk merubah tariff pajak parkir
kendaraan roda 2 (karena ketersediaan uang pecahan Rp. 1000 mulai digantikan dengan pecahan
Rp. 2000). Terdapat pertumbuhan realisasi penerimaan dalam 5 (lima) tahun terkahir, dengan

¢apaian rata-rata 27,48%, capaian pertumbuhan realisasi tertinggi 52%, capaian terendah sekitar

Kelemahan: UPTD/UPTT kekurangan jumlah SDM untuk memantau lokasi titik 'parkir (273
lokasi). Sampai tahun 2014, jumlab yang dikelola hanya sekitar 98 titik lokasi

perparkiran. Fasilitas mobil dinas kurang mendukung kelancaran operasional,



¢. Pajak Sarang Burung Walet

. . - Faidor
inm{’ﬁgaﬁg Peluang Hambatau
Pajak sarang Buwung - Pertumbuhan  kegiatan| - Adanya rencana pemindahian i
Wwalet peternakan sarang burung  Lokasi sarang bung walet
wallet ~ Tenaga pengelola /pemantau pajak]
terbatas :

- Kegiatan cenderung sulit diperiksa
- Todmis Hurung Walet  belum
berproduksi secara optimal
- Lokasi usaha /kegiatan dipinggin
jalan sechingge dapai menggangey
produktifitas Burung Walet '
- Penerapan metode pembebabar
pajak (Hasilpanen yang dijual sebagai
objek pajak) melemahkan|
pengendalian  dalam  pengelolaan
sesuai metode self assessment.

Secara internal :
Kekuatan: Regulasi terkait dengan self modifying power, karena rendahnya penerimaan
cenderung karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajibannya (memerlukan metode pemungutan pajak secara kombinasi selain self

assessment).

Mengembangkan metode seperti pendekatan perhitungan Retributif. yaitu: Iuas tempat usaha x
ingkat bangunaﬁ x harga /meter terkait beberapa tahun kepemilikan usaha terkait
potensi berproduksi.

Kebtuhan pembentukan dan dukungan Asosiasi diperlukan untuk pemberdayaan dan kesadaran
Wajib Pajak.

Kebutuhan penguatan Surat Pengeluaran Asal Barang (Tupoksi Karantina) pada lokasi Kota
Banjarmasin.

Kclemahan: Pengusaha yang belum berkomunikasi dengan kesadaran pajak (seperti penetapan
sclf assessment atas pajak terutang dengan jumlah produksi dan volume
penjualannya. Pertumbuhan realisasi sejak tahun 2013 'negatif, dan tahun 2014

mengalami hal yang relative sama.
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1.4

ppjak Bumi dan Bangunan

B Jexis i _ ¥
P@'ﬁk Eﬁ?eﬁzmag E:m:;faaia
BB Pertumbuhan K endali data dalam penetapan Datal
| wilayah lasifikasi, Penggolongan, dan
' pemukiman etentuan Nilai Jual bangunan
Implementasi objek pajak  (kelompok A dan
SISMIOP kelompok B)
-Ketidaklengikapan pemenuhan data
kerkait WP (tidak semua data) sejak
1 januari 2013 diserahkan ke Pemko|
] oleh Dirjend pajak (Pusat)
P Pengembangzn lokasi baru Nilai NJOP di lapangan tidak
? pertokoan, pergadangan selalu sesuai dengan dasar
perhitungan pajak
- Sistemm online dalamy - Blanko dokumen PBB
J. layanan PBE diserahkan ke Xelurahan,
ke RT dan ke individu
{memerlukan mekanisme
pengendalian)
internal :

Kekuatan: Metode perhitungan mendukung untuk adanya peningkatan NJOP di lapangan setiap

tahun. Terdapat data pertumbuhan realisasi penerimaan pajak sekitar 11 %.

Kelemahan: Regulasi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
memberikan dasar evaluasi NJOP setiap 3 tahunan, landasan data untuk

perhitungan serta kormumikasi penagihan memeriukan dukungan koordinasi pada

aparat di lapangan.

Penetapan SKP untuk NFOP Bumi dan NJOP Bangunan terkendala kepemilikan
database, vaitu tingkat validias data yang hanya mencapai sekitar 60 %. Kendala tekﬁis

data yang tidak valid terkait duplikasi data dan ketidak sesvaian data (alamat tidak



jetas, subjek tiazk jrelas, pindah tangan, SPPT doubte, SPPT induk dan belum dipecah
sesual kepernilikan). Kcﬂndala faln sampal tehun 2014 adalah terkait  hambatan
optimalisasi nilai PBE karena perbedass MNIOP sesuai data base dengan NJOP harga
pasar yaug sebenarnya lebih tinggi.

Potensi PBE sfé¢ 2013 dari sekitar 152.000 WP, yang ditargetkan 20 miliyar dari
dispenda itu sulit dicapai. *Pemeriksaan dari Dispenda kepada wajib pajak apabila
tesiadi sai.is-ih data, Tingkat tunggakan PBE cukup tinggi (sampai tabun 2014) rata-rata

40 % dari total PBB.

8 Bea Perolehan Hak Atas Tanab dan Bangunan

T Feais ¥Fakior
Pajak Peim Hambatan
BPHATB - Perturnbuhan transaksy -  Pendekatan pengelolazn
terkait kepemilikan tanah bersifat  given  melalui
dan bangunan pihak  profesi  terkait,
- PBDngkBTBD nilai NJOP ' Perhitungan tidak mudah
- Peruntukan lahan yang  divalidasi
bersifat ekspansif - Nilai NJOP tidak selaras
5 - Hayga ook tanaly  dengan harga jual tanah
bertumbuh rata-1atd . Kelengkapan data  dari
mencapai 10 % /tahun profesi pelaksana lemah

- - Perma pmf:_?sx ;_)ela.ksana_l dalam relevansinya (Harga
dalam keerdinasi me.la]m transaksi  yang  disajikan
penguatan  mekanisme figoy seqnai realitas)

SOP |- Jumlah transaksi terkait
objek pajak yang fluktuatif
dan tdak terlapor sesuai

' kondisi vang relevan (nilai
\ BPHATB)

Secara internal :
Kekuatan: Metode perhitungan mengikuti peningkatan nilai jual tanah (disertai meningkatnya

NIOP} di lapangan dan meningkatoya nilal jual bangunan. Pertumbnhan realisasi

penerimaan tertinggi mncapai 47%
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Kelemnabhan: Tidek semua transaksi dilaporkan sesuci  kejadiannya, Penerapan metode
perhitungan  tidak  mudah  dikoordinasikan melalui peran profesi terkair,
kurangnya dukungan surveyor di lapangan untuk check and balance. Pertumbuhan
realisasi penerimaan negative (41%). Rata-rata pertumbuhan 3 (iga) tahun terkahir

2.45%.

9, Pajak Penerangan Jalap Umum (PPJILN)

Fa T

FPelusng Hambatan

Pajak Penerangan | Perluasan objek  Pajak yang - Tidak memiliki data /akses data yang
Jalan Umu dikelola pihak pelaksana PT representative terkait
PLN (Persero) - Penerimaan pajak sangat tergantung
komunikasi dari pihak pelaksana

- Adnyinistrasi pembayaran
sekarang disajikan total dalam
kwitansi dan tidak dirincikan
beban untuk listrik dan pajak

Secara internal :

Kekuatan: Regulasi, fasilitasi PJU terkait meterisasi {Bina Marga). Pertumbuhan data historis

dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata 13,65% , dengan perturmbuhan tertinggi mencapai 30%.

Kelemahan: Tedapat masih adanya fasilitas titik PJU tanpa meterisasi (P33) yang rawan
pencurian watt Hstrik (Kelolaan PT PLN), pertumbuhan terendah realisasi penerimaan PPJU
mencapai 5%. Hubungan Pemerintah Kota dengan PT PLN (Persero)} belum memenuhi

kesepakatan terkait jumlah titik PJU tanpa meterrisasi.
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BAGIAM V

PRGYEKSI POTENSI PAJAK DAERAH DAN TARGET PAJAK

Dalam Bagian i dilakuken deskripsi terkait langkai-langkah vang digunakan
dalam mcnetapka;a proyeksi data potensi pajak daerah dan pendekatannya dalem

penetapan target pajak dengan metode—metode yang dignaakan. |

5.1, Konsepsi Pengembangan Proyeksi Potensi dan Target Pajak
- Pertama, berdasarkan nilai realisasi penerimaan pajak daerah dan tahun 2009 -
tahun 2014 (Triwulan 1,2, dan 3 sebaga realisasi, dan triwulan 4 yang realisasi
penerimaan pajaknya diproyeksikan), setiap jenis pajak dinilai potensinya dengan
menggunakan skenario: (1) pertumbuhan rata-rata, (2} pertumbuhan maksimum,
(3) pertumbuhan medium atau moderat (Maksimum + Minimum/ 2), dan (4)
perturbuhan minimum.
- Kedua, Berdasarkan data dasar pada bagian pertama, selanjumya diolah ke dalam
pola proveksi potensi pajak daerah untuk proyeksi potensi pajak daerah tahun
2015-2019, dengan menggunakan nilai (realisasi/proyeksi 2014) sebagai tahun

dasar penetapannya. (Hasil pendekatan ini menghasilkan output yang menjadi

model (I} alternative keputusan = system pendukung keputusan= decision sapport

systems).
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Ketiga Pendekatan unfuk mroveksi data potensi dan farget pajak yang
menggunakan Regression Staiistics sebagai  pendekatan  ilmiah  dengan
mengkombinasian 3 {tiga) model prediksi, yaite (1) The Constant Change Model,
(2) Compound Growth Model, dan (3} Time Trend Extrapolation, yang
menghasilkan nilal melalul Regression Siatistics sebagai pendckatan ilmiah yang
mengkombinasian 3 (tiga) wmodel prediksi tersebut. (Hasil pendekatan ini
menghasilkan output yang merjadi model (II) alternative keputusan = system
pendukung keputusan= Decision Support Systems).

Keempat, melakukan analisis SWOT setiap tahun. Hasil analisisini sebagai
kesimpulan kondisi relevan dari tingkat hambatan yang dihadapi dalam
pengelolaan setiap jenis pajak daerah. Hasil simpulan ini adalah sistem keputusan
berstruktur = Structured Decision System, yaitu menjadi mengikat untuk diikuti
manajemen terkait keputusan penetapan dasar proyeksi potensi dan nilai target
vang ditetapkan.

Kelima, menetapkan dasar pilihan proyeksi data potensi pajak daerah dengan
acuan mengkombinasikan hasil pendekatan aiternative I dan alternative II, dan

selanjutnua dengan pendekatan yang sama untk menetapkan target pajak daerah

secara periodek/tahunan.
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Uratan tersebut digambarkan berikus:

e . f
Qutput Data Proyeksi Potensi I Output Data Proyeksi Sesuai
pajak {2015-2015) dalem 4 [ % | Regression Statistics {2015-2013)

skenario proyeksi (Alternatif ) £ {Bitermatif i)

AnalisisSWOT setiap fenis
Paiak Daerah/Tzhunan
{Keputusan Terstrultur)

l

Keputusan Tahunan Untuk Proyeksi
Data Potensi dan Target Pajak
Daerah

Gambar 5.1.
Model Pengembangan Penetapan Proyeksi Data Potensi dan Target Pajak

{(Sumber: Diolah, 2014)

3.2, Proyeksi Potensi Pajak Daerah
5.2.1. Pendekatan Skenario 1,2,3, dan 4 (Alternatif I

(1) Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Sebelum menghitung potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2015,
teriebih dahulu akan dihitung nilai realisasi Pajak Daerah tcraikhir yaitu data
realisasi  pajuk  tzhun 2014 yang merupakan dasar perhitungan  untuk

menentukan potensi pajak untuk tabun 2015, Pada Tabel 5.1. berikut
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e

ayoveksinya dalam trwalan IV,

Tabe] 5.1,
Realisasi Pencrimaas Pajak Tahun 20014
i Termasuk Estimasi Triwulan TV)

|

disgjikan perhitungan perldrasn nilai realisasi Pajak Dzerah Kota Banjarmasin

tahur 2014 dengan dasar capeian nilal realisasi sampal dengan triwulan 13, dan

ol |
japis Pajak 2314  Realisast &d - Dikalf 0.33 {
o 1 ! 1
Triwulen 1 | Trivralan 2 | Teiwulan 3 Triwulan 4 jurijah

s : H

HOTEL 3,475,535,640 4,533,305,511 16,982,483,655 | 5,709,000,000 16,691,493 535
WIBURAN 2,717,217,738 2,557,451,063 8,484,552,620 3,300,600,000 11,784,552,620

| HIBURA

RESTOAAN 6,856,459,415 £,669,523,448 22,884,101,720 | 7,755,633,000 30,639,134,220

| RESTUAA

PARKIR £81,247,842 783,722,453 2,325,232,439 814,572,500 3,139,204,438
REKLAME 735,276,750 718,373,305 2,450,286,029 1,541,357,300 4,021,653,339

Srg. Brg. WALET 59,433,000 82,301,500 204,217,300 222,750,000 425,957,300

82 179,510,573 3,956,284378 i 15413875,362 | 557,500,000 20,939,375,462 1_
EPHTB 205,685,625 6,509,698,663 16,179,406,295 | 6,500,000,000 22,779,406,455

PRIL 7,276,124,153 7,238,342,185 22,409,498,750 | 7,550,000,000 25,999,499,750
JUMLAN 22,757,580,796 34,963 ,465,504 101,351,664,961 | 39,050,222,300 | 140,421,887,281 |

Sumber: Diclah, Dispenda, 2014

Pada perhitungan potensi dengan dasar realisasi penerimaan tahun 2014 ini,

memasukkan 9 (Sembilan) potensi pencrimaan pajak daerah sebagai sumber yang

potensial. Pada SKPD pengelola pajak daerah dilakukan masing-masing : (1) Pajak

Parkir (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika), (2) Pajak Reklame, PPJU

(Dinas Bina Marga), (3) Pajak Sarang Burung Walet (Dinas Pertanian dan

Peternakan). Untuk jenis pajak fainnya dikelola langsung melalui Dinas Pendapatan

Daerah. Dengan demikian diharapkan pada

menambah  peluang  bagi penerimaan Pajak Daerah .
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Dzlam  perbitungan pmyéksi poienst Pajal Daersh  tahun 2015 ind, tidek
hanye didasarkan pada rilel realisasi peverimaan tahun 2014 dan tingkat.
rata-rata pertumbuhan ckonom! saja, mamun  juga dapat mengakomodir
kemungkinan adanya .enaikan tarif dengen mempertimbangkan kemampuan
masyarakat untuk membayar tarif di atas tarif vang selama ini diatur dalam
Peraturan Daerah. Perhitungan proyeksi potensi Pajak Daerali  didasarkan pada
hasil kajian Japangan, sehinggs hasil perhitungan potensinya diharapkan akan
mendekati potensi yang sesungguhnya (Potensi teoritis). Rumus jika ada kenaikan

tariff pada pajak daerah:

Potensi 2015 = (Realisasi 2014 x Pertumbuhan ekonomi) x Rata-rata
kenaikan tariff*)

(%) Jika ada perubahan Perda Terkait Pajak Daerah ybs)

didasarkan nilai Realisasi tahun sebelumnya (baik dengan trend data
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Tabel 5.2, ~
Proyeksi Potensi Pajak Dacrah Tahun Dasar + ]
. Potonei Priak Tanys Perokakas Fotersi 2015 dengan Asumsi *)
Jenis Tarid Kesnikan Tarif
pajak _
Skenario |Skenzrie 2 %SknariaB Shsnaria § kikznrial !Skmnrioz %kenario(& Skeraric 4
= %) &=-%) (=%} f=-%) (=%} (g=%) | (=%) (g= %}
S |
e {
Ket, : g = economic growth
¥ hanya jika ade perubskar Perda ferkait
Sumber: Hasi] analisis, 2014
Pertimbangan Skenario Proyeksi Poiensi Pajak. Pertimbangan




maupun daia realisast tabun akhir), pertimbangan rata-rata perrumbuhan
ekonemi = trend ekonomi =irend data histors capaian =pertiunbuhan PDRB tahunan.
pendekatan penctapan proyeksi potensi pajak daerah dari data pertumbuhan
diklasifikasikan ke dalam: ({)Pertumbuhan Raia»Rata;.(QJ Pertumbuhan

maksium (optimis);  (3) Pertumbuhan Medium (Moderat), dan (4)

Pertymbukan Minimum  {(Pesimis). Setlap skenario (1,2,3,dan  4)

dihubungkan dengan pertimbangan kuantitatf dan kealitatif tersebut di atas.

(1.1.)Proyeksi Petensi Pajak Tahun 2015

Dari nilai realisasi tahun 2014 termasuk estimasi pada tiiwulan IV pada
tabel 5.1. di atas kemndian dihitung mnilai potensi Pajak Daerah Kota
Banjarmasin tshun 2015. Nilai proyeiksi potensi Pajak Daerah tahun 2015
diperoleh dengan cara mengalikan nilai perkiraan realisasi Pajak Daersh tahun
2014 dengan perturmbuhan ekonomi (asumsi periumbuhan dari variable penentu ).
Berdasarkan jenis pertumbuhan ekonominya, proyeksi potensi Pajak < Daerah

dibedakan menjadi 4 (empat) skenario yaitu skenario 1 dengan pertumbuhan

ekonomi Rata-rata, Optins, Medium/Moderat, dan Pesimis.
Rincian perhitungan proyeksi potensi untuk Pajak Daerah  Kota

Banjarmasin tahun 2015 disajikan pada Tabel berikut:
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Tabel 5.3

* Proyeksi Potensi Pajak Drersk ¥ota Banjermasin Tahua 2015

tampiran 1 & 2)

" Jeais Pajak Skenario i Skenaric 2 Skenaorio 3 Sienario 4 '
Medium/ '
Rata-rata Optimis Pesimis/Minimum |
Moderat
Botel 20,35G.269,041.0G 27.374,048,583.00 22,638,672,819.00 16,703,177,682.00 !
| Diburan 15,514,363,524.00 20,387,276,033.00 16,96%,755,773.00 13,552,235,513.00 |
Reastoran 38,455,177.350.00 42.282,005,224.00 35,098,555,178.00 35.847787,037.00
Parkir 4,089.509,262.00 4,772,507,747.09 4.336.000.530.00 3,893,357,504.00
Rekdame 4,593,130,278.00 5,348,798,941.00 4,022,859 835.00 4,022,053,504.00 |
Burung Walet 427,133,817.00 486,742,722.00 427,479,661.00 427,009,997.00
PEB 23,755,431 ,S 18.00 30.571.488.175,00 7,234,657.783,00 20,.970,?84,52'5. G0
BPHATB 31,834,220,577.00 48,520,135,834.00 30,579,992,833.00 22,781,684,435.00
PRIV 34,372,420, 11400 38,5559,349.635.00 35201,413,007.00 30,014,499,500.00
JUMLAH 175,39%.062,391.00 188,170,860,735.00 149,338,773,106.00 148,212,591,698.00
Sumber

Nilai proyeksi potensi Pajak Diaeralr Kota Banjarmasin untuk tahun 2015

dengan 4 (empat) tiga skenario disajikan pada Tabel di atas. Nilai poiensi dengan

skenario 1 (rata-rata), menunjukkan diperoleh nilai powensi sebesar Rp
175.399.062.391,00, untuk skenario 2 (oplimis) memiliki nilai Rp.
188.170.860.739,00, unutuk skenario 3 (moderat) diperoleh nilai potensi Pajak

Daerah  sebesar Rp 149.338.773.106, 00 dan terakhir pada skenario 4
{pesimis) diperoleh nilai potensi Pajak Daerah | sebesar Rp 148.212.591.698, 00.
Dari hasil 4 (empat) skenario proyeksi nilai potensi Pajak Daerah Kota
Banjarmasin tahun 2015 ini manajemen dapat menetukan pada skenario pilihan,

dengan memperhatikan pertimbangan economic growth yang

dianggap relevan pada tahun yang bersangkutan.
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. 2) Fr@y%ksi Potensi

Tabel berikut:

o
2

Paiak Daerab

g

shun 281

Metode vang digunakan dalem senghitung proyeksi- potenst Pajak Daerah
Kotz Banjarmasin untuk tahun 2016 pada prinsipnya sama dengan metode proyeksi
potensi Pajak Daerah untuk tahue 2015, hanya saja wntuk proveksi tahun 2616 ini
menggunakan dasar nilai potensi moderat tahun 2015 (yang Jalam hal ini nila
tersebut akan dianggap sebagai nilal realisasi tahun 2015). Rincian perhitungan

proyeksi potensi untuk Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 disajikan pada

Tabel 5. 4
Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun | 2016
Jenis Pajak Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 Skenario 4
L. Medivm/ e
Rata-rata Optimis Pesimis/Minimum
Moderat
1| Hotel 34,871 04301500 44893, 481 283 00 30,704,831.944.00 16,714,869,906.00
2 | Hiburan 20,424,658,580.00 35269,987,53600 §  2MSBMBI00 ) oo 00 Ra0.00
3 | Restoran 48,265,093,104.00 58,345,167,209.00 REITZAN0 1 4 g4 910.834.00
. 57
4 | Parkir 5,327,515,805.00 7,254,204,176.00 3,988,112,374.00 4,827,763,305.00
5 | Reklame 5,245,814,09]1.00 7,113,902,591 .00 4.024,065,693.00 4,022,457.710,00
Burung Walet 427,300,359.00 554,886,703.00 427,992,636.00 427,052,698.00
PBS 31,679,181,136.00 463437273500 | IARTIOIAN0 | o) b0 240.702.00
>
BPHATE 44 428,323 256,00 103,347 289 327 00 42,132,790,233.00 22,783,962,604.00
5
PPIU 39,398,823,014.00 50,699, 154,578.00 41,305,338,022.00 30,029,506,750.00
JUMLAH 220,067,757,400,00 352,117,006,138,00 234,328,073,800,00 157,334,835,34%,00
Sumber: lampiran 1 & 2 | | ]

skenatio 1 (rata-rata), menunjukkan diperoleh
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nilai

potensi

sebesar

Nilal proyeksi potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2016

dengan 4 (empat) tiga skenario disajikan pada Tabe! di atas. Nilai potensi dengan

Rp
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gnutuk skenario 3 (moderat) dipersleh nilal potens!  Pajak Doeersh sebesar Rp
234 .328.073.800,00, dan terakhir pada skenaric 4 (pesimis} diperoleh nilai
potensi Pajak Daerah  sebesar Rp 157.334.835.349.00. Dard  hasil
ckenario proyeksi nilal potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 ing
manajemen dapzat meneiukan pada skenario pilihen, dengan memperhatikan
pertimbangan economic growth yang dianggap relevan pada

tahun vang bersangkutan.

" {1.3) Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun 2017

220.967.757.400,00, unic skenario 2 (opimis) memiliki nilai Rp. 352.117.006.138,00,

4 (empat)

Nilai proyeksi potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2017

menunjukkan hasil proyeksi berikut:

dihiting dengan menggunakan dasar perhitungan nilai potensi moderat tahun 2316,

Tabel 5.5
Proyeksi Potensi Pajak Daerah Eeta Banjarmasin Tabun 2017
| No | Jenis Pajak Skenario I | Skenario 2 Skenaric 3 Skenario 4 |
.. Medium/ . , ]

Rata-rata Optimis Pesimis/Minimum

moderat ]

!

1 | Hotel 30,245,629,740.60 73,625,243,705.00 |  41,644,963,565.00 16,726,570,315.00 |
2 | Hibwan 26,888,064, 336.00 61,017,078,438.00 |  35.188,485,570.00 17,922,831,466.00
3 | Restoran 60,577,518,355.00 80,521,850,748.00 |  63,669,379,169.00 48,072,035,675.00
4 { Parkir 6,939,622,088.00 11,026,390,347.00 8,269,583,454.00 5,986,426,495.00
5 | Reklame 5,991,244,273.00 5,461,490,447.00 4,025,273,913.00 4,022,859,956.00
& | Burung Walet 427,467,047.00 632,570,842.00 428,506,228.00 427,095,403.00
7| paB 38,965,392,798.00 §5,166,184,193.06 |  45,056,909,625.00 21,033,744,063.00
8 | BPHATS 62,172,431,750.00 220,131,004,267.00 |  57,300,394,744.00 22,786,241,000,00
_9.leeu 45,151,051,174.00 55,908,000951.00 | 48,467,683 635.00 30,044,521,503.00
i Jumak 277,363,421,561.00 587,490,713,938.00 | 305,051,179,913.00 |  168,022,325,880.00

(Sumber: Lampiran 1 dan 2 )
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Niial proyeksi PG"imSl Pam{ Diaerah  Kota Banjarmasin uatuk iwhun 2017

| dengan 4 (ewpat) tiga skenario disajikan pada Tabel di atas. Nilai potensi dengan
skenaric I (rata-rata), menunjukkan diperoleh nilai potensi sebesar Rp.
277.363.421.561,00, untuk skenario 2 {optimis) memiliki nifai Rp. 587.490.713.938,00,
prutuk skenario 3 (moderaty diperoieh nilai potensi Pajak Daerah  sebesar Rp,
305.051.179.913,00, dan terakhir pada Sn.@ﬂal']('ﬁ 4 (pcsnnm) diperoleh nila

potensi Pajak Daerah  sebesar Rp. 168.022.325, 88000 Dan “hasil 4 (empat)

skenario proyeksi nilai potensi Pajak Daerah Kota Ban_;armasm tahun 2017 ini

manajemen dapat menetukan pads skenario pilihan, de n g an me mperhatikan

. pertimbangan economic growth yang d‘_ai.lgg_ap re;."evan S ada
tahun yang bersangkutan.

(1.4) Proyeksi Potensi Pajak Daerak Tahun 2018

Nilai proyeksi potensi Pajak Daerah Kota Banjalmasm tahun
dihitung dengan menggunakan dasar perhzfungan nilai potenm tahun 2017

menghasilkan proyeksi data potensi berikut:
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Taiel 5.6

Proyeksi Potens! Pajak Daersh Hota Banjarmasia Tahns 10132
i

T ——

o1 Jenis Pajak Skenario 1 Skenario 2 Skenarig 3 Skenarno 4
o Rata-rata Optimis Medium/Moderat | pegimis/Minimum |
A
 yotet | 35,88D,343,575.00 1 120,783359,670.10 55,483 082,084.00 | 1673327391400 |
Hiburan 35,399,455,199.00 | 105,555,545,652.00 20,671,415, 221,00 | 20,611,256,186.00 |
| Restoran 76,030,843,257.00 | 111,120,154,032.00 81,248,494,758.00 | 57,414,281,74C.00
Parkir 9,038,551,731.00 | 15,760,113,328.00 11,420,294,754,00 | 7,473 168,858.00
geldame 6,842,606,085.00 | 12,583,782,294.00 4,026,481 495.00 | 4,022, 262.242.00
Burung Walet A27,533,753.00 731,126,753.00 428,020,435.00 | 427,138,113.00
pPe3 47,927,433,141.00 | 95,142,628921.00 58,397,010,958.00 21,065,294,.6?9.00
BPHATS 86,885,973,371.00 | 468,879,035,083.00 77,928,808, 852.00 | 27,788,519,624.60
PRIU 51,743,104,645.00 | 85,681,571,236.00 56,871,079.977.0¢ | 30,059,543,764.00
JUMLAH 351,176,941,797.060 | 1.017.193.365.032,60 | 358,976,574,554.00 | 180,550,744,120.00
Sumber: Lampiran 1 & 2

skenario 1 (rata-rata), menunjukkan diperoleh nilai

351.176.941.797,00,

untuk

skenario 2

potensi

Nilai proyeksi potensi Pajak Daerab Kota Banjarmasin untuk tahun 2018
dengan 4 {empat) tiga skenario disajikan pada Tabel di atas. Nilai potensi dengan
sebesar  Rp.

(optimis) memiliki nilai Rp.

1.017.193.365.032,00, unutuk skenario 3 (moderat) diperoieh mnilai potensi Pajak

Daerah

(pesimis) diperoleh nilai potenst Pajak Daerah

Dari  tasil

scbesar Rp 398.976.574.554,00,

4 (empat) skenario

proyeksi

dan terakhir pada skenario 4

sebesar Rp. 180.550.744.120,00.

nilai potensi Pajak Daerah Kota

Banjarmasin tahun 2018 ini manajemen dapat menetukan pada skenario pilihs.n_,

dengan memperhatikan pertimbangan economic growth yang

diangygap relevan pada tahun yang bersangkutan.
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, Proyeksi Potensi Pajak Dacrah Tahas

E)

Nilai proyeksi potensi Palak Daersh Kota Banjarmasin tahun 2019
dinitung ¢engan menggunakan dasar perhitungan nilal potens tahun 2018, dengan

hasi! berikut:

Tabel 5.7
Proyeksi Potensi Pajak Daerzk Kota Banjarmasin Takun 2013
Jenis Pajak Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 “Skenario 4

.. Medium/ . !
Rata-rata Optimis Pesimis/Minimum ;
Moderat |
1| Hotel 44,964,520,987.00 198,022,455,458.00 76,607,979,817.00 16,749,995,709.00 |
2 | Hiburan 46,603,380,137.00 182,618,014,057.00 72,966,843,679.00 23,702,944,614.00
3 { Restoran 95,426,311,410.00 153,345,812 564.00 103,681,204,160.00 6§7,174,709,636.00
4 | Parkir 11,774,920,085.00 25,475,372,258.00 15,771,427,069.00 $,204,728,384.00 |
- 5 | Reklame 7,814,933,557.00 16,735,430,451.00 4,027,683,440.00 4,023,654,568.00 |

6 | Burung Walet 427,800,536.00 822,089,066.00 429,535,260.00 427,180,826.00
71 peg 58,850,742,764.00 138,908,238,225.00 | 77,896,062,764.00 21,096,892,621.00 |

8| BPHATB 121,423,147,785.00 958,712,353,258.00 105,983,180,035.00 22,750,798,476.0C
9| pPJU 59,297,597,523.00 111,386,042,607.00 613,733,581,305.00 30,074,573,536.00 .

JUMLAH 446,683,355,185.00 1,826,026,807,954.00 524,087,503.533.00 |  19%,245,489,370.00

Daerah

Sumber: Lampiran 1 dan?2)

446.683.355.185, 00,

untuk

skenaric 2

skenario 1 (rata-rata), menunjukkan diperoleh milai

potensi

Nilai proyeksi potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2019
dengan 4 (empat) tiga skenario disajikan pada Tabel di atas. Nilai potensi dengan
sebesar  Rp.
(optimis) memiliki nilai  Rp.
1.826.026.807.954,00, unutuk skenario 3 (moderat) diperoleh nilai potensi Pajak
sebesar Rp. 524.097.503.533,00, dan terakhir pada skenario 4 (pesimis)

diperoleh nilai potensi Pajak Daerah sebesar Rp. 195.245.489.370,00. Dari hasil 4



empal) skenario proyeksi nilai potens: Pajak Daerah Kotz Banjarmasin zhun

ot

4319  ini mapajemen dapal menetuken pada  sienario - piliban, dengan

memperhatikan  pertimbangan gconpomic growth vang

dianggap relevan pada tahun yang bersangkutan.

Data potensi pajak dacrah sebagai sistem pendukung kemnusan memberikan
alternative nilai —nilai sebagal dasar penetapan target pajak daerah. Nilai proysksi
potensi pajak dzerch yang &ﬂwmukakan dengan 4 {empat) skenario di atas, memerizkan
pendekatan analisissensitivitas, yaitu suatu pendekatan dalam penetapan penerimaan
yang bersifat konservatif. Nilai proyeksi potensi pajak daerah juga tidak ditetapkan jika
melebihi data potensi teoritis “potensi maksimal” pajak daerah. Nilai potensi pajak

dacrah adalah owutlier jika dipertimbangkan melebihi batas potensi maksimal yang

diteorikan. Data cutlier tidak dapat digunakan dalam proses pen gambilan keputusan.

Potensi pajak daerah ditetapkan dengan pendekatan potensi terendah sampai
tertingei sebagai potensi maksimal dari skala objek pajak daerah. Secara normative
atau bersifat teoritis potensi terendah adalah batas pesimistis/minimal dari suat
pemakaian, pemanfaatan, konsumsi, penggﬁnaan, realisasi terkait objek pajak daerzh.
Sementara potensi tertingi adalah optimistic dari suatu pemakaian, pemanfaatan,
konsumsi, penggunaan, realisasi terkait objek pajak daerah.

Secara nosmative data potensi yang mewakili kondisi actual diteorikan dengan

suaty deskripsi berikut:
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Tabel 5.8,

ACUAN NORMATIF DATA POTENS] PATAX DAERAY

Potznsi Minimal

Potensi Maksimal

Uraian
Jenis
Paizak :

Pajak Hote! | Sesuai kapsitas tersedia, pemakaian | Pemakaian kapasitas 100 % fasilitas
kapasitas fasilitas layanan hotel | layanan oleh WP, (jumlah hotel,
dalam batas terendah (jumlah hotel, | room, lavanan terkait terdata dan
room, layanan terkait terdata dan | terlapor)
teclapor)

Pajak, Sesuei kapasites tarsedia, jurnleh | Jumlah kwnjungan dan  kuantitas

Restoran kunjunzan dan kuantitas makan dan [ makan dan  minuman  mencapai
minimuwm  dalamm  batas  terendah. | fasilitas dan  ketersediaan  100%.
(jumlah  resoran, rumah makan, ; (jumlah resoran, rumah makan,
kunjungan konsumen terdata) kunjungan konsumen terdata)-

Pajak Sesuai kapasitas ftersedia, jumlah | Jumlah kunjungan maksimal pada

Hibaran bunjuagan  minimal pada objek | objek  hiburan. (umiah tempat
hiboran. (jumlah tempat hiburan, | hiburan,  kunjungan  konsumen
kunjungan konsumen terdata) terdata)

Pajak Sespai  kapsitas  fersedia, jumlah | Jumlah penggunaan fasilitas reklame

Reklame penggunaan fasilitas reklame dalam | dalam waktu  dan  nilai  yang
waktu dan nilai yang pesimistis | optimistic. (Jumlah hari x luas
(Jumlah hari x teas reklame % tariff | reklame x taciff pajak) dan fasilitas
pajak) dan fasilitas unink pajak | unfuk pajak reklame
reklame

Pajak Sesvaj  kapsitas  fersedis, jumlah | Jumlah pemanfaatan lahan parkir

Parkir pemanfaatan lahan parkir minimal | maksimal pada lokasi yang menjadi
pada lokasi yang menjad: objek pajak | objek pajak
( :

Pajak Sesuai kapasitas produksi, jumlah | Jumlah produksi dan penjualan
Sarang produksi dan penjualan minimal dari | maksimal dari subjek pajak. (Jumlah
Burung subjek pajak (Jumlah pengusaba | pengusaha SBW, tingkat produksi
Walet SBW, tingkat produksi dan penjualan | dan penjualan terdata)
terdata)
Pajak Burmi | Sesuai jumlah actual objek, jumlah | Jumlah realissi maksimal dalam
dan realisasi minimal dalam pembebanan | pembebanan pajak pada objek pajak.
Bangunan | pajak pada objek pajak, (Jumlah | (jumlsh objek pajak dan NIJOP
objek pajak dan NJOP terdata) terdata)

8 Bea Sesuai jumiah objek kejadian, jumiah | Jumlah realisasi maksimal dalam
PHATB realisasi rminimal dalam jumlah dan { jumlah dan nilai dard  transakss
nilai dari transaksi terkait objek i terkait objek terlapor

terlapor
5 Pajak PIU | Sesuai jumiah fasilitas actual PPJU, | Jumlah pemanfaatan dan
Jumlab pemanfaztan dan | pembebanan maksimal pada tiuk
pembebanan minimal pada titik PJU | PJU (meterisasi dan non meterisasi
{meterisasi dan  non  meterisasi | terdata )
[ terdata) 1 .

(Sumber: Diclah, Tahun 2014)
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Berdasarkan acuan normatif data potensi pajak, depat ditetapkan model
perencanaan paiek normatl yang mengacu variabel/aspex penentu dari fungsi
nerencanaan. Aspek-aspe tersebut sesual konsep dari instrumen Palak daerah adzlah
dibentuk  dari fangsi variabel/aspek: PDRB, PDRB per kapita, dan Nilal Tambah

(NTB) sektoral terkait dalam aktivitas sosial-ekonomi daerah. Model atau acuan

fungsi perencanaan nomaatif tersebut dikemukakan:

(1) Pajak Hotel |

Pajak Hotel = { (Ekonomi nasional, regional, PDRBI Per kapita, NTB Hotel, Jumlah
Penduduk, Jumiah Turis Domestik, Jumlah Turis Asing, Jumlah unit dan room

hotel, Tingkat hunian Hotel, Event nacicnal dan regional, ...)

(2) Pajak Restoran = ( PDRB Per kapita, NTB Restoran, Jumlah Penduduk, Jumlah
Turis Domestik, Jumlah Turis Asing, jumlah restoran dan kapasitas layanan,
Tingkat kunjungan konsumsi di restoran,....}

(3} Pajak Hiburan
Pajak Hiburan = f( PDRB sektoral, PDRB Per kapita, NTB Jasa Hiburan, Jumlah

Penduduk, Jumlah Tusris Domestik, Jumlah tenpat hiburan dan kapasitas Jayanan,
Jumlah Turis Asing, tingkat kunjungan ke tempat hiburan,.....)

{4) Pajak Reklame
Pajak Rekiame = f (PDRB Sektoral, NTB Jasa Usaha, NTB manufaktur, NTB

Perdagangan, Jumlah dunia usaha/industri/jasa/perdagangan, Fasilitas terpasang
untuk reklame, Tingkat realisasi periklanan media,.....)

{3) Pajak Parkir
Pajak Parkir = f (Jumlah penduduk/kepemilikan kendaraan, Fasilitas lahan parkir

miltk pengelela, Jumiah titik parkir terkendals,.. ... )
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(8) Pajak Sarang Burung Wealet
Pajak Sarsng Burung Walet= I (Jumiah pendudui/kepemiiikan usaba Budi daya
BW, Luas tempat budidaya, Volume produksi, Volume Penjualan,..... )

17y Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan= f (Jumlah penduduk dengan kepemilikan Lahar Tanah
den Bangunan, Nilai Jual Objek Pajak, perkembangan NJOP,....)

(8) Bea Perolehan Hax Atas Tanalk dan Bangunan
Bea PHAT Dan B= f (Volume Transaksi Jual beli Tanah dan Bangunan, NJOP,
perkembangan NIOP,....)

(9) Pajak Penerangan Jalan Umum

Pajak PJU = f (Jumlah Rumah penduduk, Lokasi PJU dengan meterisasi, PJU tanpa

meterisasi,....... Y.

Fungsi perencanaan pajak menentukan pendekatan dalam menilai data potensi dan

sekaligus berguna dalam menetapkan target atau rencana penerimaan pajak daerah.

5.2.2. Pendekatan Regression Startistics (Alternati{ 11}

Pendekatan dalam altemative Il ini dibentuk melalui 3 (tiga) | model
sroyeksi/prediksi, yaitu: (1) The Constant Change Model, (2) Compound_' Growth .
Model, dan (3) Time Trend Extrapolation, yang menghasilkan nﬂaii%p_e_]alui' '
Regression Statistics scbagai pendekatan ilmiah yang mengkombinasian 3(t1ga)

model prediksi tersebut. Hasil dari 3 (tiga) pendekatan ini menghas.ilka.._z;_'..ogt'put:

yang menjadi model (I} alternative keputusan, sebagai sistem pﬁ:nciukung
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format prediksi dengan lower limit dan upper |

FProyeksi Tehuan 2015-2919

Tabel 5.9,

Proyeksi Potensi Pajak Daerah
Regression Statistics)

xeputusan tipe II= decision suprort systems, Ringkasan dari pendelaian ketiga
- mode! dalam alternstive I unfuk setiap jonis pajak daeizh dikemukakan melalni

T masing-masma.

- Lower Limit Predicted Upper Limit
o008 | 5,671,645,060 32,511,263,017 59,350,880,974
2010 18,619,494,369 51,676,844,759 £4,734,195,148
31,567,343,679 70,842,426,501 110,117,509,323
22 44,515,192,589 90,008,008,243 135,500,823,497
2013 57,463,042,298 109,173,589,935 160,884,137,671
2014 70,410,891,608 128,339,171,727 186,267,451,846
2015 83,358,740,918 147,504,753,469 213,650,766,020
2016 96,305,590,227 166,670,335,211 237,034,080,194
109,254,433,537 185,835,5916,953 262,417,394,369
122,202,283,845 205,001,498,555 287,800,708,543
135,150,138,156 224,167,080,437 313,184,002,717

_(Sumber s lampiran 3)

Untuk masing-masing jenis pajak hotel prediksi dan lower serta upper limit masing —

masing dikemukakan berikut, kecuali tidak ada penysjian data untuk PBE (karen_jég'__'belum

. didukung data series realisasi beberapa tahun sebelumnya):
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{i,g,)Prﬁ}’aiﬁi Potensi Pajak Hotel Tabus 26152019

" Tabel Tabel 5.10,
Proyeksi Potensi Pajnk Hotel

(Hegression Siatistics)

Lower Limit Fredictes Upper Limit
2015 8.425993,537 | 19.676,055,770 303,926,197,603
2015 G,543,718,488 | 21,884 303116 34,224,887,744
2017 10,661,443,040 | 24,092 5104582 37,523,577,885
2018 11,775,167,591 | 2630G0,717, 5805 40,822 268,125
2018 12,856,892 147 | 28,508,975,154 443 120,958,166

(Smmber: Lampiren 3.1.)

(1.2.) Proyeksi Potensi Pajak Hiburan Takup 2015-2819

Tabel Tabel 511,
Proyeksi Potensi Pajak Hiburan

(Regression Statistics)
Lower Limit Predicted Upper Limit
2015 7,257305,777 | 13,676,400,844 20,105,513,910
20156 8,464,543,581 | 15,516,827,062 22,569,110,142
2017 9,681,782,184 § 17,357,244279 25,032,705,374
2018 | 10,899,020,388 | 19,197,661,457 27,496,302,606
209 12,115,258,591 | 21,038,078,715 29,959,858,833
{(Sumber: lampiran 3.2)

(1.3.) Proyeksi Potensi Pajak Restoran Tahun 2015-2019

Tabel 5.12.
Proyeksi Potensi Pajak Restoran
(Regression Statistics)

Lower Limit Predicted Upper Limit
2015 22,910,446,151 | 31,654,807,579 403,399,169,807
2016 25,872,408,758 | 35,464,.369,679 45,055,330,601
2617 28,834,371,364 | 39,273,931,330 45,713,491,396
218 31,796,333,970 1 43,083,453, 080 54,370,652,191
2018 34,758,796,576 | 45 893,054,781 55,027,812,986

Sumber: Lampiran 3.3,
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y Proyelsi Polenst Pajak Parkisr Tadua 20152019

Tabel 5,135,

Proyeksi Fotenst Pajak Parkir

(Hegresnion Statistics)

Lower Limit Eregictad Uipper Limit
2015 815,296,351 | 3,172,743,143 5,529,189,924
2016 583,440 342 3,558.259,684 £,153,159,045
2077 1,150,584,224 ; 3,853 855,245 6,777,138,157
2018 1,317,728 305 | A,.359,412,797 7801 057,288
2019 1,484, 872,786 ¢ 4,754,765 348 8,025 066,409

Samber: lampiran 3.4,

1.5.) Preyeksi Potensi Pajak Reklame Tahor 2015-2019

Tabel 5.14.

Proyeksi Potensi Pajak Reklame

(Regression Statisties)

Tabel 3.15.

Lower Limit Predictdd | Upper Limit
2015 | 1,304,249,792 | 5,585,521,285 9,874,792,778
2016 | 1,322,842,473 | 6,023,429,304 10,724,136,133
2047 | 1,341,435,156 | 6,857,457,322 11,573,479,488
2018 1,350,027,838 | £,891,425,341 12,4232 822 843
2019 | 1,378,620,528 | 7,325,393,359 13,272,166,158
{(Szmber: Lampiran 3.5.}

16) Proyeksi Potensi Pajak Sarang Burung Walet Tabun 2615-2019

Proyeksi Potensi Pajak Sarang Burung Walet
(Regression Statistics)

Lower Limit Predicted Upper Limit
2015 2,525,282,020 | 398,780,758 3,322,843,537
2015 2,935,707,370 | 356,729,583 3,725,167,336
2017 3,346,132,719 | 354,679,208 4,135,491,136
2018 3,756,558,058 | 392,628,433 4,541,814,935 |
2018 4.166,583,417 | 320,577,653 4,948 138,734

{Sumber: Lamyiran 3.6.)
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,,'.} Proyeksi Polensi Pajak BPHATE Tabhun 20153919

Tabel 5.1¢.

{Regressicn Statistics)

[ .3 NN NN I o IO MR i T SR B~ S . .
E PO ERST B OiChas: TEREETHATRE 7

(Sumber: Lampiran 3.8)
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r Lower Limit Predictad Upper Limit |
2015 -335,082,234 018 E1324 425 354 357,721,134,785
2018 -384,250,564,874 185 ﬁ,m:@ﬁ 405,321,3168,066
2017 -433,418,845731 | 9,745177.508 452,011,207,347
2048 -482,587,126,588 8,957,054,020 500,501,234,628
2019 -531,755,407,444 8,167,930,733 548,091,267,905
Sember: lampiran 3.7. —
1.8.) Proyeksi Potensi Pajak PJU Tahum 20615-2019
Tabel 5.17.
Proyeksi Potensi Pajak PJU
(Regression Statistics)
Lower Limit Predicied Upper Limit ]
25 19,743,577,312 | 31,2595,982,457 42,848, 387,602
2016 217397,579,950 | 34,065,770,430G 45,741 ,960,509
2017 23,051,582 589 | 35,843,553,403 50,635,524,217
2018 24,705,585,227 | 38,617,3456,376 54,525,107,525
2019 26,359,587,865 | 42,391,134,349 58,427 ,680,833



N .'3

_Hasit Penilaian SWOT Pajak Daerah daxn Proyeksi Potensi Pajak

Sesuai peayafian pada Bagian 4 penelitian ini, analisis SWOT dilakukan pada

tataran aspek strategic atau filosofis pajak daerah, aspek sccial pajak daerah, aspek

administrative/regulasi  pajak  daerah, den aspek teknis atau operasional

pengelolaan pajak dasrah terkat perspektif tahun 2015, Hasil analisis SWOT
untuk Setiap Jenis Pajak dinyatakan dalam tingkat hambatan dalam penetspan -
nreyeksi poiensi dan target pajak daerah.
{1)Pajak Hotel

Sesuai peluang terkait pertumbuhan unit hotel, tantangan karena
masih fluktuatif tingkat hunian hotel, pendeknya tingkat rata-rata menginap
tamut botel, pembatasan kegiatan rapat dinas Pemerintahan pada jasa hotel,
kekuatan dukungan regulasi pajak hotel, serta dukungan untuk unit hotel
vang sudah on line system dengan Dispenda, namun belum optimal, dan
terdapat kelemahan penerapan metode self assessment terkait kepatuhan WP,
maka kondisi SWOT pajak hotel memiliki hambatan cukup tinggi. Hasil
analisis ini sebagai informasi yang menjadi sistem keputusan berstruktur
(Structured Decision System) yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kota
dalam menetapkan untuk tingkat proyeksi data potensi pajak hotel tahun
2015. Sesuai hasil analisis SWOT untuk pajak hotel tahun 2015 ada pada
skenario pertumbuhan rata-rata dengan bobot medium, dengan regresi
statistic tanpa upper limit.

Sesuai hasil analisis SWOT untuk pajak hotel tahun 2015 ada pada -Skenajfi‘?_
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So/tahun ) dengan tahun dasar 2014 ditetapkan

" Data Potensi (Alternatif )

pertumnbunan rata-rata dengan bobot medium, dengan regresi staristic tanpa
upper limit.  Berdasarkan.asumsi Tingkat pertumbuhan rata-Rata (21,92

: Pajalk FHotel Proyeksi

2015 2016 | 2017 2018 2018
i
0,350,265 041 | 24,811,043,015 l 30,248 579,740 36,880,343,573 | 44,964,520,387
Abternatif §f
bowrer Himit Predicted Upper Limit _l
2015 8,425,993.937 | 19,676,095,770 30,926,137,603
2016 8,543.718,488 | 21,884,303,116 34,224,887,744 N
2017 10,661,443,048 | 24,0592,510,462 37,523,577,885
2018 11, 779,167,591 | 26300,717,208 40,822 268,026
218 12 866,892,142 | 28508025 154 44,120,958,16%
(2)Pajak Hiburan

Pelnang pengelolaan pajak hiburan cukup 'tinggi terkait upit-unit kegiatan
sebagai objek pajak, namun terdapat tantangan pengclolaan pada fasilitas hiburan,
etika yang menjadi landasan social, kekuatan pada dukungan regulasi, peluang
kelemahan dalam

peningkatan tariff dalam batas tertentu, namun memiliki

memenuhi efektifitas metode self assessment terkait metode pengendalian dan

kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat
menggunakan skenario pertumbuban medium/moderat, bobot rata-rata, dengan
regressi statistic berpola proyeksi dengan upper limit.

Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario

158



pertumbunan Medium, bobot rate-rata, dengan regreas! statistic berpela proyekst
dengan upper limit. Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbuban Medium.

(44,00 %/tahun ) dengan tahun dasar 2014 ditei:apkari : Pajak Hiburan

Proyeksi Data Potensi (Alternatif I}

2319

2015 | 2015 2017 ] 7018
16,969,755,773 | 24,436,448,313 | 35,188,385,575 50,671,419,221 72,966,843.679
Alterpatif 1%
Lower Limit Predicted Upper Limiy

2015 7,247 305,777 | 13,676,400, 8344 26,105,513,910

2018 8,464 543,531 | 15,516,827,062 22,569,110,142

2017 9,681,782,184 | 17,357,248,279 25,032,706,374

2018 10,899,020,328 | 19,197,661,497 7,496,302,605

2818 12,116,258,591 | 21,038,078,715 29,955,858, 838
(3)Pajak Restoran

Peluang pengelolaan pajak restoran sangat baik dengan pertumbuhan unit
usaha terkait ebjek pajak ini, sifat dan pola konsumsi masyarakat cukup tinggi
dalarn menciptkan perfurmbuban nilai yang menjadi objck pajak ini. Tantangan
terkait masih belum tingginya tingkat kepatuhan/kesadaran pajak dan WP,
kekuatan dengan dukungan regulasi pajak imi, seria kelemahan pengendalian
karena metode self assessment memerlukan tingkat administrasi pengendalian yang
tinggi. Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario
pertumbuhan rata-rata, bobot imedium, dengan regreasi statistic berpola proyeksi
dengan upper limit.

Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario

pertumbuhan Rats-rata, bobot medimum, dengan regreasi statistic berpola proyeksi
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Iiata Potenst (Alternatif I}

dengan upper limit. Berdasarkan asumsi Tirgka! pertumbuhan rats-ratn (25,51

%/tabun ) dengan tahun dasar 2014 ditetapkan: Pajak Festoran Proyelksi

2018

2017 |

2018

2515 |

f 2015 |
|

'38,455,177,360 | 48,285,093,104

1
50,577,518,355 | 76.030,843,287

95,424,311,410

B

Alternatif i1

] Lower Limnit Pradictad Lipper Limit ;
2015 22,910,446,151 | 31 654,807,979 40,399,169,807
2016 25,872 408 758 | 35,464,366,679 425,055,330,601
2017 28,834,371,364 § 39,273,531 ,380 49,713,491,356
2018 31,796,333,970 | 43,083,493,080 54.378,652,191
2018 34,758,296,576 | 46,893,054,781 58,027,812,986

 (4) Pajak Parkir
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moderat, dengan regreasi statistic berpola proyeksi dengan lower Hmit.

Peluang pengelolaan pajak parkir kurang baik karena tidak efektifnya
kerjasarna dengan pihak ketiga, dihentikannya kerjasama dalam pengelolaan
titik lokasi perparkiran, Kekuatan ada pada potensi pajak yang diidentifikasi
vang sebenarnmya sangat terbuka untuk difonnalka}z kerjasamanya kembali dengan
metode pengendalian dan dukungan SDM pelaksana yang cukup. Kelemahan
pengelolaan ada pada keterbatasan SDM dan fasilitas penunjang operasional
pelaksana (UPTP /Perparkiran dari SKPD Dinas terkait). Sesual penilaian untuk

tahun 2015 pajak int dapat menggunakan skenario pertumbuhan Rata-rata, bobot

Sesuai penilaiap untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario

perfumbuhan Rata-rata, bobot moderat, dengan regreasi statstic berpoia proveksi



dengan lower limit. Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbun

ditetapkan: Pajak Parkir Proyeksi Data Potensi (Alternags D

an rata-rata

(30,26%/tahun ), bobot moderat/medinm, dengan iahun dasar 2014

2019 |

11,774,920,085 ‘

[ 2015 ] 2016 2017 2018

| 4,089,908,262 ‘ 5,327,515,805 J 6,938,622,082 | 8,038,551,731

- Alternatif I

Lower Limit Predicted Upper Limit

2015 816,296,361 | 3,172,743,143 5,529,189,924
2016 983,840,342 | 3,56%,299,694 6,153,159,045
2017 1,150,584,324 | 3,953,856,245 6,777,128,167
2018 1,317,728,305 | 4,359,412,757 7,401,097,288
2019 1,484,872.286 | 4,754,969,348 8,025,066,409

{5) Pajak Rekiame

Peluang pajak reklame
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dengan regreasi statistic berpola proyeksi dengan upper limit.

cukup tinggi mengikuti dinamika pertumbuhan
kebutuhan komunikasi bisnis, tantangan terkait fasilitas reklame yang tidak
bertumbuh namun mengafami kendala teknis dalam menjamin kualitas dan
keamanan fasilitas periklanan, adanya tantangan dalam etika iklan produk tidak
normal (industry tembakaw/rokok), mash banyak iklan-ikian yang tidak memiliki
5jin, terdapat kekuatan pada dukungan regulasi yang dapat diintensifkan untuk
peningkatan objek pajak sesuai kewenangan Pemerintah Kota, Kelemahan terdapat
pada fungsi pengendalian yang lemah, schingga menumbuhkan tantangan pada
pengamanan potensi penerimaan pajak reklame, Sesuai penilaian untuk tahun 2015

pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan maksimum, bobot optimis,



Sesuai penilaian winek tahun 2015 pajak inf dapat menggunakan skenario
pertumbuhan maksimum, bobot optmis, dengan regreasi statistic berpola proyekst
dengan upper limit. Berdzsarken asumsi Tingkat pertumbuhan maksium (33
%/tahun ), bobot optimis, dengan tahun dasar 2014, ditetapkan: Pajak

Reklame Proyeksi Data Potensi (Alternatif I)

2015 2016 2017 2018 3019
5,348,738,941 7,113,502,591 9,451,420,447 12,583,782,294 16,735,430,451
Alternatif I
tower Limit Predicted Upper Limit
2015 1.304,249,752 5,589,521,285 9,874,792,778
2016 1,322,842,474 | 65,023,489,304 10,724,136,133
2047 3,341,435,156 | 6,4A57457,322 11,573,479,488
2018 1,360,077 838 6,891,425 341 12,422,822 843
2019 1,378,620520 | 7325393359 13,272,156,198

(6) Pajak Sarang Burung Walet

Pengeolaan pajak sarang burung walet memiliki peluang yang rendah, dan

tantangan pengelolaan yang tinggi. Belum adanya mekanisme yang dapat

menumbuhkan system pengendalian pajak merupakan tantangan yang dihadapi

Dinas pengelola pajak ind. Kepatuhan WP sangat rendah, kelemahan umit terletak

pada belum tersedianya fasilitas karantina sebagai pengendalian hulu dari produksr
dan penjualan sarang burung walet. Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak in
dapat menggunakan skenario perhumbuhan rata-rata, bobot optimis, dengan regreasi

statistic berpola proyeksi dengan lower limit.
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Sesual penilaian untuk tahun 2015 pajak ind dapat mernggunakan skenario

pertumbuhen Rata-rata, boboi optimis, dengan regreasi statistic berpola proyf:ksi
dengan Lower limit. Berdasarkan asumsi Tingkat psrtumbuhan rata-rats (4

%/tahun ), bobot optimis, dengan tahun dasar 2014, ditetapkan: Pajak

Sarang Burung Walet Proyeksi Data Potensi (Alternatif I)

[ 205 2016 2017 | 2018 2019
-32?,133,81? 427,300,385 427,467,047 427,633,759 427,800,536
Alterpatif ¥i
Lower Umit Predicied Upper Limit
2015 2,525,282,020 | 398,780,758 3,322,843,537
2016 2,935,707,370 296,729,953 3,729,167,336
2017 3,346,132,719 384,679,208 4,135,491,136
2018 3,756,558,068 | 392,628,433 4,541,814,935
2019 4,166,983,417 | 390,577,658 4,948,138,734

7.Pajak Bumi dan Bangunan

Peluang pengelolaan PBB cukup finggi karena adanya perkembangan dan
pertumbuhan wilayah dari zona pemukiman, tantangan yang dihadapi terkait NIJOP
pasar yang justeru lebih tinggi daripada NJOP sesuai acuan database PBR, kelemahan
administrative terkait mencapai 40% data tidak valid, dari sekirat 152.060 objek PBB
hanya sekitar 60% data yang valid untuk ditetapkan dengan official assessment
(SPTPD). Penerimaan pajak dari PBB secara administrative dalam tahun 2013 dan
2014 termasuk penerimaan atas piutang PBB. Tingkat realisasi masih berkisar pada

nilai sekitar 70% dari SPTPD yang ditetapkan. Sesuai penilaian untuk tahun 2015
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pajak ird dapat menggunakan skenario pertumbuhan pesimis, bobot moderat/medium,
dengan regreasi statistic berpola proveksi dengan upper Hmit,

Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ind dapat menggunakan skenario
“pertumbuhan minimum, bobot  moderat/medium, dengan—regreasistatistic Ferpola
ﬁroyeksi dengan upper limit. Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbuhan minimum
(15 %/tahun ), bobot moderat/medinm, dengan tahun dasar 2014, ditetapkan:

Pajak Bumi dan Bangunan Preyeksi Data Potensi (Alternatif I}

2015 2016 2017 2018 2019 |
; E ]

20,270,784,525 21,002,740,702 21,033,744063 | 21,065,294,679 | 21,096,892,621

jea Perviehtan Hak Atas Tanah dau Bangunan

Peluang pengelolaan BPHATB cukup ti:rlggi karena adanya perkembangan dan
pertumbuhan transaksi dalam perkembangan wilayah dari zona permukiman, industry,
dan peruntukan lainnys, dengan tantangan yang dihadapi terkait pengendalian nilai
- transaksi dengan dasar acuan NJOP pasar yang belum sepenuhnya relevan. Penerimaan
pajak dari BPHATB secara administrative dalam tahun 2011 sampai 2014 berfluktuatif
karena mengikuti data transaksi yang dilaporkan sesuai self assessment dari keterkaitan
..dcngan pihak yang bertransaksi dengan profesi pelaksana, dan pihak Pemerintah Kota
(Dispeda). Kelemahan pada system pengendalian internal terkaijadi dasar tariff
BPHATB. Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skepario
pertumbuban rata-rata, bobot rata-rata, dengan regreasi statistic berpola proyeksi

dengan upper hmit.
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Sesual penilaian untuk .tahim 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario
pemunbuhan_ pesimis, bobot mediumy/moderat, dengan regreasi statistic berpola
proyeksi dengan upper limit. Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbuhan pesimis
(1 Y%/tahun), bobot moderat/medivm. dengan tahun dasar 2014, ditetapkan:

Pajsk BPHATE Proyeksi Dass Potensi (Alfernatif Iy

T 2018 2016 2017 2018 2019

72,781,684,438 22,783,862,54 22,786,241,000 22,788,515,624 22,750,748,476

Alternatif 11:

Lower Limit Predicted Upper Limit

2015 335,082,284, 018 | 11 324,475 334 357,731,134,785
2016 384,250,564,874 | 10,5325,301,596 405,321,168,066
2017 433.418,845,731 1 9,746,177,808 452,911,201,347
2018 482,587,126,538 | 8,957,054,020 500,501,234,628
2018 531,755,4(07,444 | 8,167,930,233 548,091,267,509

9, Pajak Penerangan Jalan Unum (PPIU)

Pengelolaan pajak PJU memiliki psluang yang cukup baik terkait luasnya
layanan dari PT PLN (Persero) dan Fasilitas layanan terkait dari Pemko Banjarmasin.
Tantangan terkait data akses pada titik PJU tanpa meterisasi. Kekuatan pada fasilitasi
titik PJU dengan meterisasi, kelemahan pada koordinasi yang belum dapat memberikan
dasar yang sama dalam penetapan nilai objek PPJU setiap tahunnya. Sesuai penilaian
untuk talun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan minimum, bobot
moderat/mediurn, dengan regreasi statistic berpola proyeksi dengan upper limit.

Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario
pertumbuhan minimum, bobot moderat/medium, dengan regreasi statistic berpola

proycksi dengan upper limit, Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbuhan minimum
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5 %/tahun), bobot moderat/medium, dengan upper limit dengan tahun dasar

f_ 2014, ditetapkan: Pa jak PIU Proyeksi Data Potensi {Alteroatif |

2015 | 2015 | 2017 2018 2019 |
! - i
|30,014,458,500 | 30029506750 | 30,044,501,503 | 30,059,543, 764 30,074,573,525 |
Alternatif li
Lower Uit Predicted Upper Limit
2015 | 19,743,577,312 | 31,295,982,457 | 42,348,387,602
2016 | 21,397,579,950 | 34,069,770,430 | 46,741,5960,9G9
2017 | 23,051,582,580 | 35,843,558,403 | 50,635,534, 217
2018 | 24,705,585,227 | 39,617,346,376 | 54,529,107,525
2019 | 26,359,587,865 | 42,391,134,343 | 58,422,680,833

4. Penetapan Target Pajak Daerah

Berdasarkan proyeksi data potensi (alternative 1 dan alternative II) dengan
dukungan hastl penilaian analisis SWOT, memberikan  aah kebijakan  bagi
pengelola dalam menctapkan tingkat potensi pajak daerah yang diproyeksikan
dalam tahun di mana akan ditetapkan target pajak daerah.

Penentuan target Pajak Daerah untuk tahun 2015-2019 seperti halnya dengan
perhitungan potensi, menggunakan 4 (empat) skenario yaitu skenario 1 (dengan
tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata), skemario 2 (pertumbuhan ekonomi
optimistik}, skenario 3 (pertumbuhan ekonomi medium / moderat), dan skenario 4
Dalam penetapan target pajak daerahl

(Perambuhan ekonomi  pesimis).

kecenderungannya ditetapkan  lebih rendah dari potensinya. Hal ini dikarenakan
pertimbangan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam permungutan Pajak

Daerah  baik teknis maupun non teknis. Oleh karena jtu, penentuan nilai target akan

memperhatikan hal-hel yang berpengaruh pada pencapaian target dari potensinya,
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dalam hal ini faktor hanbatan tersebut dizkomodasi dalam bennuk bobot persentase
pencapaian potensi. Semakin tinggi hambatan, semakin kécil persentase
pencapaian potensinyz dan  sebaliknya. Perspektif hambatan terkart pengelolaan
pajak daerah dipertimbangkan melalui anaisis SWOT,

Nilai target Pajak Daerah diperoleh dengan  cara mengalikan nitai
potensi dengan suan: bobot yang mencerminkan  persentase pencapaian potensi
vang dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan, secara matematis dapat ditulis
schagai:

Targes (2008) = Potensi (2008) x Persentase bobot

Persentase bobot dalam rumus di atas dibagi menjadi 4 (empat) nilai
yaitu persentase .bobot untuk hambatan rata-rata (rata-rata). hambatan rendah
(optimis), hambatan sedang (moderat/medium) dan hambatan tinggi (pesimis).
Sehingga, nantinya akan diperoleh nilai target Pajak Daerah untuk 9 { Sembilan)
jenis pajak daerah dari 4 skenario (berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang
digunakan).

Kriteria rata-rata, optimis, moderat, dan pesimis yang ditentukan oleh
tingkat permasalahan/hambatan dari masing-masing jenis Pajak Daerah diperoleh
dani hasil kajian lapangan (SWOT) analisisyang seharusnya dilakukan tahunan
sebelum penetaﬁan target pajak dilakukan. Permasalahan/hambatan dari masing-
masing jenis/itern Pajak Daerah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu kategori
hambatan rata-rata, hambatan rendah, hambatan sedang dan hanibatan tinggi. Dalgm
menentukan a.ngka rata-rata (bambatan rata-rata), angka pesimis (hambatan tinggi),

angka moderat (hambatan scdang) dan angka optinis (hambatan rendah).

i67




T

Sebagal pendekamﬁ judgment, jenis Pajalc Daerah Hotel berdasarkan data
survel lapengan, dikategorikan memiliki hambatan sedang, Maka dar jenis Paiak
Dacraht  tersebut dapat digunakan untuk  mendapatkan angks moderat/mediurm,
yaitu diperoleh dengan melihat pertumbuhan realisasi dan Pajak Daerah Hotel pada
tahun y dan v — 1. Demikian juga untuk memperoleh angka pesimis dan optimis, dan
rata-rata, yaitu dengan memperhatikan pertumbuhan jenis/item Pajak Daerah yang
merniliki kategori hambatan rendah dan tinggi, dan rata-rata.

Dari hasi! perhitungan (kaidah) rasio statistic, untuk persentase bobot
rata-rata adalah 70 % dari data potensi (skenario yang dipilih), bobot optimistic
adalah 90 % dari data potensi (skenario yang dipilih), untuk persentase bobot
medium adalah 80 % dari data potensi (skenario yang dipilih), dan untuk persentase

bobot pesimis adalah 60 % dari data potensi {(skenario yang dipilih).

5.5. Target Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Penentuan target Pajak Daerah Kota Banjarmasin tabun 2015-2019
menggunakan metode yang mengalikan potensi Pajak Daerah  tahun 2015-2019
dengan nilai persentase bobot pencapaian terkait tahun yang bersangkutan.
Dalam perhitungan ini, asumsi perfurnbuhan ekonomi dan persentase bobot sama

dengan yang digunakan pada perhitungan target tahun sebelumnya. Hasil

perhitungan target Pajak Daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2015-2019

secara lengkap disajikan benkut:

168




(i)?géﬁk Hotel

Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Rata-rata dengan bobot medinm

tanpa upper limit, vang memberikan pilihan nilai target pajak daerah:

2316

2017

2018

2019 |

2015
16.280.215.232

19.348.538.411

24.199,703,791

29.504,278.862

35.971. 618.789 |

penilaian SW

OT Pajsk Hotel.

(ipPajak Hiburan

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesuai hasil

Dalam tahun 20{5 kebijakan skenario Rata-rata dengan bobot medium

dengan upper limit, yang memberikan pilihan nilai target pajak daerah:

I 2015

} 2016

2017

2018

2019

12,411,450,819. |

16,339,727 663,

21,511,251,469. | 28,319,562,559.

37,282,704,109

(iti)Pajzk Restoran

hasii penilaian SWOT Pajak Hiburan.

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembalj sesuai

Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Rata-rata dengan bobot medium

dengan upper limit, yang memberikan pilihan nilaj target pajak daerah:

2016

2017 |

2018

2019 |

' ] 2015
30.764.141.888

38.612.074.483

48.462.014.684

| 60.824.672.630

76.341.049.128 |

tasil nenilaian SWOT Pajak Restoran.
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)7 aiak Parkir
Dalam tahun 2015 kebijakan skenaric Rata-rata dengan bobot medium

dengan fower limit, yang membertikan pilthan nilai target pajak daerah:

i
——

' i:‘" 2015 2015 2017 2018 ! 2019

|3.271.927.410 4262.012.648 | 5551.697.570 7.231.541.385 9.419.936.068

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesuai hasil

penilatan SWOT Pajak Packiz.

(viPajak Reklame

Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Pertumbuhan maksimum dengan
bobot optimis, serta upper limit, vang memberiken pilihan nilai target

pajak daerah:

2015 2016 2017 2018 2019

4813019046 16402512332 | 8515341401 | 11325.404.064 15.062.787 405

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesnai

hasil penilaian SWOT Pajak Reklame,
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;i)?ﬂ jak Sarang Burtng YWalet

Datar tahun 2015 kebijakan skenario Pertumbuhan rata.rata dengan bobot

optimizs, serta lower limit, yang memberikan pilihan pijai target pajak

daerah:

2015 2016 2017 2018 7013
384.420.435 [ 384.570.35% ‘ 384.720.341 334.870.322 385.020.482 !

Dialam iahun 2016 data p@tensi dan pmyeksi alkan dinita: kemball sesual

hasil penilaian SWOT Pajak Sarang Burung Walet.
(vi)Pajak Bumi dan Bangunas (PBB)
Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Pertumbuhan pesimis, dengan

moderat/medium yang memberikan pilihan nilai target pajak daerah:

B 2015 2015 | . 2017 2018 2019 |

16,775,627,620 16,801,792,561. | 16,826,995,250 16,852,235,743 16,877,514,005. !

Dalam tahan 2016 data potensi &an proyek_si akag..l dinilai kembali sesuaj
hasil penilaian SWOT Pajak Bumi dan Bangunan.

{viii)Pajak BPHATE

Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Pertumbuhan pesimis, dengan
moderat/ medium, serta upper limit, yang memberikan pilihan nilai target

paiak daerah:

‘ 2015 | 2016 | 2017 2018 [ 2019
18,225,347,548. | 18,227,170,083 | 18,228,992,800 18,230,815,699. __Lzz,zsz,sas,m

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesuaj hasil

penilaian SWOT Pajak BPHATE.
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Fajak PIU
Dalam tahun 2815 kebijakan skenario Pertumbuhan pesimis, dengan bobot

moderat/medium, serta upper limit, yang memberikan pilihan nilai target

paiak daerah:
f____ 2015 2016 2017 2618 2013 |
(74011599599 [24,023,605,399 [ 24,035617,202 [ 24,047,635,011 24059,658,828 |

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesuai

hasil penilaian SWOT Pajak PJU.
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roges sebagai Data base deri

azjemen pajak daerah Pemerintak Kota Banjarmasin,

Gambar 5.2,

DATA BASE MANAJEMEN-POTENSI PAJAK DAERAH

mplementasi Aspek IT dalam Pemgelolaan Pajak Daerah: DBEMS/Data Master

Aplikasi atau SOFTWARE digunakan hanya untuk pencatatan dalam Data Files

. Base line — aktivitas- dan pengukuran kegiatan

daerat SKPD

Kasda

Data WMulu Rencana
Capaian; Target sesuai

KOTA BANJARMASIN
I Tencgurgjawab Manajsmen  Sumber | Reafisasi r‘enguka;ran. LAIN-
Managjemer (Clausa: | Daya Pajak Daerah Panerimaan Pgjak | Analisisdan  perbaikan | LAIN
Pengamanan  dan | Clause: Perencanaan | Dzsrah Pzjak Daerah
Pemeliharzan, dan penganggaran Clause:, Clause:  Penggunaan,
pengawasan  dan Penerimaan  dan | Penatausahaan,
pengendafian WP penyaltran ke | Pemanfaatan,
Kasda Penilaian, penghapusan
Piutang Pajak Dasrah
FRES BOP: Audit internal
FReguiasi terkait | Daftar WP sesual [rata Reafisasi | Pedoman Mute intemal
pajak dasrah jenis pajak daerah sd | pajak daerahflenis | Auditor Paigk Daersh
tzhun pajak aat
Pedoman Moty pajak | terakhir................. | Penyeloran ke | Monev {(Pemeriksaan)

pengainla
dala potensi
SACTION Alktivitas sasuaf SOP: | Data rencana dan Daftar  kegiatan | Kegiatan Monev
Waijib dan SOP data reslisast pajak Penetapan SKPD / | Audit intemnal
kegiatan Utama daerahfjenis pajak pajak daerah | Analisiskinerja/Entitas
{Core Activitias) {official pelayanan pajak
............. assessmeant)
Realisasi  Pajak
daerah (self
assessmentj
STORY FILES | Data Kinerja BMD DATA PENGADAAN | Daftar Kinerja i DATA Hasil Audit
BHD TAFIUN | capeien pajek internalipemenksaan
SEBELUMNYA daerah pajak daerah
BT Pajak Dagrah | POTENSIAL PAJAK | TINGHAT Kebiiakan
Kebijakan DAERH (Kerjasama | SYARAT Pengembangan
Pamerintah Pemanfaatan } KEBUTUHAN Renstra Crganisasi
Aktivitas lainnya LAYANAN PRIMA | ...
REGIONAL TAXES | PAJAK
PROGRAMME DAERAH...........
DEVELOGPMENT
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Implementasi Sistern Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA)

SIMPADA adalah suatu aplikasi untuk mengelola objek /subjek pajak daerah yang
cliputi data potensi, Perencanaan atau target pajak, data realisasi pajak, dan administrasi,
m;asi ini digunakan untuk mengelola data perpajaka daerah pada unit-upit kerja yang

sjisah, dan setiap saat dapat dilakukan konsolidasi data keseluruhan pajak daerah secara

Garnbar 5.3, : Bisain $IMPADA

[ Wformasi/Laporan Hasil
pengolahan Data: SIMPADA: Untuk Manajemen:

Datn Potens! - Strateg! pemanfaatan

B - Teknis Penggunaan

Perenacaan fTarget Pajal

’——Reaﬁsasi Pajak Daerah A
- Administrasi Pelaporan

Keuangan Pajak Daerah

h:d

S {
i
: Informasi/Laporan Hasil
f S ai SIMPADA Untuk Proyeksi:
Optimalicasi pai
Konsistens? dan pif:mahsesi Pajak Daerah
integritas: Fasilitas Lavanan
Pemelinaraan -
Modifikas) D
Pembaharuan, |
A Infarmasi/laporan Hasil
SIMPADA Untuk
T Akuntabilitas
Manajerial
Sumber Data Internal A 3t
Transaksi Perpajakan |

Informasi/Laporan Hasif 5iM
Untuk Pengendalian:

J_ J Perencanaan Pajak

e Reatlisasi Pajak
Pengembangan Pajak
Penghapusan Piutang Pajak
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BAGIAM VI
 PENUTUP
Berdasarian hasil peneitian dikemukskan beberapa simpulan dan saran dalam
pengelolaan data uniuk proyeksi dats potensi pajak yang menjadi dasar dalam
penetapan target pajak daerah untuk setiap tahun anggaran.

6.1, Simpulaa

(1) Penctapan  proyeksi data potensi pajak daereh untuk pota 5 (Hima) tabun 281 5.
2019 dan penetapan target pajak daerah untuk perode 2015-2019, dlakukan
dengan dukungan data dan informasi terkait data historis realisasi, data izhun
terakhir (2014) sebagai data realisasi dan proyeksi, denga:1 mempertimbangkan
kondisi SWOT setiap tahun.

{2) Penetapan informasi proyeksi data potensi pajak daerah ditetapkan dengan: (1)
Pendekatan dengan 4 (empat) scenariq perfumbunan proyeksi data potensi, yaitu :
pertumbuhan rata-rata, pertumbuhan maksimum, pertumbuhan  moderat/medivm
dan pertumbuhan minimum (alternative I); serta (2) Pendekatan dengan regression
statistics yang memberikan data prediksi/proyeksi dengan batas bawah (lower.
limit} dan batas atas (upper limit) batas nilai keputusan (alternative I1).

(3) Informasi proyeksi data potensi dengan 4 skenaric dan informasi dari data

regression statistics sebagai  alternative yang pilihannyva ditentukan  pihak
pengelola untuk scenario dan nilai proyeksi yang ditetapkan, sebagai sistem
pendukung keputusan/Decision Support Systems.

(4) Analisis SWOT dilakukan tabunan melalui penilzian aspek strategik/filosofis,

administratif/regulasi, sosio, dan teknis pajak daerah, di mana hasil analisis SWOT

memberikan dasar keputusan yang sifamya berstruktur untuk dilaksanakan, yair

sebagai Sistem Keputusan Berstrukur/Structured Decision Systems.
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(3) Berdasarkan data dalam Sistem Pendukung  Keputwsar (Decision Suppert
Systems) dari informasi data potersi dalam scenario peviumbuhan (rata-rata,
optimis, moderat/medium, dan ?esimis) dan data regression statistics, ditambah
intormasi hasii analisis SWOT pajak daerah menjadi dasar menetakan proyeksi
data potensi tahun yang ditetapkan potensinya.

{6) Rencana atau target untuk setiap jenis dan untuk seivruh pajak daerah ditetapkan
eetiap tzhunnya sebagai  model Expert .Syssen:s,éa’r:;}ﬂ"c;‘af Iniellegence, yaitu
menggunakan asumsi nilzi datz potensi dengan peertimbangan kondisi hasii

analisis SWOT melalui tataran aspek strategic, sosio, adminiswative, dan teknis.

6.2. Saran scbagai Rekomendasi
Agar penetapan data potensi dan target pajak daerah yang di dalamnya
terdapat penetapan  nilai prediksi m’aké sesuaj pendekatan normatif
dikemukakan beberapa kriteria yang penting dipertimbangkan pemenuhannnya
ke depan, vaitu: .

(1) Pentingnya dalam penetapan potensi tidak menetapkan nilai yang melewati
batas teoritis nilai potensi, yaitu batas tertinggi dari skope dan skala objek
pajak dalam keterukuran nilainya.

(2) Pelaksanaan analisis SWOT dilakukan periodek untuk menjadi dasar
dipenuhinya relevansi keputusan penetapan data potensi dan target pajak
daerah

{3} Untuk kesinambungan penetapan data proyeksi potensi pajak daerah dan penetapan
target pajak daerah diperlukan langkah pengembangan organisasi (strategic, sosio,

administrative, dan teknis) melalui pemenuhan syarat :
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(i} Membentuk 5IM Pajak daerab didukung dstabsse managzement sysiem;

(i) Memenuhi update datefinformasi objek dan/mian subjek pajak sehingga
informasi memenuhi syarat: (a) relevansi untuk nilal prediksi, nilai umpan
baiik, tersedia tepat wakiu; (b} reliabilitas untuk dapar diuji nilainya,
neutral, menyajikan realita kebenaran praktis; (c) dapar diperbandingkan:
(d} konsistensi

(iif}  Tersedianya sumber informasi melernbaga dalam penstapan dam potensi dan
target pajak daerah yang berasal dari sumber internal dan eksternal.

(iv) Terpenuhinya knowledge to know, yaitu pengendalian organisasi dalam
pengelolaan pajak daerah dilakukan berdasakan pengetahuan dan expert
management,

(4) Pertimbangan adanya pengembangan untuk perbaikan sistem perhitungan pajak
daerah dengan penctapan dasar pengenaan pajak yvang mewakili kondisi
kekinian /terdekat di lapangan (relevansi data potesi) demgan teriff yang
ditetapkan atau disesuaikan;

(5) Pelembagaan sistem pemungutan melalui  self assessmel  dan dukungan

integrasi sistem official assessment melalui komunikasi data yang memenuhi

check and balance, cross check data dengan wajib pajak.

{6) Perlunya pemenuhan aspek pengembangan melalui:

(1) Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah dengan me fakukan
pendekatan penilaian, penggunaan aset yang paling bermanfaat dalam
hubungan dengan Wajib Pajak, seperti untuk pajak PJU, pajak Reklame, pajak
Parkir {Fighest and Best Uses) sebagai penggunaan untuk optimalisasi pajak

daerah.
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{iiy Peningkatan kemitraaan - dengan pihak  swasiz  dalam  pengelofaan
pajak {iaerah. seperti pajak parkir, pajak PJU berbasis
kombinasi metode: official  assessment, self
assessmeni, dan withheolding.

(it} Terkait dengan Kurangnya fasilitas untuk pengendailan pelayanan, masik

jumiah SDM pengelola pada obiek pajax dasrah, maka periu

it
RACLE]

kurangnyva

H3

langkah kongkret fasilitasi pada SKPD erkait upwk mmplementasi

tujuan pengelolaan pajak daerah.
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peraturat Dacesh Kota Banjermasin Normor 4 Tahun 2007 Testang Pajak Parkir,
Peraturan Dacrah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 Tentan Pajak Paskir
peraturan Dasrah Kota Banjarmasin, Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
peraturan Daerah Kota Banjarmasin, Nomer 11 Tabun 2011 Tentang Pajak Restoran
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.e‘rgtuﬂlﬁ Dacrah ¥Kota Banjarmasin, Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Danjarmasin

Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 286 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pengelolaan
ppangan dan asses Dasrab Kota Banjarmasin

epuiusan Walikota Banjarmasin Nomor 129 tahun 2011, Keputusan Walikota Nomor 180
ahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Parkir Dalam Wilayah Kota Banjarmasin,

Keputusan Walikota Nomor 129* Tahun 2011 dan Keputusan Walikota Nomor 181 tahun 2012
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esarnya Setoran pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

sputusan Walikota Banjarmasin Nomor 291 Tahun 2012 Tentang Urzian Tugas Dinas
endapain Daerah Koia Banjarmasin

Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 569 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tempat Parkir

Peraturan  Walikota Banjarmasin Nomor 08 tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin

_;Pes:amm Walikota Banjarmasin Nomeor 13 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Pemerintah Kota Banjarmasin, Lampiran Peraturan walikota Nomor 19 Tahun 2014 Tentang
Nilai Sewa Reklame

Pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas Bina Marga, Laporan Kuangan Tahun Anggaran 2013
(Audited)
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dl. Tarakan Sakdin
JL Tarakan Morisap
Jl. Tarakan Totol
i, Tarakan Dira Kureani
Jl. Tarakan LJoks
L Yarakan Titi Herlina
JI. Targkan Katian
Ji Taraksan Pajiman
J. Tarakan Mamz Elea
b Tarakan Samin
J, Tarakan Surti
A, B am 3 Mefhn
Ji. Tarskan Prapti
JL Tarakan H. Walyudin
L] Jaini Zam-Zam It Lami
JI. P, Antasart H. Yusran
. Jafri ZamrZam lsmi
JL A Yani ¥m. 3 Stepanoriyo
Jh A Yanikm i M. Arifin
JL A Yard Km, 4,3 tas band)
JIH. Hazan Basri H. M. Yusuf
JL A YaniKm 2 Andri Wijiantp
I A Yani {depan PDAK) Parjo
J A Yani Km. 2 Suryani
J B i A b Lan Wgn
JL A Yani Km, 2 M. Nagir
J A YanlKm & Radiya
il A Yand ¥m 2 i Bani
Jl AL Yani Sarnivem
JLAYani Abdul majid
JA Yani o Budi Ltoms
JL A Yani K. 3.7 I Al Wahyuni
10, A Yani Km. 5,5 Ad Fandl




iodl. &, Yank Aadrs
ool Jh A Yank ¥on. 8 All Nasttin
e A Yani {2 Waiwruns
S JI, A, Yani Breelf Lakeoin
Hm 4,3 . A Yanl ida Farlda
Balpmisany J1 K3, Tubun Zulkarnaai
CorE B, P, Araeans S Werner
oy JI, KS. Tubun Cak Bho
ot Saiira JL. Kol. Sugiono Subskil
AL Kol Suglena Pamarn Dl
5. Kol Suglono
1 fopan JI K8, Tuben Jubgir
-}a,-‘,ndi L KB, Taubun Andl
Gorong Fa Ldin Jl. Kok Sugions Udin
Supef JOS Ji, Hol. Suglono
(amongar i, Kol. Sugione Zetlin
y Qi . Kol Sugions
Bowio J. K8, Tubun Cak Bowo
vandara M. P. Artasari
Aluh A, P, Antasan Aluh
, Goyang Lidan i P. Antasar] ]
Hi. Aida Ji. Pramuka H}. Abda
g ¥inang Maimbal JI. Pramuka Ujang
g Mafimhat JI. Pramuka Ujsno/Dlana
uring Ruska . Pratka Rusa
 Solo JI. Pramuka Suryono
i Andat JL. Pramuka {Andah
Putsi WA Yarnd X 5,5 [Putri
arte JiL A Yani Tonilwm
JL A Yanl Muhammad
JL A Yani Mustadi
JL A Yani Riduan
JL A Yani M. Khaimin
JI A Yani Khusaini
ERurhadi JI A Yani Norhadi
JA Yani Wahyudin
£, A Yani Huryantg
peh Bakc ek JL A Yani Iman
am JlL A Yani Ahmad Salimin
Jh A Yani Kartini
E¢ Bush P Antasar . Mesrieh
 Marnz Ad) JI A Yani Km._ 5,8 Marna A
ng Sabar Menanii JL Kinibaly Norhayat]
Uyiing J1. Suttan Adam, Hhariah
i Jaya Karina i, Sultan Adam, nur Aslah
heh Gani L P. Hidayatullsh Yuni
anga Chicken . Kind Salu B Rabiak tami
] " U1 Sufian Adam Toelm
Rarabai T Sultan Adam  dani
Ema JL. Sutan Adam Erna




T
M Subton Adew

Fhasv "Aatid

W, Bultan Adam LEatd
& P, Anteger ~ Addante
P, Antaszd Clarant
JLP. Antzsan H. Sugt
&, Kinikain Resa
gk, Teatm kdEma Yrormin
JE Sgltan Adam Rigkin
3. Premuks Abatul Majkd
2 Sulove § Lk Rawdhatd Waedisn
J A Yani Fathurrahman
J, A Yandt Abdul Hamid
. &, Yanl Cak Wo
4L AL Yani Sursaiy
S A Yar! Husriou
Jic A Yanl Stamet
g A Yan! Radio
£ A Yanl Dre. Sauji
J A Yant Hurhzzanah
2. A Yanl Sufimat
1 A Yani Joko Lelono
M A Yan Sutarto
N A Yani! Nuryams
JL. J1 Sutoye Sno. 54202 CV. Gemilang Feod
Jb Aduna RT 35 Yo 06 Kel. Kebun Bungs Suhartini
JL. 8. Parman Hulafinan
JI Ayan] Marianto
Bibak Pak Jangout JI. Campaka Besar Jajma Chan
: J\ $. Parman Mo. 17 Rully Bonardo
4. H. Hazan Basri Reziy Armalia
Ji. Larnbung Sanghurat Bagus
JI. H, Hagan Basr Benny
L Pramuha Zulkifli, SE
JI. H. Hasan Bas Jacky Chandra
¥ie Hering Booadang JI. ¥, Hasan Basri irwan Rosasi
3 1 . Hasan Basri 7ri Erma Malwwat!
X Goreng Kaliia JE Svtan Adam H. M. Yusuf
1 JI AL Yani. Km. 3,5 H. 8. Yusuf
. o Pramaha H B, Yusad
1 ] J. Sutoye, § H]. Jumantan
J. H. Hasan Basri Ahmad Irvansyah
J. Voteran Moni
M A Yanl CY. Soiular Shop
JI. Haryono. MT Zutkifl, 8E
JI. A Yani Handiik tfitrad)
am Bakar Bunda Zahira J1. 8. Parmen 5. Mada Azkia, SE
Elt jsl. P. Antasarl




Naina Usahs

Alamat

Hema

FamiidPangainig

S 75
& Coile Show . Sutoyo. S, Ward]
Ji, Sutoye.S. H]. 5t Latfahani
JLA Yani Kii 2 lratmaws Linant
JLA Yani{ Duta Mail Supraviino
LAY ani § Duin Mail Audi Pumeomag #.
A A Yank Km. & 1w 40
LIt Hazan Basd Jahay Linsto
il 126 JrLamb. Mangkurs! Banny Bumicss
JULAYanl f Duta Mal Sofyan
JLA Yani KM 4 Jumznsyah K
. 5 A Djk Yemiays Hoe B, P Yersra s B
Whariwma \ntl diira J. P, Anlasari PL Kharlsme Int] 5
JL W.Tangl Ho.§ RL2S Safarianyyah
JL A Yanl K. 3.5 Hj. Haryvati
J1. Galot Subsats Hurul Fitriani
dI. A Yani KM 5 Johny Liende
L5, M. Hasan Bagri Lita Wifaya
Ji A Yeni Km 4,5 Herman Dinats
Ji, Padet Karya Rakhmini
JL Jend. Gatot Subroto Vincent fiahyons
JI. A Yani Rania tania
J). B, Parman Hj. Rusnaniah
Jl, Plers Tendean H. ¥, Rosshan KE, 84

Nama Usaha Alamat Mama
Pamilik
- D4
i Bakery Depot ! Remzja Jl. Veteran Haty Kamariati
JI. Kamp. Malayu Ho., 55 Or. Tinsks Suglarso
JI, Bumi #as No.3 Rt.06 Amin Muhvadi
J1. Duta ¥zl) Yuli
Jl. 5. Parman Fauntear, H
Ji Gunung Sart Faunizar. H
M. Veteran Mo, 79 Gunaidi, BE

JI Gunung Sari

Faunizar Hemadie




Mamg Usaha

Alamat

Marag

Pamlii/Pyngoiola

dl Soyo & Wahyu Sapio Rind
Ji, Simpans Telawsang Hi. Yanie's
. Tangi 2 lalur 2 Fabziia lzza Murina
JLTelul Tiram Darat K. Oniny Suyiine
JlKamp. Melavy Dary H.lju
Wi, Hay Tangi Wy, Bameur Jingga
Wil dmfri 2 pro-zams Y. Pawakha

g satesing 1L A Yani Kim 3,5 |z Mulyz




LABFIRAN 7: DAFTAR WAJIB PAJAK HIBURAN

TAHUN 2014
HAMA USAMA RARAA PEAMILIK Al BMAT
2 i 4
Chanes Gema ALA, Yani Km. 4.5
Maya Buninso di. Lambung Mangiwirat
MSKCTIX
Charles Gema JLA, Yani Km. 4.5
Wharisma Inti Mitra Rudy Tanzil JI. Pangeran Antasar
ia Barfto Zainal Am 8 . Haryoma MT Banjammasin
JUMLAM
Zaira Alim S JL Haryono MT Banjammasin
azon Duta Malt Budt Suherman Ji A, Yani Km. 2 Eenjarmasin
n FeBold LCC Maya Buntoso . JJL Lamb. Mangkurat £jm
Beny Halim J. Kayu Tangi Ujung Bjm
Bobby Gunawan JI A Yani Km. 2 Banjarmesin
Chnarles Gema JAYan w¥m. 4,5
Yanto B.O Goenardi JI. Lamh, Mangkurat Bjm
Happy Puppy Deky Rusianto Ji A, Yani Banjarmasin
M. Ali Ji. Lamb. Mangkurat Bjm
; Martin JI AL Yani
hatisma ik Wira Rudy Tanz) A. Pangeran Antasan
Liptury Cluby Nasa Rudy Tanzil JL. H. Bjek Mentaya
' Mirsi W Ji. Pangeran Antasari
Henman Dinata JLA, Yani
‘Yehanes Handoka JI. Lamb, Mangkurat Bjm
 E[Hueen Farity Andh e Yehsan S Y os Sutarso B
- E he Peak Intemasional Ir Ronny Santoso J. A Yani Km. 2 Banjamasin

i




2 A nETRCLIL DLr
HASBAFIRAH

AL AMAT

i

Adtian

H. Lami, Mangkurat Bjim

Elyall Seticno

JI. Suitys S Banjarmaasin

Budi Pumoimo ‘Wijava

JI AL Yani Kin. 2 Banjarnasin

Dirs. #adarusmean

J. Adhyaksa

Siaduy irgiudin SE

&, Gatat Subrato Banjarmasin

Musiryan JI. Sutyve S Benjarmasin

M. Faros 1 Kayu Tang! Ulung Banjarnasin

Mazheini 5if Idayant Ji Cempaka

Sudarmone T Ji. B, Hasan Basii

Rickson HS Ji. Veteran Banjarmasin

Ali H. Lamb. Manghurat Bjm

Hendra Chenjaya Ji. Veteran Banjermasin

Hendra Chenjaya Ji. A, Yeni Banjarmasin

Afred Budianio J. Kampung Melayu

- L 5. Pamen

Mirwan Jl. 3, Parman

Hendra Ghenjaya JI. Kuripan Banjarmasin

Phatinum 78 Ishak Setia Buda J). Gaiot Subroto Banjarmasin
S oy Samudra Mahinl Sf idayants 2. F. Samudera No. 22
Mahrini Sr |dayant JL A YaniKm. 4.5

Ade Irawan JI. Pramuka Mo. 9

Diones. © Ji KS. Tubun Banjamasin

Maya Buntosg JI, Lamb. Mangkurat No. 198jm

timan Sanjaya J. 1. Hasap Basn

Rakhmini M. Padat Karya

Johny Lianto JI. Hasan Basri

Ji. & Parman Hj. Rusnaniah

Mahrini Sri idayanti

Jl. Pangeran Antasan

Budi Suherman

JI. A. Yani Km. 2 {Duta Mall) Bim

Wath

|4 A, Yani Km. 5,5 Bim

Djuneidy Kuslan

Ji A ani Km. 2 {Duta Mal) Bjm

Bagus JI A, Yani Km. 2 {Duta Mall) Bjm
Rudy Tanzif JI. Pangeran Antasar Banjarmasin
Rusmiari LA YK 2 Du Mal) Sn
Denny 4. Pangeran Antasari Banjarmasin
Duta Mak PT, Fanlasi JG '

Haris

J. A Yani Km. 2 {Duta Mall) Bjm




RALSE UBAHA HARS BLUN R ALANAT
£ i 5 &
1
Gtodio 21 Cuta Malt Achad Hagid Yusul JLA Yani #om. 2 {Duta Mall} Bjm
|
) fitar Yanto 8.0 Goenardi Ji Lamb. Mangkurat Bim
& Hovae {H. Ralian wn) s ban Heden Ak ek e, 8.7
Elrudy Hermanto Salon Rachmat Hemanto JA. Yani K, 3.5
$alm Yongly H. M. Yani Warga J. Sttoyo §
‘§5wiss Ball Boinao Hotel Ardi Wilson Jt Pangeren Antasad
£fflue Alanik Mimi Wonowijoyo J.Pangeran Antasari
%REFLEKSI
Hicar Adi Fardjadinala A Yasi
g]ﬂunﬁmg Buih Beauty Sin Yudi Maswan Ji Pangeran Antasai
2Helita Reflexciogh Falmawati. L. J A Yani Km, 2 Bjm
Sakiku Dartono JL A, Yani Kem. 2 8jm
fitaster Refiexclogy MabraniSd Idayani 1, A, Yani
&{Radi Hermantn Refied Rafvat Heraanta 1, A, Yani K. 3
iReflext Berkat Stefhanus Budi JI. Kuripan
$iRoyal Jefita Reflexology Jamansyah JL A, Yani Km. 4
pa Dr. Fish Reflexcicgy Chatalia Wardjoyo Ji A Yani Km. 2 {Duta Mall) Bjm
Anmal Ichsan J. P. Samudera
#inlel Victoria Massage L Lambung Manghiiral Yanuar Yakin
Golden Tulip JL A, Yani PT. Panon Wisata
Salon Yongky H. . Yani Warga JI Suteyo 8
l
KEBUGARAN
1 [Fines Biue allantic il W Ji. Pangeren Antasar
:_L_'Denny's Aerobie Cenire Agnes Endang P Jl. Suteyn S Mo 2
: tnrawan Haiim Ji. A Yani K 5,7
Wil Juhardi .iJI. S. Farman
!




LAMPIZAMN 8: DAFTAR PEMGUSAHA DAN TITIK LOMASI SBABAMC BURUN!S WALET

R, HAMS nE LOKAT] -
1 TANTANIUS WIRA KUSUMA {3 Tamen Sari Mo % RTS Bjm
1 3 IAWAN KURNIAWAN 2 bt Ranteven Darat No.19 R1.20 Bjm
3 rALEX YUSUF SUTAMNTO 3 |Ji Pangeran Samudera Mo 146 RT.9 Bim
4 |ANITAWATI KOSASIH 4 |3t K.P.Tendean RT.40 Banjarmusin
3 JALFRED BUDIYANTO 5 Simpang Sungai Bile RT.11 Banfermasin
: & 1A, Kampung Melayu Damt KT8 Bagisrmasin
¢ JANA LIMAWATI 7 131, Hasamudin HM No.9 Bjm
: 7 JALE BUDKIANTO GUNARD! 8 M, Kolonet Sugiono No.24 RT.3 Bjm
: § |A.NASEULLAH S |5t Hasen Basri / Hbg Yusuf Bjm
2 JACIR EFENDY YUWONO 1) L Pramuka RT.20 Bjm
13 JANDIRY WENAS fE N AL Yani Ne 10472 RT.55 Bl
11 |ANDRIANSAH SUPRATMAN 1213 Pasar Banw/Lambung Mangkurst RT.21
.- 12 JARIFANDH i3 JJL AYani No.195 Bjm
13 [ARIEF SUWIGNYO/ERLINA ;4 1. Batu Piring No.1 RT.2t Bjm:
14 | ANDI PRAJITNA 15 |, Kampung Melayu Darat No.§ RT.1 1
15 |AGUSTINA, 8.80s 16 )1l AMD Sungai Andai RT.16 Banjarmasin
16 | ANDI UTOMO 17 131 Kuripan Reya RT.03 Bjm
18 |7L A YaniNo3G6RT.28 Bim
3 17 |ANG ENY DIANT! 19 [} K.5. Tubun RT.10 Rw.04 Bjm
18 {ANG AITIN 20 HLA. YaniKm.! Gg. Ancka RT.20 Bjm
19 |ANIK LISTYA 21 |JL Praniuka Xomp.Rehayu Pembina IVB B.Masin
20 {BAMBANG HARTANTO 22 7. Simpang Telawang RT.13 Bjm
23 {BUDIANTO CHANDRA 23 3L H. Djok Mentaya No.23 BT.! Bjm
24 |31, Pramuka Gg. Hidayarullsh Bjm
22 |BUDIIAYA 25 |} Pramuka Km.6 RT.19 Bjm
23 |BAMBANG KORNAIN 26 3% Swioye S Komp. Pondok Indah Ne. 15
24 JCHARLES GEMA 27 (3L Yos Sudarso Bjm
28 1M Sutoyo S Bim
29 |1 Lambung Mangkurat Bim
: An. Tung Mei Lan 30 3k Kelonel Sugiono Bjm
25 |CHANDRA GUNAWAN 31 |3, Pelabuhan Timur No.11 RT.35 Bjm
32 )L H. Djok Mentaya No.116 RT.36 Bjm
26 ICITRA WIGLINA 33 (I Simpang Sudimanpir ¢ No.36 Bjm
£ 34 |Il. Pos Banjarmasin Bjm
35 I Simpang Hasnudin HM Bjm
36 |N. Pangeran Samuderz Bjm
37 | Simpang Telawang Bjm
" 38 (f Simpang Pos Bjm
27 {CIPTO KURNIAWAN 39 il Kacapiring Besar RT.23 Banjermasin
28 [CHRISTIAN WOENAS 40 |31 Pramuka Xm. 6 RT.26 Bjm
L 41 |1 Veteran RT.24 Banjarmasin
2% JCRISTIAN SINTER 42 i1 Tembtzs Mantuit Gg. Arfuna RT .25 Bjm
| 43 [JL Gatot Subroto Gg. Laos Nu.35 RT.27 Bjm




VSl i

DAFTAR PEMCUSAHA AN TITIK LOKAS]I SAFANG BURUNG WALET

M. Hassnuddin HM Blok Pos No 81 RT.19 Bjm

™ RaBIA FERY TGS |
I HIAPRIf L SATYA A4 1L Stmpang Tohmwwng Baplemeain
31 [CHAIDIR KOSAS! 45 |3 Pasar Bary RT. 31 Bi=
45 I Heryona MT, RT 12 Bim
A7 [N Brigien Eatamso RTS8 8im
48 |JL Diok Menzaya No.17 Banjarmasin
32 |CHE KPIONG 49 {J]l. Pramuka RT.24 Banjarmasin j'
50 |Ji. Pramwiez RT.24 Panjarmiesia
33 [DEWIL ATUWATI ST Sin::oang Sudiznzmpir | No.33 RT.16 Bim
34 IDAVY JENSEN 32 11, Gub. Seebarjo {Ruko No.AlS)
35 JDr LHLIK LIANA 53 1L Vateran RT.19 (Samping Cg Kenari)
36 ;i Dx. KOESBINTORG SINGGIH 34 |0 Haryono MT RT.4 {Telawang) Bim
AT PENATRPIN 3ALEA 55 1R 5. Purnan {endh Oergha Eren B2a) Bjm
3T JDANNY SUSATYA, SE 36 | Rambai Padi No.5 R1.23 Bin
57 il Kempung Malayy Derat Mo 7 RT.8 Bim
39 {DANIEL CHANDRA ADISURA 58 | Seetoyo § No.| RT.12 Banjarmasin
5% {H. Kuripar No.! RT.33 (Planet Elekironik) B.Masin
60 [N Cempaka Besar RT.23 Banjarmasin
40 |DEWI CHANDRA &1 |l Haryono MT RT.13 Banjarmasin
41 JENG HQ SE 62 [1i. K&, Tubun Mo 88 Blok [2 RT.02 Barjarmasin
42 JETHN HARSOND 63 0. Promuka NC.77 D RT.35 Banjanmesin
43 |ERMAN RUSLAN 64 |1l Simpang Sudimampir [ Bjr
65 1. Stmpang Buncit Ulung MNe.123 RT.O07 Bim
44 JERL1ANA &6 . Tunas,Barn Zafn Zamzam 36 KT.30 Bjm
45 |FELIX MARGONO C.TAN 67 L A Yani Km.l RT.20 Bim
44 |FITER LIE 68 1N Gub. Subardio (Ruko No.A6) Bjm
63 | Kacapiring Besar No.30 RT.22 Bim -
47 |FRENGKY KOSASHH 70 |l Pasar Barn RT.2] Bim
45 {F.X. EDO MAKAMINANG 7§ |31 Rantavan Parat Bjm
49 |GE ma LG 72 {1 Kampung Melayu Darat RT.10 Bim
50 1GEMAN YUSUF, SH, MH 73 L H. Djok tdentaya RT.36 Bjm
31 (HABIB SALIM BAHAS YN ™ i Ternbus Mantud (g, Bahasyim RT.48 Bjm
52 HH. SALAFUDDIN 75 1JI. Banyiur Muara RT.14 Banjarmasin
53 [HIUSAINL H 76 11, Kuin Selatan Gg, Roda Tiga RT.49 Banjarmasin
54 JHj. JAMBUN 77 4L R.E. Maradinata No.4 RT.13 Bm
55 |HEMDRY SISWANTC 73 1L A Yani Km.4,5 Gz Hidayah RT.23
79 [N Cempaka 14 RT.24 Bjm
80 1H.Cempaka 4 RT.01 Bjm
56 |HARYONO WONGSG &l |t Haryone MT RT.03 Bjm
57 {HADLSANTQ STEFANUS 82 [H Miung Munung Bim
83 [N Simpang Sudimampir t Bjm
38 JHARRY CAHYADI 84 M. Mawar MNo.65 RT.G1 Bjm
85 |11 H. Djok Mentaya RT 35 Bjm
86 (I Ha;":vono MT MNa.25 RTlDﬂ Bm




DAFTAR PENGUSAMA DAN TITIK LOXAS] BARANG BURUNG W_A_LET.

MO, MAKIA JLE LOKARY
M 1HOPMANSY AR RIMBA B8 (3. ATES Nasution Me.3 RT.20 8jm
60 |HERRIAN SETIAWAM 8% (1L, FL Dicko Mentaya Kel KBI(SHM 302
-9 |Ji. Perintis Kemerdekaan Bim
§1 [HONG TING MIE S1 1l Simpang Telawang Noe.4dA Bjm
62 L A Yani K2 Ne.38 Bjm
S3 014 Tiasaouddin M Ne3d Bim
54 | Cempaka I RT.01 Bim
62 |HALIM BUDGIEARIO 835 1L Kampong Melayu Darat Bjm
56 I Cempaka Besar (Samping Puskesmas)
63 |[HAESANTO 97 L KEE. Tubun RT.2 (Samping Gg. Keluarsa)
44 THELEN 9 IJT. A Yan Xm I No 2 RT.29 Bim
65 {FENDRA YAWONCE 9% JHLLP Tendean Ma2 RT.39 Bim
66 JHENGRY HARIYANTO 160 M. Cemnpaka IV No.9 RT.1 Bim
67 |HARTONG W.W/HOK S5ING 101 1L r.P Muhemmad Noor/Tembus Sutoyo 5.
638 JH. ACHMAD 132 {7 Sutoyo S No.43 RT.3 Bim
69 |JHADI NUGRAHA GEMA 103 {J1. Gaot Subroto Komp, Pandan Wangi 87
70 [HERYJANTO ANGGENT 104 |31 RK {lir No.% RT.16 Bjm
_1 JH. WIRANUDDIN 103 il Perintis Kemerdeknan Bim
72 JH SADJOK O 106 111, Pramuka No.10 RT.20 Bjm
73 iH. SUPIANMI 107 jJi. ¢ Olaober Komp.500 Ujung RT.30 Bjm
74 {H. NOOR ISMAL. 103 |Jl. Tatan Belayung RT.23 Banjarmasin
199 1. Arjuna VI No.4% Banjarmasin
75 1H. HASAN LI 116 A Vereran Simp. SMP 7 Gg Duriae RT.2 3im
76 1Hi. SAMPURNA 111 i Diok Mentaya (ig. Keluarga No.8 RT.15 Bjm
77 [ISTANTO Hj 112 L H. Djok Mentaya Gg. Gawisabumi RT.16
78 |Ir. SATYA SUGEHWARDOYO 113 |1 Gubernur Soebarjo Bim
79 |ir. TITIK LIANA ABDULLAH 114 [H. Gub. Seebarjo (Ruko No.AS) Bjem
115 10, Gub, Seebario {(Ruko No.B12) Bim
30 jir AGUS HENDHEATANUSA 116 i H. Djok Mentaya No.i7 RT.01 Bjm
117 {J1. Haryono MT Banjarmasin
8] |INDRA BAYU PANG 118 {Ji Ram Zaleha Komp. KH Dewantara
82 |JANG BUDIMAN 1% 1L A. Yani Km. 2 Banjarmasin
83 {IIMAY BUDIANTO 120 (Ji Veteran Gg. Kenari Raya Bjm
84 |JAUW JOHAN 121 |f. Cempaka [V Banjaninasin
122 |11, Belitung Darat No.04 RT.15 Bjm
85 |JOHANNES 123 [JL Simpang Telawang No. B RT.15 Bim
86 |KIKY 1. LEONARD 124 |JI. RE Martadinata {Samping ODI) Bjm
87 |LIMANSYAR 125 {fi. Pramuka Sungal Lumbah RT. {2 Bjm
38 ILUKMAN HAKIM 126 1M A Yeni Km. 1,2 RT.21 Bim
29 |LILY HaLlA 127 J1. Kolonel Sugiono Banjarmasin
128 I, Rantauan Darat No.2 RT.1 Bjm
129 |11 KS Tubun No 28C RT.31 Bim
130 |H. K5 Tubun 176 {PT. Alpha Indo Karya)
131 {J1. R.K.Ilir RT.6 RW.02 Banjarmasin




DAFTAR PANGLSAIIA DAN TITIN LOHASI SARANG EGRUNG WALETY

M HaklE FLE L0ETeHE
o g WA §37 4R S Parmoa FT.20 Bedmnmesi
91 (LiMA SLIARPE boEA3 pIL. Fahiawn RT.07 Banjarmasin

9L ILAUW KHONG ING {34 U Veteras Mod 3734 Dim

135 F7 Rempuni Mefayu Darat Np 27 RT.8 8im

&3 LI CH SIEW 136 4] Cemaexz HoRd RT.23 Bjm
94 ILENNY WIBDWO 137 U5 Simp Teiawang (bel bank Buana) Bym
95 |[LUNAWATY EFFENIE 138 |15 Kampeng Mdlave Darat No.d RT.8 Bym
S0 ILIMDA YUSTIMA 139 il Simpang Telawang No.S9 RT.{4 Ejm
57 JLISA CUMAWATI 140 [IL. AES Nasution Mo.b RT.20 Bim
98 sMARRUR DIAYA WANIC M 14) (M A Yari Kml No20RT.20 Bjm

142 (3t Panperin Samudera (Semping Lima Cahaya)

V43 §5. Bvearae Viecrelidon T RT. 20 Bjm

99 EMONALISA 144 {JL Cempaicn 1Y N0 26 Banjarmasin
145 1]?. A, Yari ¥m.3 7 Banjarmasin
140 MUBAMMAD MUSTARN 146 |3, Suttan Adem KT.20 Banjammasin
107 PMAHYTINT KARND 147 I Gaiwot Subroto Xomp.Mekar Indah RT 24
148 L. Rawasari RT.539 Banjarmasin
162 |MUJTBURRAMRAN 149 . Sutoye S No 1020 A RT.04 Bim
103 [MARIA PHANG 150 [IL. Pramuka Xomp Rahaye [V RT.23 Bjm
104 \MARTIANT 15} M Promwks RT.20 Bim
1G5 | MILYA YUSMIN 152 |JL. Simpang Hasanuddin HM RT.20 Bim
106 |NISPIN MEMNENG 153 JL. RX Nér Banjarmasin
154 jIL. Veteran Banjarmasin
107 {NITA SUSANT! KHG 1553 il Haryona MT RT.03 Banjarmasin
108 {ONG AY HEE 136 L. Yeteran ET.23 Kel, Sei Bilu Baajarmasin
104 |PAUL HALIM {57 [H. A Yan! Km.2 No.54 Bjm
113 |ROMDMY TEGUL, St 158 {JL. A Yani Km.! No.68 Bjm
{INRAHMAT GUYANTO 159 HL. Kacapiring Besar Na32 ART.22 Bim
160 1)1 Simpangz Hasannddin Bjm
3 12 RAHMAT GUNAWAN 160 |IL H. Djook Mentaya R1.36 Banjermasio
123 IRASEHANNOR 162 |ft Pangeran RT.6 Bamjarmasin
: 14 {ROBRY WLAY A 163 1. Gub. Soebardjo (Ruko Na. A12}
j 115 IROBIANSYAH t&4 |J1 Pramuka - J1. Pandega RT.12
1 116|RUDY HERLIANSYAH 165 |J1. Veceran No.255 Bjm
Ll {17 {RUDI HARICONOC 166 |IL. Veteran Simp. SMP 7 RT .34 Bjm
1 112 [ ROSMIATY 167 1. Simp. 5¢i Bilu RT.11 Bjm
3. 168 {J1. Tembus Mantuil Kornp, Bumi Linglcar Basirih
119 |RICSON HS 170 [IL. Veteran No.1 RT.23 Bijm
' V2 RITCHEE, YT IWORG, ko LT EIL. Betivune Dreres RT2E Bim
? 172 [JL. Pramuka R1.20 Bjm
‘ 121 [SANTOSO ACHMAD 123 |1 Haryono MT RT.13 Bim
¥ 122 [SANTOSL SOEMARKO 174 |51 Pasar Daru (befakang Ex BT} Banjarmasin
J ) 175 (4L Pasur Baru {belakang Ex BT) Banjarmasin
: 176 |JI. Belitung Darat Ne.191 RT.33 Banjarmasin
, 123 |SOETNFTO ABDULLAH 177 [Ii. Simpang Telawang RT.05 Banjarmasin




DAFTAR PEMGUEAHA DAN TITIK LOKASE SARANG BURDNG WALET

L} TARLS R LOHASE

; n . -
124 3EURG AT TARARER, 2 §73 '_Ei. Hameng 3T BET.3 Bra

T 1" X
179 U1 Harvooo M RT.6 Bjim

130 3. Simpang Hesarudin HB RT3 Bim

F2SFSUVONG SUGIARTO T {10 0 Haser Basr R4 Sim

132 |3h A Yani Xm.3,5 RT.00 Bins

183 456 AL Yani {m 2,3 Kol Melayu Basjacmasin

e UM I

[26[SURATTO 134 1A Kampung Melayu Darat RT.3 Bjm

ST

F27 S0AU MAM FOQEVIOHANES 183 Ui 5. Parnen Cg. Nosa [ndah RT.S Bjm

186 1JL. 5. Parman RT.24 BIm

187 |7, Prameka No.52 RT.12 Bim

i ES. Tubun RT.13 Bjm

ey

128 {BULISTIAWATI HALDY 182
120 DRI CIEPUTRA 8% b5 Prermaa RY 30 Qs

130 5IMOGN TEDDY Salim 154 1. Sinltan Adam Komg. Mandini R£1.35 Bim

131 [SATRYA GUNAWAN 191 3L KS. Tubwn 19 Oktobe) RT.14 Biin

192 |J. Faklawan INo.35 RT.7 Bjm

193 jJ. Pahlawan Ko.0? RT.7 Bim

184 | R, Simpang Sodimampir { Bjm

195 10, Termbus Mantuil Bim

125 [I1 Suteyo S Bjm

197 A Simpang Sudimampir Il Bim

E3ZISAKRANI 198 |J. Seberang Mesfid No.1 RT.4 Bjm

133 |SERA MELIA TAN 199 1L Vetzran Bjm

260 17, Sultan Adam Bjm

3 134 |SUJAKA LAYS 201 [B. Tembus Mantuil No.8 RT.52 Bjm

§35 I TAN TOENG FING 262 13 Simp Sudimampir O RT.19 {Presiden)

203 |11 KS. Tubun RT.10 Bim

204 |JL Al Yani Km 4,5 Bim

[ 205 |3 Kacapiring Besar RT.234 Bim

206 0. R. Socprapte No.19 RT.27 Bjm

237 |1 Cempaka Desar RT.23 Bjm

208 |3 Gub. Socbardia Bjm

[ 206 M. RE Martadinata Komp. Anamas Bjmn

210 13 RE Martadinata (Gg. Pendaws) Bim

211 {31 Kelone! Sugiono Bjm

g 212 [N RE Martadinata (Tembus Gg. Setia) Bjm

213 |A. Veteran Gg.4 No.1324 RT.20/22 Bjm

‘ 214 JL. Simp. Sudimarmpir 11 (Pasar Matabar)

215 |3 Pramuka {Samping Ji. Hidayatullah} Bjm

214 ([P Antasari RT.1 Bim

217 |M.. Haryono MT RT.6 KBI Bjm

218 |JL. Haryono MT RT.8 XBI Bjm

219 {f. Pezadafan RT.Z Bjm

220 |J1. Veterzn Bim

221 |, Kacapiting Besar RT.23B Bjm

222 K. Pramuka Bjm
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DAFTAR PEMNGUESAH S

LARMG BURUNG WaALET

Fi. BAHLA ks LOHAS ;
133 {31, Mugnooi WY.36 Banjormmein
| 224 1N Banua Anyar Bajermasin
nm LIMINGGA AGUSTINA 225 |11, Gubemur Socbasio Eanjamasia
136 TIUGITD TIUWARNG 22& ). Paser Baru {belabang Eks, 8T Bim
137 TEGUH WAHYU NUGRAHA 227 3L Primuba Bim
R 3N RFLTrBum
229 1. Simpang Hacanuddin HM Bl
T38| TAMN HENDRIX MULYADH 230 il Peldbuhan Timur X7. 35 Bim
132 TEDDY RAHMAN 231 |JL Mangz's RT.2} Bim
1A VIOLET HAURISA 232 JLRY Ui No.3? RT.6 Bim
141 rWILLIAN ANDIIANTO 23% L Cempsia Besar BT 22 Bim
234 | A Pazar Bar: RT.2: Bim
235 {1l Lambung Manghura RT. 14 Bjim
236 {JI. H. Djok Mentaya No.08 RT.1 Bjm
an FITER LIE 237 |31, Sutoyo S RT.54 Bim
238 | KE Martadinata RT.22 Bjim
239 [l Gub, Soebardjs (Ruko No.Al4) Bim
: 240 L Kacapiring Beswr RT.23 Bjm
142 | WAHYU GUNAWAN H. 241 (7. XS, Tubun Bim
143 i WIENARDET L IMANTARA 242 1. Cempeka Besar No. 11 A Bjm
144 [YAWDI TAN 243 [J1. 8, Parman Bim
244 111, Kampung Melayu Darat Bim
145 'Y AN EASTM 245 101 X H Hasan Bas No3) RT.4 Bim
146| YUYANTO LIEM 246 |ILR. K. llir RT.20 Bjm o
247 LR T RT.6 Bim
248 |H. Rantaven Darat RT.8 RW.3 Bim
an YULIANA KARTGYO 249 |JL. Rantzuzn Darat RT.9 Bim
47 IYANTON] 250 N, Laksana Inian Gg. Biduri RT.)D Birn
251 |Ji Haryone MURT.12 Bim
148 [ZAROSLAN ALEXANDER . L 252 {1 Cempaka Besar RT.04 Bim
149 [ERLIANE SOETHIONO 253 [Ji. Haryono MT No.29 RT.13 Bim
150 |REGINA LISTIGNASLA 254 |JL Premuka RT.20 Bjm
Jumiah 254

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kos Banjarmasin

——



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22\ UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

A) LEMBAGA PENELITIAN
JI. Brigjen. H. Hasan Basry, Kayu Tangi, Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3302789, 3305240 Faksimile : (0511) 3305240

LAMPIRAN TIM PENELITIAN
Pelindung : Ketua Lembaga Penelitian Unlam
Counterpart Team : Dispenda Kota Banjarmasin
Ketua Tim Penelitian : Dr. Syaiful Hifni, Drs. Ec. M. Si, AK, CA
Koordinator PIC : Drs. Ec. Akhmad Sayudi, M. Si, AK, CA
Person in Charge (PIC)
Pajak Hotel/Restoran/Hiburan . : H. Kasyful Anwar, SE, M. Si, AK, CA (PIC)
Anggota : Dewi Sartika (COC112229)
Salwiyah (C0OC112244)
Riswan Pratama (C0C111269)
Pajak Reklame/Pajak Parkir/
Pajak Sarang Burung Walet : Abdul Hadi, SE, M. Si (PIC)
Anggota Sony Riandy (C1A111051)
Rahmat Jali Rachman (C1A111019)
Ricky Ramadhan (C1A111024)

Pajak Bumi dan Bangunan/

BPHATB/PPJU : Chairul Sa’roni, SE, M.Si (PIC)
Vivi Nelvrida (CIC11051)
Rizki Adelia Ananda (C1C111050)
Emi Novita P. (C1C110229)
M. Febriyanda A (C1C111072)
M. Rizki Ilham A. (C1C111048)
Ratu Elfa Saktiana (C1C111060)
Orchida Naba Rabbani { C1C111056)
Rini Nurul Cotimah (C1C111028)
Muhammad Yasin (C1C111062)
Meta Yulistira (C1C111238)

Olah Data : Burhanuddin, SH
Hairy Shinta, SE

Banjarmasin, 30 Desember 2014

Lembaga Penelitian

Universitas Lambung Mangkurat




- DINAS PENDAPATAN DAERAH

JE Pramiaka Tia Dharma K omHoks PLIAM nos 17 Talp, (050 F 2812592 Faw (081 1) 2R 1393

Bapiarieasin

SURAT EETERANGAN
Ma, 973/ 6744/Dispenda

Yang bertanda tangan dilxawal i
a. Narma/MNIP © Drs, PLOEhaicl Anvear, M. SSI2590304 59507103003
2. Pangkat/Golonzan ;. Pembina Utama Muda/l¥ ¢

¢, Jabatan ¢ Kepala Dinas Pendapatan Dzerah Kota Bajarmasin,

Dengan im menerangkan hahwa

a. MNama/NP : By, Syaiful Hifnd, Dra. Bo, MUSE AK

b, lahatan » Ketua Tim Peneliil

suret  perjanjian  kerfasama  antara Dinas

iviaksud : Berdasarkan
Pandapatan BDoerah Hota Barjarniasin dengan Lembaga

Penaiftian  Universitas  Lambung  Manglkaral Nomor

973/855.h/Dispenda dan Momar @ i51/LINS.2/PL/I004
tanggal 14 Agustus 2014  teniang Penealitian  tlan
Pengolahan Data Potensi Pajak Daerab Kota Banjarmasin,

Penelitiarnn  Liniversitas  Lambung

Manglurat  akan mefakukan penelitizn dan twrun ke

Fihak  Tirr  Lembaga

taparigan untuk melakukan zurvel herkaitan dengan potens

pajak daersh sejak tanggal 14 Agustus z/d 14 Desember
2014 sefama 120 (seratus dus pulub) hard dengan nama-

nama anggota thn penelfti terlampir,

Demikian surat keterangan ivf dibuat uniuk dipergunakan seperfunya.

Banjatmasin,  Seplermber 2014
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SURAT PERJANIIAN KERJASARMA

ANTARA

 DINAS PENAERAH (DISPENDA)} KOTA BANJARMASIN
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG

PENELITEAN BAN PENGOLA HAN DATA POTENSI PAJAK DAERAH KOTA
BANJARMASIN

NOMOR: 973/555h/ Dispenda
NOMOR: 151/UNS.2/PL/2014

Pada hari i Rabuy, Tanggal Empat Belas, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribuy Empat Belas,

yang Dertanda tangan-di bawall in1 -

Drs. I Khairil Anwar, MLSQ: Xepala Dinas  Pendapatan  Daerah (Thspenda)
. Pemerintah Kota Bapjarmasin, sebagal. Pengguna
Anggavan  puda  Pemerintsh  Eofa Banjarmasin,
berkedudukan ¢i JalanTirta Dharma Komplek PDAM .
Banjarmesin,  vang sclamputayadisebutsebagai
PIHAK PERTAMA

Keta Lembaga Penelitian Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin, dalam kal ini bertindak atas
nama Tim Penelitl dan Pengolahan Data Potenss Pajak
Daerah Fata Banjarmasin, Berkedudidan & Jalan
Brigiend H. Hasan  Bagry Bagiarmasin, vanp
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dr. Alrnad Alim Bachry, SE, MEi:

PIHAK PERTAMA dan PIHAT, EEDUA secara bersama-sama selan jutinva disebut PARA

PTHAK telah terfebih dakulu mencran, gkap bahwa :

dalam pegjaniian kerizsama untuk
RNJATRASIN,  vang
ang Masngisrar

Para pihak sepakat menyatakan mengikatican  divd
Kegia'an Penelitian dun Pengoluban Data Potensi Paia -
diinksanakan oleh Tim Paneiit darg Lembaga Penelitisn Usiversitas Lomin
dt seperty disebutlean 41 bavah ing

Bajanrasin, dengan Svayat-Syar

1



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENAERAY (BISPENDA)Y KOTA BANJARMASIN
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MAMGKURAT

TENTANG

HAN DATA POTENST PAJAK DAERAK KOTA

PENELITIAN DAN PENGOLA
BANJARMASIN

NOMOGR: 973/5585/ Dis penda

NOMOR: 151/UNS.2/PL/2G14

Pada hari ind Jum’at, Tanggal Dua Puluh Scmbilan, Bulan Agustus, Tehun Dua Riby Einpat

Belas, yang bertanda tangzn di bawah inj -

Drs. H Khairil Anwar, M.SLL Kepala Dinas Pendapatan  Daerah (Dispenda)
- Pemerintah Kota Ranjarmasin, scbagai Pengpuna
Aungparan  pade Pemsrintah Kota - Banjarmasin,
berkedudukan di JalanTirta Dharma Kom plek PDAM
Banjarmasin, yang selanjutnyadisebutsebagar
PIHAK PERTAMA

Ketoa Lembaga Penelitian Unjversitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin, dalam hal ini bertindzk atas
Eata Tim Pencliti dan Pengolahian Data Posensi Pajak
Daerah Kota Banjarmesin, Rerkedudukan di Jaian
Brigiend I Hasan Basry  Banjarmasin, yang
selanjutnya disebw PINAK KEDUA.

Dr. Ahmad Alim Bachri, 5B, M.Si -

PIHAK PERTAMA dan PIHAK EEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA
PIHAK talah terishih dahuin mznerangkan balvea |

Para pihak sepaka: menyatakan mengikatkan diri dalam peranjian kerjasama untnk
Kegiatan Penelitian dun Pengolahan Data Potensi Pzjak Dasrah Kota Danjarmasin, yane
dilaksanaken olel Tim Pepeliti dari Lombaga Penelitian Universitas Lambung Mangiurat

Sanjarmasin, dengan Syarat-syaraf sepert: disebuikan ¢ bawal ing-

1



Dasar kegiatan adalah -

aksavaan sesual DPPA-SKPD, Belanja langsung APED-P TA 2014 Pemerintzh Kota

Pel
yarmasin, dalam Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan

Bay
Baerah.

:973/240/Dispenda,

Surat Sekretaris Daeralh Pemerinath Koia Banjarmasin  Nomor
128

Tertanggal April 2014; dan Swat Kema Lembaga Penelitian Unlam Nomor:
/UN8 2/PL2014, Tertanggal 12 Mei 2014,

Pertimbangan :

Substansi dan beptuk kegiatan terkait upaya pengembangan system pengelolaan pajak
daerah dalam aspek manajemen perencanaan dan pengendalian melalui data potensi pajak
daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga memerlukan dukungan ketersediaan data
potensi vang dihasilikan dari proses kajian ilmish. Kebutuhan pengembangan aspek vang
bersifat khusus, dengan penvujukkan untuk keahlian jasa tim peneliti adalah sesuai dengan
priusip pengadaan yang efektif, cfisien, dan aluntabel, yang sesuai dengan pasal 26
Keppres Nomor $4 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan Swakelola,
penunjukkan langsung  yang dapat dilakukan oieh Instansi pemerintak lainnya dan

masyarakat yang meliputi Perguruan Tinggi.

-

PASAL I
TUJUAN KERIA BAMA
Perjanjian kerjasamu ini ntuk memenuhi kegiatan Penelitiandan Pengolahan Data Potensi
Pajak Daerah Kota Banjarmasin,

PASAL 2
TUGAS dan TUJUAN

Ayat 1

Prhak PERTAMA. melimoahkan tgas pelaksanaan pada pasal 1 ¢f atas iepada Lembaga
Fenelitian Universitas Lawbung Mangkurar, yaitn sesuai Keputusan Presiden 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Berang dan Jasa, pasal 26 wentang Swakelols barang dan jasa,
Pasal 26 ayat 2, poin a, e, dan g, pasal 26 zyat 4, tentang pelaksanaan swakelola yang

dilakuken instansi pemerintah fainnys, atan vang dilakukan oleh masyarakat vaitu lembaga

Perguruan Timggi,

[E53



“Avat 4

Ayat 2 .
Dalam pemenuhan tugas dan tujuan, pihak PERTAMA memberikan dala.dan informasi
giatan, berupa darta {(Kebijakan perpajakan daerah,

yang dibutubkan wotuk pelaksanaan ke
jek pajak, dan data dalam rencana dan realisasi, Regulasi

data historis objek, jenis pajak, subj
terkall perpajakan Pemerintah Kota Bagjarmasin, dan Tupoksi  DISPENDA Kota

Barjarmasin).
_ Pasal 3
PELAKSANAAN
Avat ]

PIHAK PERTAM A membentuk Tim internal DISPENDA sebagai CounterpartTeam, yang
bersama-sarma dengan Tim Lembaga Penelitian UNLAM melakukan kegiatan sesuai Tugas

dan Tujuan yang ditetaplan.

Ayat 2
PIHAK KEDUA membentuk tim pelaksana dengan keahlian di bidang Ekonon,
Manajemen dan akuntansi tericaje aspek Perpajakan, yang terdini dari -

Ketua tm : Dr. Syaiful Hifui, Drs.Eg., M.Si, Ak, ; Koordinator Person I Charge (PICY;
jak Hotel, Pajak Restoran, dan

Drs. Eo, Akhmad Sayudi, M.Si, Ak, CA » PIC untukc Pa

Pajak Hiburan: H. Kasyful Anwar, SEM.S1, AX, CA : PIC untgk Pajak Reklame, Pajak
Parkir, dan Pajak Sarang Burnng Walet: Abdul Hadi, SE M. S84, ; PIC untuk Pajak Bumi daa
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATR), dan Pajak
Penerangan Jalan: Chairo] Sa’roni, SE,M.84, : Olah Dasa- Buthanuddin, SH; Hairy Shinta,

SE, dan  Ennmerator 10 (sepulult ) orang,

Ayat 3
Tim Pelaksanz vang dibentuk PIHAK KEDUA, melakukan aktifitas sesum KAK/TOR,
untuk menghasilkan oupu! kegiatan berupa Laporan Hasil Penelitian dan  Dokumen Data
Paotenst Pajak Daerah Kota Bag armasin.

Sesuai Pasal 3, ayat 3, Tim Psizksana yang dibentak PIHAK KEDUA, bertugas dan
bertanggung jawab memenuht ouipyt Laboran kegratan berupa Laporan Mssil kajian Pajak

daerah dan Data Potangi pajak daerah Kota Banjarmasin,

Ayar s

Tempat kegistan dilakulan o/ wilayah administratif Ko Banjarmazin,



PASAL 4
JANGKA WAKTU KEGIATAN

Masa pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari dari hari kalender
terhitung Sejas tanggal Surat Perjanjisn Kerjasama ini ditandatangani dan sudah harus
selesai. Serfa diseralikan hasil keglatan sesuai klausal dalam Pasal 3 Avyat 3 dan Avat 4 di
atas, dari PIHAK KEDUA kepada PTHAK PERTAMA pada tanggal Tiga Puluh Bulzn

. Desember Tzhan Dua Ribu Empat Belas.

PASAL S
PENMBIAYAAN

Ayat }

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesarRp. 200.000.000,00 (DnaRatus Juta Rupiah)

untuk pelaksanaan kegiatan,

Ayat 2

Realisasi pemenuhan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dibebani PPN dan PP Pasal 23

atas jasa dan dilakudoan pembayaran saat penyerahan Laporan akhir hasil penelitian.

PASAL S
KEADAAN MEMAKSA

Ayat |

Yang dimaksud dengan “Keadazn Mcmaksa™ dalamt perjanjian ini ddaizh peristiwa sebagai
berilat: _
a. Bencana Alam (Gem

b. Kebakaran '
¢. Perang, hurn-hara, pemogokan, pemberontakan, epidemic yang secarz keselwnhban

ada hubungan Tangsung den gan penyelesaian peketjaan.
d. Keadaan laianya vang dilnar kuasa salah sam pihak yang mempengaruhi

pelaksaanaan perjanjian inj.

pa Bums, Tanah Longsor, Banjir, dan hmjan terus menerus)

Avat 2
Apabiia terjadi “Keadsan Memmaksa® FIHAEK EEDUA memberitahokan kepada PIHAK
PERTAMA secara tertuljs selambat-lambamya dalam wakty 14 (empat belas) tari kalender
sgjak terjadinya “Keadaan Memaksa® dimalksud disertai bukt-buicy yang szh, deniikian juga

pada walke: “Keadaan Memaksa” beralkhir,



PASAT. 4
JANGKA WAKTY KEGIATAN
{Seratus Dya Puluh) hari dari hae kalender

terhitung Sejas tanggal Supat Perjanjian Kerjasama inj ditandatangani dan sudah haru;
' serahkan hasi kegiatan sesyai klausal dalam Paga 3 Ayat 3 dan Avat 4 gj

atas, dari PIFIAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal Lima Belas Bulan
Descinber Tapup Dua Riby B pat Belas. .

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Masa petaksapaan pekerjaan adajak 125

Avat ]

PIHAK PERTAMA menyediakan dang sebesaiRp. 200.000.000,00 {BuaRatus g Rupiah)
univk pelaksanaan kegiatan,

Ayat 2

mbayaran kepada PIHA® KEDUA dibebani PPh Pasal 23 atas jasa,
Iaporan desk Study, tahap kedua

Iitian, dap sebesar 40 % sagr

Realigasi pemenuhan pe
yaru melaly ‘talap pertama sebesar 30 % saar Penyerahan

sehesar 30 9 saat penyerahag Iaboran Draf hasil pene
peayerahan Laboray akhir hasil penelitian,

~PASAL §
KEADAAN M EMAKSA

Ayat I

- Yang dimakeyd dengan “Keadaan Memaksa™ dalam betsanjian ini 4dalah peristiwa sebagai
bertla:

Bencana Alam {Gempa Bumi, Tanah Log &sor, I3
Kebakaran

Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan
ada hubungan langsung dengan Dbenyelesaian pekerjazn.
Keadaan fainnya yang diluar %naga salah  sam oitiak Yang mempengaruhi

pelaksaanasn perjaniian ini.

ajir, dan hujan terug menerus)

, epidemic yang secara keseluruhan

oo

o

Avap 2

Apabila terjady “Keadaun Meniaksa® FIHAK KEDUA memberitahykan kepada PIHAK
PERTAMA secarg tortulis Sei'arnbam’ambam}'a dafam wakey §4 {empat belas) hari kalender
sejak terjadin va “Keadaan Memaksa™ dimakand diseriai buli-buks yang sah, dernikian Juga

pada wekiy “Keadaan Memaksa” berakhir



e e e L L L

Ayat 3

Alas permberitabuan PTHAY X EDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat menyetuiui atgu
menolak secara tertulis “KeadasnMemaksa” itu dajam jangka waktu 14 (empat belas) havi
kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

Avyat 4

Jika dalam waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang “Keadaan Memaksa” tersebut PIHAK
PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KEDUA dianggap memahami
“Keadaan Memaksa” terschbut.

PASAL Y

L o N ]

LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum distur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur untuk
kelancaran tugas dan pelaksanasn pekerjran, PARA PIHAK bersepakat untuk mengikti
seliap peraturan yang menyertai kesepakatan ini. '

PASAL 8
PENUTUR
Surat Perjanjien Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Banjarmasin, pada hari, tanggal,
bulas dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian kerjasama ini, dalam 2
{dua) rangkap, bermaterad cwioap, masing-masing mempunyar kekoatan hulam yang sama
dan dipegangoleh PTHAK PERTAMA dap PTHAK KEDUA,

FPITAK KEDUA

DBr. dhmad Alim Bachri, SE. M.Si
MIP. 19671231 199512 1 002

[¥;]



